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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrusi
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 590);

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan 243j;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
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Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah
Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2008 Nomor 10);

17, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor
1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023
{(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ( Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.
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3. Bupati adalah Bupati Enrekang.

4. Rancangan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya

10.

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk tahun 2023.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa organisasi perangkat daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan penyerahan
sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan tekhnologi
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

. Keluaran (output) adalah barang atau jasa vang dihasilkan

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna

anggaran/barang.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut

Renja-PD adalah dokumen perencanaan pembangunan oleh
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

BAB 11
SISTIMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, yang disusun dengan sistimatika
sebagai berikut :

BAB1 PENDAHULUAN
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= BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

» BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH

= BABIV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

* BABYV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

* BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

= BAB VII PENUTUP

(2} RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana
kerja dan anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Daerah
maupun sumber pendanaan lainnya.

(3) RKPD disusun dengan menggunakan rancangan Renja-PD yang
telah dipadu serasikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan dan dokumen perencanaan lainnya sebagai bahan
masukan.

{4) Uraian secara rinci RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) RKPD dipergunakan sebagai bahan dan pedoman penyusunan
kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran
sementara tahun 2023.

(2) Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
bersama dengan DPRD untuk memperoleh kesepakatan
bersama dengan Pemerintah Daerah.

(3) Dalam hal RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
mengalami perubahan asumsi ekonomi makro dan asumsi
kemampuan penerimaan daerah dan/ atau adanya kebijakan
Pemerintah, maka dapat dilakukan penyesuaian
program/kegiatan serta alokasi anggaran belanja daerah, yang

dilakukan pada saat penyusunan dokumen Kebijakan Umum
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APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun
2023.

BAB IV
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 4

(1) Hasil program pembangunan harus secara sinergis mendukung
pencapaian sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Keluaran dan hasil dari kegiatan dalam satu program harus
secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
dari program yang bersangkutan.

Pasal 5

(1} Kepala PD sebagai pengguna anggaran bertanggungjawab atas
pencapaian kinerja berupa barang dan/atau jasa dari kegiatan
yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan,

(2) Kepala PD membuat laporan evaluasi capaian kinerja secara
berkala (triwulan, tahunan) atas pelaksanaan réncana kerja dan
anggaran yang berisi uraian tentang capaian keluaran kegiatan
dan indikator kinerja masing-masing program kegiatan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan kepada Bupati
paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah berakhirnya tahun
yvang bersangkutan.

(4) Laporan Evaluasi kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagian analisis dan evaluasi usulan program

kegiatan dan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI ENREKANG,
ttd

MUSLIMIN BANDO
Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

ttd
BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NOMOR 22

- ~ —

aslinya




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2023

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
RKPD melengkapi dan menderivasi perencanaan jangka panjang, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan perencanaan jangka menengah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ada
sebelumnya. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang harus
disusun setiap tahunnya dan memperhatikan konsistensinya dengan RPJPD
dan RPJMD, serta diintegrasikan dengan perencanaan sektoral jangka
menengah, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan juga
selanjutnya dijabarkan secara sektoral dalam perencanaan jangka pendek,
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Ketentuan penyusunan dokumen
RKPD secara perundangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah. Kedua perundangan ini
secara tegas mengamanatkan bahwa selain perencanaan jangka Panjang (RPJP)
dan jangka menengah (RPJM) pemerintah daerah harus menyusun segera
menjabarkan perencanaan tersebut secara lebih mikro dan detail ke dalam
perencanaan jangka pendek, rencana tahunan dalam bentuk rencana kerja

pemerintah daerah (RKPD).

Perundangan mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan harus
mengikuti kaidah-kaidah dasar perencanaan pembangunan yang sistematis,
terarah, terpadu dan berkelanjutan. Amanat perundang-undangan tersebut
selanjutnya dioperasionalkan melalu penjabaran dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
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Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Dalam perspektif itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang
menyusun RKPD Tahun 2023 ini, selain merupakan penjabaran dari tahun
berkenaan RPJMD periode 2018-2023, juga dengan memperhatikan RKP

Indonesia dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun berkenaan.

RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2023 ini merupakan penjabaran
tahun kelima atau tahun terakhir RPUMD Kabupaten Enrekang Periode 2018-
2023, baik RPJMD pokok maupun RPJMD perubahan yang direvisi pada akhir
tahun 2020 dan awal tahun 2021. Selain itu, secara sektoral mengintegrasikan
dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode berlaku dan
memberikan acuan dalam penjabaran secara sektoral penyusunan Rencana
Kerja (Renja PD) tahun 2023 sebagaimana penyelenggaraan urusan perangkat

daerah masing-masing pada tahun yang sama.

RKPD sebagai sebuah dokumen rencana tahunan daerah yang lebih detail
dan operasional, RKPD secara aktual menjadi acuan pokok dan utama dalam
proses perumusan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. Setiap
perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
(RKA-PD) dengan mengacu pada masing-masing Renja PD tahun 2023.
Selanjutnya, kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam RKPD ini
memberikan arahan pokok dalam merumuskan asumsi ekonomi dan keuangan
daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 yang
harus ditetapkan pada akhir Tahun 2022.

Secara substansial, tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten
Enrekang Tahun 2023 ini merupakan penjabaran prioritas pembangunan
daerah pada RPJMD Kabupaten Enrekang tahun berkenaan serta
memperhatikan tema RKP Indonesia dan RKPD Sulawesi Selatan Tahun 2023.
Tema RKPD Kabupaten Enrekang 2023 adalah ‘Optimalisasi Pemulihan Sosial
Ekonomi untuk Keberlanjutan Pembangunan yang Berdaya Saing’, merupakan

sebuah upaya optimal pemerintah daerah dalam memulihkan kegiatan sosial
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ekonomi masyarakat secara menyeluruh setelah perekonomian daerah
mengalami perlambatan tajam dalam tiga tahun terakhir akibat Pandemik
Covid-19 sejak tahun 2020 yang lalu. RKPD tahun 2023 ini merupakan
momentum kebangkitan kekuatan sosial ekonomi masyarakat, dan karena
merupakan tahun terakhir dalam periode perencanaan jangka menengah
RPJMD 2018-2023, maka RKPD tahun 2023 ini harus mampu menjadi entry
point bagi keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang yang
bertumbuh, berdaya saing dan efektif dalam menciptakan kesejahteraan
masyarakat untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya. Tema
ini selain berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah
yang dihadapi, juga sejalan dengan tema RKP Indonesia 2023, ‘ Peningkatan
Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,
serta tema RKPD Sulawesi Selatan 2023, Pemantapan Kesejahteraan melalui

Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter’.

Tema ini untuk semakin mengukuhkan kontribusi dan peran
pembangunan daerah Kabupaten Enrekang dalam kerangka pembangunan
regional Sulawesi Selatan dan pembangunan nasional, dimana Kabupaten
Enrekang menjadi salah satu dari sedikit kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
yang tetap mampu bertumbuh positif meskipun melambat di tengah kontraksi
ekonomi regional dan nasional akibat Pandemik COVID-19. Ketahanan
ekonomi daerah ini, terutama karena ditopang oleh pilar utama perekonomian
daerah yang bertumpu pada kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertanian
dan UMKM yang merupakan unggulan daerah hingga saat ini. Diharapkan
dengan memanfaatkan daya saing sosial ekonomi masyarakat ini akan mampu
semakin menguatkan dan mempercepat pemulihan sosial ekonomi daerah,
sehingga keberlanjutan pembangunan akan terus dipertahankan dan semakin

ditingkatkan kinerjanya pada periode yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2023 ini mengacu pada
peraturan perundangan sebagai dasar hukum penyusunan, baik pada tingkat

nasional maupun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Enrekang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6737);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrusi Pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 243);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubaha dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Sistim Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang
(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008
Nomor 14);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22 );

1.3 Hubungan antar Dokumen

RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2023 merupakan dokumen
perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dokumen
perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah RPJPD Periode 2005-2025
dan tahun kelima penjabaran dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Enrekang

Tahun Periode 2018-2023.

Berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah, dokumen
RKPD merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah (jangka pendek).
Dijabarkan dari perencanaan jangka Panjang daerah (RPJPD) dan perencanaan
jangka menengah daerah (RPJMD). Perencanaan jangka Panjang berdurasi 20
(dua puluh) tahun dan perencanaan jangka mennegah berdurasi pelaksanaan
pembangunan daerah 5 (lima) tahun. Artinya, secara struktural, setiap satu
RPJPD akan dijabarkan dalam empat RPJMD, dan setiap RPJMD akan
dijabarkan dalam lima RKPD. Berarti pula satu RPJPD akan dioperasionalkan
ke dalam 20 RKPD dalam periode pembangunan yang sama.

Dalam konteks kewilayahan, RKPD Kabupaten Enrekang harus
memperhatikan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dalam
periode tahun yang sama. Hal ini untuk memastikan dan menjamin
singkronisasi dan keterkaitan perencanaan pembangunan nasinoal, provinsi
dan kabupaten/kota. Hal ini menyiratkan bahwa perencanaan pembangunan

kabupaten, bukan hanya merupakan rumusan pembangunan yang
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menggambarkan kepentingan Kabupaten Enrekang, tetapi juga bertanggung
jawab untuk mendukung pencapaian dan kepentingan pembangunan regional
Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepentingan pembangunan nasional
Indonesia pada tahun yang sama. Selengkapnya ditunjukkan pada gambar

berikut ini.

Gambar 1.1

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJPD ENREKANG

2005-2025 RKPN RKPD SULSEL
l INDONESIA 5093
RPJMD ENREKANG RKPD ENREKANG KUA- . RAPB | ApeD
2018-2023 2023 PPAS D 2023
\l/ V
RENSTRA-PD . RENJA-PD RKA-PD
2018-2023 > 2023 >| 2023

Secara sektoral, RKPD 2023 Kabupaten Enrekang selanjutnya dijabarkan
berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah ke dalam Renja (Rencana Kerja)
Perangkat Daerah pada tahun yang sama, setelah dalam jangka menengah
RPJMD juga dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
dalam periode yang sama. Dengan demikian, keterkaitan RKPD ini merupakan
penjabaran rencana tahunan daerah dari rencana jangka menengah daerah
yang menggambarkan semua unsur subtansi, tugas dan fungsi pemerintahan
daerah yang selanjutnya secara konsisten dijabarkan secara operasional teknis
kepada setiap perangkat daerah yang relevan. Untuk menjamin kualitas
dokumen RKPD ini, keterkaitan dan konsistensi penyusunan RKPD ini harus
tiga hal, yakni: 1. Tahapan penyusunan dokumen harus betul-betul
dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang
diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku; 2. Konsistensi dan
keterkaitan antar dokumen dan intra dokumen menjadi sebuah keniscayaan
agar pencapaian pembangunan daerah dapat lebih dioptimalkan; dan 3.
Keterkaitan kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah harus mampu
dicascading secara tepat untuk pencapaian visi pembangunan jangka

menengah daerah dan visi daerah dalam pembangunan jangka Panjang.
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Secara substansial, semua komponen dalam perencanaan jangka
menengah dalam RPJMD periode 2018-2023 diderivasikan ke dalam RKPD
2023, tahun terakhir dalam pelaksanaan pada RPJMD tersebut, tentunya
mengacu pada hasil evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan RKPD dan
RPJMD tahun sebelumnya, tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022.
Selain itu, prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 ini memperhatikan
tema dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP Nasional Indonesia dan
RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun yang sama, Tahun 2023. Secara sektoral,
substansi perencanaan tahunan pada RKPD tersebut selanjutnya dijabarkan
berdasarkan penyelenggaraan urusan perangkat daerah ke dalam Renja PD
masing-masing pada periode tahun yang sama. Rumusan kebijakan program
pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 ini selanjutnya menjadi dasar
perumusan kebijakan penganggaran pembangunan yang dirumuskan dalam
RAPBD Tahun 2023. Setelah sebelumnya melalui proses transisi program ke
penganggaran melalui penjabaran RKPD ke dalam RKA masing-masing PD dan
perumusan kerangka makro ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah
dalam KUA-PPAS yang dibahas dan disepakati antara tim Banggar legislative
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang Tahun
2023, baik secara teknikal maupun secara substansial. Berikut ini maksud

penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2023, antara lain:

» Menjabarkan RPJMD Kabupaten Enrekang Periode 2018-2023 ke dalam
rencana tahunan yang lebih spesifik dan operasional untuk implementasi
program pembangunan tahun 2023.

» Menderivasi prioritas pembangunan nasional dan regional Sulawesi Selatan
yang terintegrasi, terpadu dan bersinergi dengan prioritas pembangunan
daerah Kabupaten Enrekang pada tahun yang sama.

= Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya unggulan daerah untuk
peningkatan kesejahteraan  masyarakat serta —memberikan arah
pembangunan Kabupaten Enrekang untuk tahun 2023 dan mampu menjadi
pondasi yang kuat untuk keberlanjutan pembangunan daerah periode

berikutnya.
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Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Enrekang Tahun

2023 ini, antara lain:

e Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas
yang lebih detail dan jelas agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pengawasan pembangunan tahunan daerah;

e Sebagai acuan penjabaran penyusunan rencana secara sektoral berdasarkan
penyelenggaraan urusan perangkat daerah masing-masing dalam lingkup
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun yang sama.

e Sebagai landasan pokok dan utama dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun
2023 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan
operasional penganggaran pembangunan daerah dalam RAPBD dan APBD
Kabupaten Enrekang Tahun 2023.

1.4. Sistematika

RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2023 disusun berdasarkan
sistematika RKPD sesuai dengan perundang-undangan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Memuat substansi pokok, yakni latar belakang, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta
sistematika.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Memuat substansi-substansi
pokok, yakni kondisi umum daerah mencakup aspek-aspek geografis dan
demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah, selanjutnya memuat evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta
terakhir memuat permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah. Memuat arah kebijakan
ekonomi daerah dana rah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah. Mencakup
perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran
pembangunan tahun rencana.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Mencakup rencana
program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Memuat tentang
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk

memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
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Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
tahun perencanaan.

Bab VII Penutup. Menguraikan tentang hal-hal yang dianggap penting
terkait dengan pelaksanaan RKPD tahun 2022 meliputi kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara umum, sub bab ini akan memberikan gambaran dan potret secara
mendetail mengenai kondisi Kabupaten Enrekang yang meliputi aspek geografi
dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum, dan aspek
daya saing daerah. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu memahami dan
mengenali dengan baik kondisi dan potensi yang terdapat di daerah tersebut.
Hal ini ditujukan agar segala potensi sumber daya daerah baik itu yang
dihasilkan oleh posisi geografi yang strategis maupun yang diperoleh dari
potensi sumber daya manusia dapat dioptimalkan dalam rangka mencapai
target-target pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah sebesar
1.786,01 km? atau sekitar 2,83% dari total luas provinsi Sulawesi Selatan. Jika
ditinjau dari posisi geostrategis, Kabupaten Enrekang berbatasan dengan

beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

» Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
» Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
» Sebelah Selatan : Kabupaten Sidenreng Rappang

» Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang
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Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Enrekang

Sumber: Publikasi Kabupaten Enrekang Dalam Angka

Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan, 17
kelurahan, dan 112 desa. Adapun daftar kecamatan di wilayah ini terdiri atas
Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang, Kecamatan
Masalle, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan Cendana,
Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin,
dan Kecamatan Maiwa. Berikut merupakan rincian luas daerah dari masing-
masing kecamatan:

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2021

392,87 22,00
236,84 13,26
291,19 16,30
91,01 5,10
159,15 8,91
126,65 7,09
125,34 7,02
40,36 2,26
34,66 1,94
178,51 9,99
68,35 3,83
41,08 2,30
1.786,01 100

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

Jika ditinjau dari segi luas daerah, kecamatan Maiwa merupakan wilayah

kecamatan terluas di Kabupaten Enrekang dengan luas sebesar 392,28 km?2
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atau sekitar 22 persen terhadap total luas wilayah Kabupaten Enrekang.
Selanjutnya, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Bungin menempati posisi
kedua dan ketiga dengan luas wilayah masing-masing sebesar 291,19 km?2 dan
236,84 km?2. Sementara itu, wilayah dengan luas terkecil berada pada
Kecamatan Alla dimana luasnya sebesar 34,66 km?2 atau sekitar 1,94 persen
terhadap total luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Gambar 2.2
Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang 2021

4% 2% . .
10%_ __ B Maiwa W Bungin

1.9%
2%

7%

M Enrekang M Cendana

M Baraka M Buntu Batu
13% M Anggeraja M Malua
7%
mAlla [ Curio

M Masalle W Baroko

5% 17%

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

Dalam 12 kecamatan tersebut, terdapat 17 kelurahan yang kemudian
terbagi dalam 112 desa dan tersebar dalam 447 dusun. Kecamatan Maiwa
memiliki jumlah desa dan dusun terbanyak di Kabupaten Enrekang yakni
terdiri dari 21 desa dan 73 dusun. Sedangkan, kecamatan Alla memiliki jumlah
desa dan dusun terkecil yaitu hanya sebesar 5 desa dan 20 dusun. Sementara
itu, jumlah kelurahan terbanyak terdapat di kecamatan Enrekang yaitu sebesar

6 kelurahan. Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Desa, Kelurahan, dan Dusun Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang 2021

21 1 73
6 - 23

12 6 44
7 - 31

12 3 54
8 - 31

12 3 39
7 1 21

3 20

11 - 57
6 = 32

5 - 22

112 17 447

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang
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2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, lokasi Kabupaten Enrekang berada sekitar 240 km dari
Kota Makassar dan terletak pada koordinat antara 3°14°36” - 3° 50’ 0” Lintang
Selatan dan 119°40° 53” - 120° 6’°330” Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki
ketinggian yang berkisar antara 47 meter hingga 3.329 meter di atas permukaan
laut. Kabupaten Enrekang merupakan daerah pegunungan dan merupakan
salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang tidak memiliki daerah pantai.
Di sebelah utara kabupaten Enrekang terdapat pegunungan Latimojong yang
membentang hingga ke bagian Selatan dengan rata-rata ketinggian sekitar
3.000 meter diatas permukaan laut serta menjadi gunung tertinggi di Provinsi
Sulawesi Selatan. Kemudian di sebelah barat, terdapat sungai yang bernama
sungai Saddang dengan aliran pengairan sampai ke Kabupaten Sidenreng

Rappang.

2.1.1.1.3 Topografi

Kabupaten Enrekang secara umum memiliki karakteristik topografi yang
cukup beragam yaitu terdiri dari pegunungan, bukit-bukit, sungai, hingga
lembah-lembah. Diantara berbagai karakteristik topografi tersebut, kurang
lebih 84,96 persen dari luas wilayah Kabupaten Enrekang didominasi oleh
pegunungan dan perbukitan sehingga wilayah datarnya hanya sebesar 15,04
persen. Bagian datar di Kabupaten Enrekang sebagian besar dapat ditemui di

sekitar Kecamatan Maiwa.

Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Enrekang

Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2016-2020

Jika ditinjau dari aspek ketinggian lahan, topografi wilayah yang terdapat
di kabupaten ini memiliki rata-rata ketinggian sekitar 1500 meter di atas
permukaan laut yang disebabkan karena lokasinya yang terletak di daerah

pegunungan. Disisi lain, Kabupaten Enrekang pada umumnya memiliki
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kemiringan lahan yang beragam mulai dari yang landai hingga curam. Namun,
sebagian besar wilayah masuk kedalam kelas kemiringan lereng agak curam
dengan tingkatan kemiringan 15-40%. Daerah yang landai (2-15%) pada
umumnya digunakan sebagai kawasan pemanfaatan dan budidaya seperti
pertanian dan perkebunan. Sedangkan daerah yang memiliki tingkat
kemiringan lereng yang sangat curam (>40%) umumnya dijadikan sebagai
kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya, mengelola tata
tanah, menjaga kesuburan tanah, serta mengurangi resiko banjir, longsor, dan

erosi.

Gambar 2.4

Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Enrekang

Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2016-2020

2.1.1.1.4 Geologi

Berdasarkan karakteristik geologinya, wilayah-wilayah di Kabupaten
Enrekang pada umumnya terbentuk dari berbagai jenis struktur batuan.
Terdapat kurang lebih 10 jenis batuan yang sering dijumpai di wilayah ini yaitu
antara lain batuan lempung, koaling, gamping, marmer, pasir kuarsa, serpih,
batu pasir, tufa, basal, dan andesit.

Batuan pegunungan yang terdapat di Kabupaten Enrekang didominasi
oleh batuan gunung api dari Latimojong yang menyebar di bagian timur, utara,
dan selatan. Gunung Latimojong yang merupakan gunung tertinggi di
kabupaten ini tersusun dari beragam batuan sedimen liat yang bercampur
dengan batuan vulkanik, batu pasir yang bercampur dengan tufa, dan
kombinasi batu pasir, batu lanan dan batu lempung. Adapun ketebalan dari
lapisan batuan-batuan tersebut berkisar antara 4-100 cm, tekstur tufa berbutir
halus hingga mapilli, serta mengandung fosil foriminifera kecil yang
menunjukkan umur miosen tengah sampai miosen akhir dan diendapkan

dalam lingkungan neritik.
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Selain itu, jenis tanah yang terdapat di wilayah ini juga cukup bervariasi,
mulai dari tanah hutan cokelat (brown forest soil) hingga pada tanah podsolik
violet. Kondisi ini menjadikan Enrekang sebagai salah satu daerah yang cukup
subur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Adapun rincian jenis-jenis
tanahnya antara lain:
(1) Brown Forest Soil yang umumnya banyak terdapat di Kecamatan
Kabere

(2) Mediteran Cokelat terdapat di Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan
Alla

(3) Mediteran cokelat kekelabu-labuan yang terdapat di wilayah
Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka dan
Kecamatan Enrekang

(4) Podsolik Cokelat dengan bahan induk tufa volkan yang terdapat di
Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Maiwa

(5) Podsolik Cokelat dengan bahan induk batuan pasir serfik dan tufa
yang umumnya banyak dijumpai di Kecamatan Anggeraja, Kecamatan
Baraka dan Kecamatan Enrekang

(6) Podsolik cokelat kelabuan dan regosol yang banyak terdapat di wilayah
Maiwa

(7) Podsolik kekuningan dengan bahan induk seksis yang terdapat di
Wilayah Kecamatan Maiwa, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla

(8) Podsolik merah kekuningan dengan bahan induk batu pasir yang

terdapat di Wilayah Kecamatan Maiwa

(9) Podsolit violet dengan bahan induk serpih dan batu pasir terdapat di

Wilayah Kecamatan Maiwa atas, Kecamatan Baraka dan Kecamatan

Alla

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Enrekang

1 |

Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2016-2020
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2.1.1.1.5 Hidrologi

Kondisi Hidrologi di Kabupaten Enrekang pada umumnya dipenuhi oleh
air permukaan seperti aliran sungai, rawa, dan air bawah tanah. Ada empat
daerah aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Enrekang yaitu Sungai
Saddang, Sungai Bulu Cenrana, Sungai Mata Allo, dan Sungai Malua dimana
semuanya mengalir dari daerah perbukitan/pegunungan. Sungai-sungai yang
terdapat di Kabupaten Enrekang ini umumnya selalu berair sepanjang tahun
sehingga dapat dimanfaatkan penduduk untuk memenuhi keperluan hidupnya
sehari-hari dan sebagai sumber air untuk aktivitas pertanian, peternakan, dan
perikanan. Sungai-sungai ini mengalir dengan perbedaan gradien yang rendah
sehingga terbentuk sungai-sungai yang berkelok-kelok. Pola ini dicirikan oleh
terbentuknya dataran banjir yang cukup luas, dan terdapatnya bekas-bekas

sungai (meander) di sepanjang jalur aliran.

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Enrekang Tahun 2020
No Nama sungai Pajang Daerah aliran sungai
(Km) Lokasi Ketinggian Kerendahan
1 Saddang 39,107 a. Enrekang 100-500M Kurang dari 25M
b. Cendana
2 Bulu cenrana 68,609 a. Bungin 100-500M Kurang dari 25M
b. Malua
3 Mata allo 35,211 . Alla 500-1000M 100-500M

a
b. Anggeraja
c. Enrekang

a. Curio 500-1000M 100-500M
b. Malua
c. Baraka

4 Malua 39,366

Sumber: Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2021

Selain itu, sumber air lainnya yang juga dimanfaatkan di Kabupaten
Enrekang adalah air yang berasal dari rawa. Sumber air rawa yang tersebar di
seluruh dataran wilayah ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat
untuk kegiatan pertanian dan juga memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan
di bidang perikanan. Dataran rawa ini umumnya tergenang di musim hujan dan
sebagian surut di musim kemarau. Dalam kondisi surut, dataran rawa ini

banyak dimanfaatkan penduduk sebagai lokasi penanaman palawija.
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Gambar 2.6
Peta Hidrologi Kabupaten Enrekang

Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2016-2020

2.1.1.1.6 Klimatologi

Berdasarkan karakteristik klimatologi, Kabupaten Enrekang merupakan
wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara yang berkisar antara 21°-32°C
tiap tahun. Curah hujan di Kabupaten Enrekang umumnya tergolong tinggi
dengan total curah hujan tahunannya berkisar antara 2300 hingga 2900 mm.
Wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi (>2500 mm/thn) banyak
ditemui di kecamatan Maiwa, sedangkan curah hujan berkategori sedang
hingga tinggi (2000-2500 mm/thn) umumnya terjadi di kecamatan Curio,
Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin, Kecamatan
Enrekang, Kecamatan Cendana, dan Kecamatan Anggeraja. Sedangkan daerah
sekitar kecamatan Baroko, Kecamatan Masalle, Kecamatan Alla, dan
Kecamatan Baraka memiliki kategori curah hujan yang rendah (<2000mm/ thn).
Terdapat 3 stasiun curah hujan yang dapat memonitor keadaan curah hujan di
Kabupaten Enrekang, yaitu stasiun Kalosi, stasiun Enrekang, dan Stasiun

Baraka.

Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Enrekang

Sumber: Dokumen RPI2-JM Kabupaten Enrekang 2016-2020
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2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Setiap lahan yang digunakan tentunya ditujukan untuk memfasilitasi
berbagai kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat suatu daerah serta
mendukung berbagai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Secara garis
besar, penggunaan lahan di Kabupaten Enrekang dibagi menjadi dua kawasan
yakni kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya meliputi
kawasan hutan produksi, pertanian, perkebunan, permukiman, industri,
perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan kawasan peruntukan
lainnya. Sedangkan kawasan lindung meliputi kawasan yang ditujukan untuk
melindungi dan memelihara ekosistem dan sumber daya alam daerah tersebut.
Luas kawasan budidaya di Kabupaten Enrekang tercatat sebesar 108,770.51
hektar atau sekitar 60% dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan sisanya

sebesar 40% digunakan sebagai kawasan lindung.

2.1.1.1.7.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat. Kawasan budidaya di Kabupaten Enrekang
terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan,
pertambangan, perkebunan, permukiman, industri, dan pariwisata.

Lahan yang digunakan sebagai areal kawasan hutan produksi bertujuan
agar sumber daya hutan dan hasil produksi hutan baik itu berupa kayu
maupun non kayu dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan demi menunjang
kehidupan masyarakat dan keperluan pembangunan di Kabupaten Enrekang.
Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Enrekang adalah sebesar 9.864,83
hektar atau sekitar 9% dari total luas lahan yang ditujukan untuk kawasan
budidaya. Dari 12 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang, hanya 7
kecamatan yang memiliki kawasan hutan produksi. Berdasarkan luas lahan
yang digunakan, Kecamatan Maiwa merupakan wilayah yang memiliki kawasan
hutan produksi terluas di Kabupaten Enrekang. Adapun rincian mengenai

distribusi lokasi kawasan hutan produksi dapat ditinjau melalui tabel berikut:



- 28 -

Tabel 2.4

Luas Kawasan Hutan Produksi gieKibupaten Enrekang Tahun 2019

NO HUTAN PRODUKSI TERBATAS LUAS (Ha)
1 Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Alla 361,54
2 Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Anggeraja 1.580,82
3 Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Baroko 153,41
4 Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Cendana 1.145,80
5 Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Enrekang 863,11
6 Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Maiwa 3.646,27
7 Kawasan hutan produksi terbatas Kecamatan Masalle. 2.113,88
Jumlah 9.864,83

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

(%)
3,66
16,02
1,56
11,61
8,75
36,96
21,43
100

Beberapa lahan di Kabupaten Enrekang juga dimanfaatkan sebagai areal

pengembangan budidaya tanaman agroforestry yang merupakan kombinasi dari

bidang pertanian, peternakan, dan kehutanan. Total luas lahan budidaya

tanaman agroforestry mencapai 29.637,63 hektar atau sekitar 27,24% dari total

luas lahan peruntukan kawasan budidaya.

Berdasarkan hasil analisis

kesesuaian lahan di wilayah Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Kecamatan

Bungin merupakan wilayah yang memiliki potensi paling tinggi untuk

dikembangkan budidaya tanamanan agroforestry. Berikut merupakan rincian

luas budidaya tanaman agroforestry di Kabupaten Enrekang:
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Tabel 2.5

Luas Budidaya Tanaman Agroforestry Menurut Kecamatan di

Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Kecamatan Luas (Ha)

ALLA 558,86
ANGGERAJA 1.046,71
BARAKA 2.087,30
BAROKO 1.574,98
BUNGIN 9.605,11
BUNTU BATU 2.458,07
CENDANA 1.179,85
CURIO 227,68
ENREKANG 5.936,87
MAIWA 3.135,51
MALUA 115,64
MASALLE 1.711,05

Luas 29.637.63

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang

Selain dimanfaatkan sebagai kawasan hutan produksi,

%

1,89
3,53
7,04
5,31
32,41
8,29
3,98
0,77
20,03
10,58
0,39
5,77
100

kawasan

budidaya di Kabupaten Enrekang juga banyak digunakan sebagai lahan
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pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi pangan.
Terdapat dua jenis lahan di bidang pertanian yakni lahan basah dan lahan
kering dengan total luas sebesar 16.162,62 hektar yang terdiri dari luas lahan
basah sebesar 5.123,70 hektar dan lahan kering sebesar 11.038,92 hektar
Sedangkan total luas lahan peruntukan perkebunan di Kabupaten Enrekang
mencapai 45.221,85 hektar atau sekitar 41,5% dari total lahan peruntukan
kawasan budidaya. Padi dan sawah dikategorikan kedalam komoditi unggulan
tanaman pertanian lahan basah sedangkan tanaman jagung, kacang tanah dan
ubi jalar dikategorikan kedalam komoditi unggulan tanaman pertanian lahan
kering. Berikut merupakan rincian luas lahan peruntukan bidang pertanian

dan perkebunan di Kabupaten Enrekang:

Luas Budidaya Lahan Pertanian Menum??{zilafr‘than di Kabupaten Enrekang Tahun 2019
NO KECAMATAN LAHAN BASAH (Ha) (%) LAHAN KERING (Ha) (%)
1 Kecamatan Alla 214,89 4,19
2 Kecamatan Anggeraja 85,62 1,67
3 Kecamatan Baraka 1247,62 24,35
4 Kecamatan Baroko 135,12 2,64
5 Kecamatan Bungin 103,38 2,02
6 Kecamatan BuntuBatu 505,02 9,86
7 Kecamatan Cendana 1088,83 21,25 531,51 4,81
8 Kecamatan Curio 591,87 11,55
9 Kecamatan Enrekang 505,88 9,87 1231,10 11,15
10 Kecamatan Maiwa 287,79 5,62 9276,31 84,03
11 Kecamatan Malua 324,61 6,34
12 Kecamatan Masalle 33,07 0,65
Jumlah 5.123,70 100 11.038,92 100

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Tabel 2.7
Luas Kawasan Peruntukan Perkebunan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Enrekang Tahun 2019

NO. KECAMATAN LUAS (HA) (%)
1 Kecamatan Alla 1160,05 2,57
2 Kecamatan Anggeraja 568,32 1,26
3 Kecamatan Baraka 5384,65 11,91
4 Kecamatan Baroko 798,86 1,77
5 Kecamatan Bungin 2667,07 5,90
6 Kecamatan Buntu Batu 1479,67 3,27
7 Kecamatan Cendana 4194,11 9,27
8 Kecamatan Curio 10027,11 22,17
9 Kecamatan Enrekang 6808,85 15,06
10 Kecamatan Maiwa 7150,56 15,81
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NO. KECAMATAN LUAS (HA) (%)
11 Kecamatan Malua 4490,47 9,93
12 Kecamatan Masalle 492,14 1,09
Jumlah 45.221,85

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Sebagian lahan dari kawasan budidaya juga digunakan untuk
mengembangkan ternak besar. Secara keseluruhan, luas kawasan budidaya
peternakan di Kabupaten Enrekang adalah 884,47 hektar dimana 78,22% dari
total luas lahan tersebut berlokasi di Kecamatan Maiwa. Sisanya sebesar
21,78% tersebar di Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan

Enrekang, dan Kecamatan Masalle.

Tabel 2.8
Luas Kawasan Budidaya Peternakan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Kecamatan Baraka

Kecamatan Buntu Batu 17,32 1,96
Kecamatan Enrekang 148,71 16,81
Kecamatan Maiwa 691,87 78,22

Kecamatan Masalle 24,39 2,76

884,47 100

Sumber: Dok. RTRW Kabupaten Enrekang

Lahan kawasan budidaya juga digunakan untuk pengembangan usaha
pada sektor perikanan baik itu budidaya perikanan tangkap maupun untuk
budidaya perikanan air tawar. Usaha pada sektor perikanan tersebut tersebar
di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang. Kawasan peruntukan budidaya
perikanan tangkap di Kabupaten Enrekang diarahkan ke Sungai Saddang,
Sungai Mata Allo, dan Sungai Bila. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya
perikanan air tawar di Kabupaten Enrekang meliputi budidaya mina padi dan
budidaya kolam di Kecamatan Baraka, Kecamatan Cendana, Kecamatan Curio,
Kecamatan Enrekang, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan
Malua, Kecamatan Maiwa, dan Kecamatan Alla.

Selanjutnya, beberapa bagian dari lahan juga dimanfaatkan sebagai
kawasan peruntukan pertambangan. Salah satu contoh pemanfaatan lahan
pada sektor pertambangan di Kabupaten Enrekang adalah pertambangan
minyak. Disamping minyak, berbagai jenis bahan tambang galian potensial
yang juga tersebar di wilayah Kabupaten Enrekang. Namun, beberapa lokasi
potensial tersebut belum tereksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal

sehingga belum bisa menjadi tambahan sumber pendapatan daerah. Adapun
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pengembangan pertambangan di Kabupaten Enrekang diarahkan sebagai
berikut:

e Kawasan peruntukan pertambangan batuan yang terdiri atas:

e Kawasan potensi pertambangan marmer ditetapkan di Kecamatan
Anggeraja;

e Kawasan potensi pertambangan tanah Hat ditetapkan di Kecamatan
Baroko, Kecamatan Curio, dan Kecamatan Anggeraja; dan

e Kawasan potensi pertambangan kerikil berpasir alami ditetapkan di
Kecamatan Bungin, Kecamatan Buntu Batu, dan Kecamatan Malua.

e Kawasan peruntukan pertambangan batubara ditetapkan di Kecamatan
Baraka dan Kecamatan Enrekang.

e Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi berupa
kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi Blok Enrekang yang
terdapat di Kabupaten Enrekang ditetapkan di Kecamatan Masalle Desa
batu Ke’de, Kecamatan Alla, Kecamatan Baraka, Kecamatan Baroko,
Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Maiwa dan

Kecamatan Anggeraja.

Kawasan industri juga merupakan salah satu kawasan budidaya di
Kabupaten Enrekang. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Enrekang
diprioritaskan pada jenis industri hasil pertanian (Agroindustri).
Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan tujuan agar dapat
meningkatkan produksi hasil industry, meningkatkan daya guna investasi,
mengembangkan pembangunan lintas sektor dan sub sektor, serta
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis industri
yang memiliki potensi pengembangan yang cukup baik antara lain industri
pengolahan kopi, industri pengolahan buah-buahan dan jenis agroindustri
lainnya. Pusat pengembangan produk-produk tersebut di arahkan pada
Kawasan Industri Maiwa (KIWA) yang terletak di Kecamatan Maiwa. Sedangkan
pengumpulan bahan baku dipusatkan pada Kecamatan Alla, Kecamatan
Baraka dan Kecamatan Curio.

Selain peruntukan industri, sebagian lahan kawasan budidaya juga
digunakan pada sektor pariwisata. Kabupaten Enrekang memiliki objek-objek
wisata yang cukup beragam serta memiliki daya tarik tersendiri pada keindahan
alamnya, budaya, sejarah, maupun pariwisata buatannya. Pengembangan

kawasan peruntukan industri perlu ditingkatkan karena sangat berpotensi
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meningkatkan aktivitas perekonomian sekaligus meningkatkan pendapatan
daerah.

Pengembangan sektor perdagangan juga penting dilakukan dalam rangka
meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, kawasan perdagangan
juga diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan
industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah Kabupaten
Enrekang. Kawasan perdagangan Pasar Enrekang akan diarahkan lebih
berkembang sebagaimana pasar-pasar kabupaten lainnya, demikian pula
dengan pasar Belajen yang direncanakan akan terpadu dengan pengembangan
kawasan agropolitan Belajen. Sementara itu, Pasar Cakke akan dikembangkan
menjadi pasar semi modern berupa minimarket, atau swalayan yang tetap
terpadu dengan pasar tradisional yang ada saat ini.

Sebagian besar lahan di Kabupaten Enrekang juga digunakan untuk
pembangunan permukiman warga. Pola permukiman khususnya daerah yang
rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi
bencana alam berupa lapangan terbuka. Lahan juga digunakan untuk
memenuhi kebutuhan ruang untuk bidang pendidikan dan kesehatan
masyarakat. Kebutuhan ruang fasilitas pendidikan di Kabupaten Enrekang
pada akhir tahun perencanaan ialah seluas 171,48 hektar, dengan proporsi
luasan dialokasikan secara berurut pada Sekolah Taman Kanak-kanak (TK)
seluas 59,52 hektar, SD sebesar 55,80 hektar, SMP dan SMU masing-masing
seluas 28,08 hektar. Sedangkan, kebutuhan ruang fasilitas kesehatan antara
lain meliputi puskesmas, BKIA, balai pengobatan, tempat praktek dokter,
maupun apotik.

Terakhir, beberapa bagian lahan di Kabupaten Enrekang juga digunakan
untuk kawasan peruntukan lainnya seperti lahan kantor polres di Kecamatan
Enrekang, kantor komando distrik militer di Kecamatan Enrekang, kantor
polsek yang tersebar di setiap kecamatan, kantor komando rayon militer yang
tersebar di seluruh kecamatan, kawasan daerah latihan pertahanan daerah
pada daerah perbatasan di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin, kawasan
daerah pangkal perlawanan di Kecamatan Anggeraja, kawasan daerah
pertempuran di Kecamatan Maiwa, dan Kecamatan Cendana, kawasan
daerah komunikasi di Kecamatan Enrekang, serta Kawasan daerah belakang di
Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin, Kecamatan
Malua, Kecamatan Curio, Kecamatan Alla, Kecamatan Baroko, dan Kecamatan

Masalle.
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2.1.1.1.7.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber daya alam
dan sumber daya buatan. Jenis-jenis kawasan lindung antara lain hutan
lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar
alam, dan kawasan rawan bencana.

Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang mencapai
72.224,64 hektar atau sekitar 40% dari dari total luas wilayah Kabupaten.
Kecamatan Bungin merupakan wilayah yang memiliki kawasan hutan lindung
terluas di Kabupaten Enrekang dengan total luas mencapai 23.424,85 hektar.
Adapun rincian mengenai luas hutan lindung per kecamatan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2.
Luas Kawasan Hutan Lindung d?ebi?,lpaten Enrekang Tahun 2019

No HUTAN LINDUNG LUAS (Ha) (%)
1 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Alla; 251.66 0.35
2 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Anggeraja 7103.6 9.84
3 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Baraka 2024.74 2.80
4 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Baroko 338.77 0.47
S Kawasan hutan lindung di Kecamatan Bungin 23424.85 32.43
6 Kawasan hutan lindung di Kecamatan BuntuBatu 13112.26 18.15
7 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Cendana 1329.46 1.84
8 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Curio 6618.74 9.16
9 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Enrekang 11319.49 15.67
10 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Maiwa 3504.55 4.85
11 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Malua 616.73 0.85
12 Kawasan hutan lindung di Kecamatan Masalle 2579.79 3.57

Tota Luas 72.224.64 100

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang

Kawasan lindung lainnya yang terdapat di Kabupaten Enrekang adalah
Kawasan perlindungan setempat yang meliputi Daerah Aliran Sungai Saddang,
Sungai Mata Allo, sempadan sungai, serta beberapa anak sungai lainnya.
Sasaran dari kawasan lindung ini antara lain untuk melindungi kualitas air
sungai, melindungi sistem hidrologi sungai, menjaga kestabilan volume debit air
sungai, serta melindungi mobilitas ragam perikanan. Selain itu, kawasan
pelestarian alam juga merupakan salah satu jenis kawasan lindung yang ada di
Kabupaten Enrekang. Contohnya adalah kawasan kebun raya Massenrempulu
Enrekang atau yang juga dikenal dengan istilah Taman Hutan Raya (THR) yang

berlokasi di Kecamatan Maiwa dengan luas sekitar 300 hektar.
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2.1.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Secara umum, wilayah rawan bencana merupakan kawasan-kawasan
yang rentan atau berpotensi tinggi mengalami ancaman bencana yang dapat
disebabkan oleh faktor geografis, geologis, hidrologis, klimatologis, maupun
ulah manusia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun
2011 - 2031, kawasan rawan bencana di daerah ini dibagi menjadi tiga jenis
yaitu:

e Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana yang disebabkan oleh jalur sesar yang melintas di
kecamatan Bungin, Maiwa, Enrekang, Anggeraja, Masalle, Baroko, Alla, dan
Kecamatan Malua.
e Kawasan Rawan Bencana Alam Longsor

Kawasan dengan potensi longsor tinggi yang disebabkan oleh kondisi
topografi yang berbukit dan mimiliki kemiringan lereng yang relatif curam.
Beberapa diantaranya adalah Kecamatan Bungin, Buntu Batu, Curio, dan
Kecamatan Enrekang.
e Kawasan Rawan Bencana Banjir

Daerah yang rentan mengalami banjir terjadi di kawasan bantaran Sungai
Saddang dan Sungai Mata Allo seperti Kecamatan Enrekang, Cendana,
Anggeraja, Bungin, dan Kecamatan Baraka. Salah satu penyebab rawannya
bencana banjir di daerah-daerah tersebut adalah karena tingginya sedimentasi
yang menyebabkan pendangkalan pada daerah pertemuan antar sungai
tersebut. Faktor penyebab lainnya adalah rendahnya kemampuan tanah untuk
menyerap air terutama pada kawasan yang memiliki hutan yang gundul dan
intensitas kawasan terbangun tinggi tanpa disertai sistem jaringan drainase
yang memadai.

Sedangkan berdasarkan hasil kajian resiko bencana di Kabupaten
Enrekang, terdapat 5 jenis bahaya bencana yang memiliki risiko tinggi yakni
cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan & lahan, kekeringan, dan tanah
longsor. Diantara kelima jenis ancaman bahaya tersebut, tanah longsor
merupakan jenis bahaya yang beresiko paling tinggi dengan potensi cakupan
bahaya sebesar 86.789,63 Ha atau sekitar 58,3% dari total luas kawasan rawan
bencana di Kabupaten Enrekang. Selanjutnya, resiko cuaca ekstrim menempati
posisi kedua dengan cakupan seluas 32.446,25 Ha atau sekitar 21,97% dan

diikuti dengan resiko kebakaran hutan dan lahan dengan persentase 19,07%.
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Adapun rincian hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Enrekang dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Jenis Bahaya dan Resiko Tinggi di Kabupaten Enrekang

Jenis Bahaya Luas (Ha) Persentase (%)
Cuaca Ekstrim 32.446,25 21,97

Gempa Bumi 401,06 0,27
Kebakaran Hutan & Lahan 28.396,61 19,07
Kekeringan 846,29 0,57

Tanah Longsor 86.789,63 58,3

Total 148.879,84 100

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang

Jika dilihat per kecamatan khusus untuk potensi bahaya longsor,
Kecamatan Bungin merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan
longsor tertinggi dengan cakupan seluas 24.583,37 Ha atau sekitar 28,33% dari
total luas kawasan rawan longsor di Kabupaten Enrekang. Kemudian
dilanjutkan dengan Kecamatan Buntu Batu dengan tingkat potensi longsor
seluas 12.485,04 Ha. Kedua kecamatan tersebut memiliki potensi resiko tinggi
karena terletak di wilayah pegunungan dengan tingkat kemiringan lereng lebih
dari 20%. Sedangkan lokasi yang memiliki tingkat kerawanan longsor terendah
terdapat di Kecamatan Malua dengan luas 91,16 Ha atau hanya sekitar 0,11%.

Tabel 2.11
Lokasi Resiko Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

KATEGORI TINGGI

KECAMATAN
LUAS (HA) PERSENTASE (%)

‘ ALLA ‘ 669,20 ‘ 0,77 ‘
ANGGERAJA 6.974,79 8,04

‘ BARAKA ‘ 6.989,41 ‘ 8,05 ‘
BAROKO 1.461,63 1,68

‘ BUNGIN ‘ 24.583,37 ‘ 28,33 ‘
BUNTUBATU 12.485,04 14,39

‘ CENDANA ‘ 828,68 ‘ 0,95 ‘
CURIO 10.503,46 12,10

‘ ENREKANG ‘ 10.280,22 ‘ 11,84 ‘
MAIWA 8.103,38 9,34

‘ MALUA ‘ 91,16 ‘ 0,11 ‘
MASALLE 3.819,31 4,40

‘ Total ‘ 86.789,63 ‘ 100,00 ‘

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Enrekang
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Gambar 2.8

Peta Resiko Bencana Longsor di Kabupaten Enrekang
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Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang

2.1.1.2. Demografi

Salah satu modal dan aspek penting dalam proses pembangunan adalah
penduduk. Eksistensi penduduk tidak lagi hanya menjadi objek tetapi juga
menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa
penduduk lah yang akan berperan sebagai pelaku utama yang akan
melaksanakan pembangunan demi mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan itu sendiri. Sumber daya alam dan modal fisik yang dimiliki oleh
daerah harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas agar segala
potensi daerah dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu,
analisis = kependudukan  sangat diperlukan dalam  merencanakan
pembangunaan daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik, jumlah
penduduk di Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 227.825
jiwa yang terdiri atas 115.986 laki-laki dan 111.839 perempuan dengan sex ratio
sebesar 104,9. Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang dalam lima tahun
terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, total penduduknya
ialah sebesar 201.743 jiwa yang kemudian meningkat sebesar 23.429 jiwa atau
11,61% pada lima tahun berikutnya. Perkembangan jumlah penduduk ini
umumnya disebabkan oleh dinamika yang terjadi pada aspek fertalitas,

mortalitas, dan migrasi penduduk.
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Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

24782 25045 24286 25537 27880
4451 4464 4470 4479 5508

32221 32461 32667 32878 37080
8833 8844 8846 8849 9935

22455 22639 22805 22974 23539
13602 13729 13842 13962 15248
25330 25566 25781 26002 28468
8167 8252 8329 8413 9154

22330 22437 22650 22868 24116
16108 16303 16481 16664 17816
12881 12961 13028 13095 14612
10583 10619 10642 10666 11816
201743 203320 204827 206387 225172

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

Jika ditinjau berdasarkan kecamatan, Kecamatan Enrekang merupakan
wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 37.080 jiwa atau
16,46% dari total penduduk Kabupaten Enrekang. Kemudian disusul oleh
Kecamatan Anggeraja dan Maiwa masing-masing sebanyak 28.468 dan 27.880
jiwa. Sedangkan daerah dengan total populasi terkecil berada di Kecamatan
Bungin yakni sebesar 5.508 jiwa atau hanya 2,44% dari jumlah penduduk
Kabupaten Enrekang. Kecamatan Bungin termasuk kecamatan yang relatif baru
karena merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Maiwa.

Gambar 2.9
Persentase Penduduk Menurut Kacamatan di Kabupaten Enrekang 2020

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang mencapai 126,08

jiwa/km?2. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat 126 penduduk
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yang mendiami tiap 1 km2 wilayah di Kabupaten Enrekang. Selama kurun
waktu lima tahun terakhir, kepadatan penduduk Enrekang secara konsisten
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2016, kepadatan
penduduknya sebesar 112,96 jiwa/km?2 dan meningkat menjadi 126,08 di
tahun 2020. Jika dilihat dari data per kecamatan, kepadatan penduduk
tertinggi berada di Kecamatan Alla yang mencapai 695,79 jiwa/km?2 di tahun
2020 dan yang terendah berada di Kecamatan Bungin dengan tingkat
kepadatan penduduk sebesar 23,26 jiwa/km?2. Kecamatan Alla memiliki
kepadatan tertinggi karena merupakan wilayah terkecil di Kabupaten Enrekang
namun memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 4. Rincian perkembangan
kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Enrekang ditampilkan

pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Perkembangan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020

Tahun
Kecamatan
2016 2017 2018 2019 2020

Maiwa 63.1 63.7 64.36 71.48 70.96
Bungin 18.8 18.8 18.87 23.44 23.26
enrekang 112.9 113.8 112.18 127.71 127.34
Cendana 97.1 97.2 97.2 111.26 109.16
Baraka 141.1 142.2 143.29 96.73 147.9
Buntu Batu 107.4 108.4 109.29 186.81 120.39
Anggeraja 202.1 204 205.69 227.48 227.13
Malua 202.4 204.5 206.38 228.89 226.81
Alla 640.5 647.3 653.49 704.36 695.79
Curio 90.2 91.3 92.33 99.95 99.8
Masalle 188.5 189.6 190.59 217.03 213.78
Baroko 257.6 258.5 259.05 290.53 287.63
Kab Enrekang 112.96 113.84 114.68 115.56 126.08

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, Kabupaten
Enrekang memiliki bentuk piramida penduduk ekspansif. Hal ini ditandai
dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang berada
pada rentang usia 15 - 19 tahun merupakan yang tertinggi di Kabupaten
Enrekang yakni tercatat sebesar 25.074 orang yang terdiri atas 13.063 laki laki
dan 12.011 perempuan. Kemudian disusul oleh kategori penduduk berumur 10
— 14 tahun dan 20 - 24 tahun masing-masing sebesar 23.063 dan 22.216 orang.
Sehingga, populasi penduduk berumur 10 hingga 24 tahun kurang lebih sekitar
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31% dari total penduduk di Kabupaten Enrekang. Jika ditinjau berdasarkan
usia produktif (15 - 64 tahun), penduduk yang berada pada kategori tersebut
berjumlah 151.388 orang atau 67,23% dari total penduduk Kabupaten
Enrekang. Sedangkan penduduk usia lanjut ( 2 65 tahun) berjumlah 15.540

orang atau sekitar 6,9% dari total populasi Kabupaten Enrekang.

Gambar 2.10
Piramida Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2020
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Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021 (data diolah)

Sedangkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan
bahwa Kabupaten Enrekang didominasi oleh penduduk laki-laki. Pada tahun
2020, total penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Enrekang tercatat
sebesar 114.627 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan
berjumlah 110.545 jiwa sehingga angka sex ratio nya adalah 104,09. Kondisi ini
menunjukkan bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan, terdapat 104 jiwa

penduduk laki-laki.

Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dzfr? E)Izlnfs 1I?elamin di Kabupaten Enrekang Tahun 2020
Kelompok Jenis Kelamin
Jumlah
Umur Laki-laki Perempuan
0-4 8683 8338 17021
5-9 9276 8884 18160
10 - 14 11847 11216 23063
15-19 13063 12011 25074
20 - 24 11476 10740 22216
25-29 9674 8999 18673
30 - 34 8120 7720 15840
35-39 7766 7241 15007
40 - 44 7516 7061 14577
45 - 49 6834 6337 13171
50 - 54 5474 5418 10892
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Kelompok Jenis Kelamin
Jumlah
Umur Laki-laki Perempuan
55-59 4507 4374 8881
60 - 64 3393 3664 7057
65 - 69 2642 2992 5634
70 - 74 1938 2436 4374
75+ 2418 3114 5532
Total 114.627 110.545 225.172

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat diukur melalui
beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi
tersebut adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Secara umum, PDRB
merupakan nilai tambah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
wilayah dalam satu periode tertentu. Indikator ini lah yang akan digunakan
untuk mengetahui sekaligus mengukur kinerja perekonomian Kabupaten
Enrekang. Selain itu, dengan mengetahui kondisi perkembangan PDRB, maka
informasinya dapat digunakan sebagai batu pijakan dalam membuat berbagai
rangkaian perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah serta melakukan
evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah. Data produk domestik regional
bruto (PDRB) Kabupaten Enrekang menunjukkan trend peningkatan selama
periode 2016-2020 baik pada harga konstan maupun harga berlaku.
Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilai
PDRB Kabupaten Enrekang tercatat sebesar Rp 3.899,59 milyar di tahun 2016
dan mencapai Rp 4.592,23 milyar di tahun 2020 sehingga secara nominal
mengalami peningkatan sebesar Rp 692,64 milyar selama kurun waktu lima
tahun terakhir. Jika ditinjau dari sisi produksi, peningkatan yang terjadi pada
PDRB ini disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa
dari berbagai lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten Enrekang.
Penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan
tersebut berasal dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan
dengan rata-rata kontribusi mencapai 39 persen. Sedangkan jika ditinjau dari
sisi pengeluaran, komponen terbesar yang mempengaruhi peningkatan nilai

PDRB tersebut berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga.
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Gambar 2.11
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)
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Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

Nilai produk domestik regional bruto yang menunjukkan perkembangan
yang positif selama lima tahun terakhir, tetapi laju pertumbuhan PDRB
cenderung mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Enrekang di tahun 2020 tercatat sebesar 1,25 persen atau tumbuh lebih lambat
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,43 persen.
Pertumbuhan ekonomi ini juga sekaligus merupakan yang terendah sepanjang
10 tahun terakhir. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh
situasi pandemi Covid-19 yang menghambat jalannya aktivitas perekonomian di
Kabupaten Enrekang baik itu dari sisi produksi maupun pengeluaran. Namun,
kondisi ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi sebesar 0,70 persen pada
tahun yang sama.

Gambar 2.12

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020

10
8 1,63 6,84
6 r 5,43
4 3,26
2 25
0
2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

Selanjutnya, PDRB atas dasar harga berlaku juga memperlihatkan trend
peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai
PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Enrekang tercatat sebesar Rp
5890,90 milyar di tahun 2016 dan terus meningkat hingga mencapai Rp
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7528,64 milyar pada tahun 2020. PDRB pada tahun terakhir ini meningkat Rp
230,4 milyar dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 7298,24 milyar.
Besaran peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi dari
seluruh lapangan usaha yang disertai dengan kenaikan harga barang dan jasa.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini juga digunakan untuk
mengetahui struktur perekonomian suatu daerah. Struktur ekonomi daerah
ditentukan oleh peranan atau kontribusi masing-masing sektor dalam
menghasilkan nilai tambah bruto. Selama kurun waktu lima tahun terakhir,
struktur perekonomian Kabupaten Enrekang didominasi oleh lapangan usaha
Pertanian, Kehutan, dan Perikanan. Di tahun 2020, kontribusi sektor ini
mencapai 38,82 persen terhadap total PDRB Kabupaten Enrekang dimana
mengalami perkembangan sebesar 0,31 persen jika dibandingkan dengan
kontribusinya di tahun 2019. Lapangan usaha lain yang juga memiliki peran
besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Enrekang adalah industri
pengolahan dan konstruksi dimana masing-masing berkontribusi sebesar 13,55
persen dan 12,80 persen di tahun 2020 sehingga jika nilai dari ketiga sektor
penggerak utama tersebut dijumlahkan, maka kontribusinya mencapai 65,17
persen terhadap total PDRB. Jika dilihat perkembangan kontribusinya dari
tahun ke tahun, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
cenderung mengalami penurunan dari 43,2 persen di tahun 2016 menjadi 38,82
persen di tahun 2020 dan digantikan oleh peningkatan kontribusi di sektor
industri pengolahan dan konstruksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur
ekonomi Kabupaten Enrekang secara perlahan mulai mengalami pergeseran

dari sektor primer ke sektor sekunder.

Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (MILYAR RUPIAH)

LAPANGAN
2016 2017 2018 2019 2020
USAHA
Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
Pertanian,
Kehutanan 2544,89 43.2 2685,64 42.29 2636,10 38.51 2810,67 38.51 2922.5 38.82
dan Perikanan
Pertambangan
dan 217,82 3.7 238,12 3.75 262,88 3.66 267,3 3.66 277.88 3.69

Penggalian
Industri
716,94 12.17 799,17 12.58 857,9 14.02 1023,08 14.02 1020.29 13.55
Pengolahan
Pengadaan

5,43 0.09 6,06 0.1 6,65 0.09 6,65 0.09 7.27 0.10
Listrik, Gas



Pengadaan
Air,
Pengelolaan
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang
Konstruksi
Perdagangan
Besar dan
Eceran, dan
Reparasi
Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi
dan
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi
dan Makan
Minum
Informasi dan
Komunikasi
Jasa
Keuangan
Real Estate
Jasa
Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa
Pendidikan
Jasa
Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial

Jasa Lainnya
PDRB

4,06

666,63

474,34

70,98

41,35

170,80

165,73
163,06

1,80

421,25

96,85

103,06

25,91

5890,90

0.07

11.32

8.05

1.2

0.7

2.9

2.81

2.77

0.03

1.64

1.75

0.44

4,49

746,81

501,10

78,73

45,81

188,53

177,08
176,30

2,04

460,79

104,98

115,56

29,31

6360,51

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

Seluruh hasil dari

kegiatan produksi
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0.07

11.76

7.89

1.24

0.72

2.97

2.79

2.78

0.03

7.26

1.65

1.82

0.46

5,12

856,32

555,79

90,16

51,02

209,63

196,25
191,39

2,3

513,46

115,66

131,6

35,57

6719,80

0.07

12.96

8.09

1.3

0.8

3.03

2.86

2.82

0.04

7.48

1.76

1.96

0.55

5,35

945,99

590,48

94,8

58,28

221,06

208,6
205,89

2,59

546,12

128,25

142,89

39,9
7298,24

0.07

12.96

8.09

1.3

0.8

3.03

2.86

2.82

0.04

7.48

1.76

1.96

0.55

5.92

963.9

599.78

92.19

58.56

247.92

212.78

227.6

2.64

556.42

135.91

157.07

40.01
7528.64

0.08

12.80

7.97

1.22

0.78

3.29

2.83

3.02

0.04

7.39

1.81

2.09

0.53

tersebut digunakan untuk

memenuhi permintaan akhir masyarakat yang meliputi konsumsi, investasi,

dan perdagangan. Jika dilihat dari sudut pengeluaran, semua jenis pengeluaran

secara nominal mengalami peningkatan sepanjang lima tahun terakhir.

Struktur perekonomian Kabupaten Enrekang menurut pengeluaran didominasi

oleh tiga komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 61,43
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persen pada tahun 2020, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar
28,94 persen, dan konsumsi pemerintah sebesar 16,59 persen. Disisi lain,
komponen ekspor selalu bernilai negatif selama periode 2016-2021 yang berarti
bahwa Kabupaten Enrekang masih lebih banyak melakukan impor dibanding
ekspor. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk-produk lokal yang dihasilkan
daerah belum mampu mencukupi tingginya permintaan masyarakat sehingga
menyebabkan Kabupaten Enrekang masih memiliki ketergantungan yang tinggi
pada produk-produk wilayah lain dalam memenuhi permintaan akhir
masyarakatnya.
Tabel 2.16

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di
Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

JENIS PENGELUARAN
Pengeluaran Konsumsi 3530. | 59.9 | 3894. | 61.2 | 4220. 15 4583. | 62.8 | 4624.9 | 61.
Rumah Tangga 8 4 32 3 94 | 59 0 7| 43
Pengeluaran Konsumsi 17.7 | 111.5 1.7

56.07 | 0.95 | 61.76 | 0.97 | 76.96 1.53 | 134.54
LNPRT 4 5
Pengeluaran Konsumsi 000.8 16.8 | 1037. | 16.3 | 1192. | 38.1 | 1286. | 17.6 | 1248.6 | 16.
Pemerintah ' 2 27 1 23 6 68 3 9| 59
Pembentukan Modal Tetap 2171. | 36.8 | 2344. | 36.8 | 2564. 0.52 2813. | 38.5| 2178.8 | 28.
Bruto 32 6 18 6 41| 4 5 7| 94
Perubahan Inventori -

174.4 0.3

2.96 15.89 | 0.25 35.01 | 20.3 31.75 | 0.44 23.68

Ekspor Barang dan Jasa - - - - - _ B :

1032. | 17.5 | 9929 | 15.6 1369. 1528. | 20.9 9.0
1 682.11

51 3 2 1 76 72 5 6
PDRB 5890. 6360. 6719. 7298. 7528.
89 51 80 24 64

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

2.2.2. Inflasi

Indikator lain yang juga digunakan dalam mengukur kesejahteraan
masyarakat adalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga
barang dan jasa secara umum di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu.
Inflasi penting dipertimbangkan karena mengingat bahwa kenaikan harga dapat
berdampak pada aspek daya beli masyarakat. Kenaikan harga yang tidak
disertai dengan kenaikan pendapatan tentunya dapat menurunkan daya beli
masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraannya. Selain
itu, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan harga barang domestik

cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga barang di luar daerah
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maupun luar negeri sehingga berimplikasi pada penurunan daya saing produk-
produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Tingkat inflasi di Kabupaten Enrekang mengacu pada tingkat inflasi di
Kota Pare-pare karena pencatatan indeks harga konsumen hanya dilakukan
pada S5 daerah besar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Pare-pare merupakan
wilayah terdekat dengan Kabupaten Enrekang. Selama periode 2017-2020, laju
inflasi Kabupaten Enrekang cenderung berfluktuasi tiap tahunnya namun
relatif terkendali karena masih berada pada interval sasaran inflasi yang
ditetapkan. Dalam lima tahun terakhir, inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017
dimana realisasinya mencapai 3,43 persen. Pada tahun 2018 mengalami
penurunan hingga mencapai angka 1,96 persen. Angka inflasi terendah pada
lima tahu terakhir terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai angka 1,61 persen.
Melemahnya permintaan masyarakat akibat dari kebijakan pembatasan
aktivitas sosial, serta ketersediaan pasokan komoditas yang jauh lebih memadai
daripada permintaan merupakan beberapa faktor yang menekan laju inflasi di
tahun 2020. Laju inflasi di tahun terakhir kembali menunjukkan peningkatan
yaitu mencapai angka 2,91 persen. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya
pemulihan yang telah diterapkan pemerintah untuk menghadapi pandemi
Covid-19 yang menyebabkan perubahan pada sisi permintaan dan penawaran
output. Mengamati realisasi inflasi di Kabupaten Enrekang, menunjukkan
bahwa pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi harus tetap berjalan dan
berupaya mendorong daya beli masyarakat agar ketersediaan pasokan
komoditas tetap terjaga. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi dan
kerjasama antar instansi serta melakukan survey dan pengawasan terkait
perkembangan harga pasar.

Gambar 2.13
Laju Inflasi Kabupaten Enrekang (yoy) Tahun 2017-2021

:
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Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021
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2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita juga menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan
masyarakat karena memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang
diterima oleh setiap penduduk suatu daerah selama kurun waktu tertentu.
PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara nilai PDRB dengan
jumlah penduduk yang mendiami daerah tersebut. Secara keseluruhan, nilai
PDRB perkapita Kabupaten Enrekang memperlihatkan trend peningkatan
selama lima tahun terakhir kecuali di tahun 2020. Data BPS Kabupaten
Enrekang menunjukkan bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku
tercatat sebesar Rp 29,22 juta pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp
33,44 juta di tahun 2020. Namun nilai tersebut cenderung lebih rendah jika
dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp 35,36 juta per tahun. Hal
ini disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 lebih besar
dibandingkan laju pertumbuhan PDRB pada tahun yang sama. Kondisi ini
sekaligus menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sedikit
menurun di tahun 2020 yang tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor pandemi

yang masih bergejolak di tahun tersebut.

Tabel 2.17
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Nilai PDRB (Milyar Rp) 5890.9 6360.51 6719.8 7298.24 7528.64
Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 201.61 203.32 204.83 206.39 225.17
PDRB perkapita (juta Rp/jiwa) 29.22 31.28 32.81 35.36 33.44

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

2.2.4. Indeks Gini

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka
tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, tetapi juga mewujudkan
pemerataan distribusi pendapatan diantara seluruh lapisan masyarakat. Setiap
golongan masyarakat tentunya akan lebih sejahtera apabila peningkatan
pendapatan per kapita juga dibarengi dengan pemerataan distribusi
pendapatan. Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur
distribusi pendapatan di suatu wilayah adalah indeks gini atau yang biasa
dikenal dengan istilah gini ratio. Indeks ini memiliki nilai koefisien yang berkisar
antara 0 dan 1. Semakin rendah nilai koefisien maka menunjukkan semakin
meratanya distribusi pendapatan, sedangkan jika nilai koefisien semakin tinggi

maka distribusi pendapatan menjadi semakin timpang. Berdasarkan kriteria
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klasifikasi indeks gini, ketimpangan dianggap tinggi jika koefisiennya bernilai
lebih besar dari 0,50. Ketimpangan sedang apabila nilainya berada di kisaran
0,30 hingga 0,49 dan tergolong rendah jika nilai koefisiennya kurang dari 0,30.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, koefisien gini ratio kabupaten
Enrekang menunjukkan trend perkembangan yang cenderung menurun selama
lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 koefisien gini ratio tercatat sebesar 0,374
dan meningkat menjadi 0,389 di tahun 2018. Kemudian, menurun hingga 0,359
pada tahun 2021. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks
gini Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 0,382 di tahun 2021.
Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Enrekang
semakin membaik dan mulai merata meskipun masih tergolong dalam kategori
ketimpangan sedang karena koefisiennya masih bergerak di kisaran 0,30 - 0,49.
Kedepannya, pemerintah daerah dapat lebih menggiatkan upaya dalam

mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat.

Gambar 2.14
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021
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Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Enrekang, 2021

2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Selain indeks gini, indikator lain yang juga sering digunakan dalam
mengukur distribusi pendapatan adalah Kriteria Bank Dunia. Berdasarkan
kriteria ini, penduduk dibagi kedalam tiga lapisan yakni 40 persen penduduk
berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah, serta
20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Dalam mengukur pemerataan atau
ketimpangan distribusi pendapatan tersebut, Bank Dunia berfokus pada
proporsi pendapatan atau pengeluaran yang dinikmati oleh 40 persen
penduduk berpendapatan terendah. Ketimpangan dianggap tinggi apabila
persentase pendapatan atau pengeluaran kelompok penduduk 40 persen
berpendapatan terendah kurang dari 12 persen, tergolong sedang apabila
proporsinya bergerak dikisaran 12 persen -17 persen, dan dikatakan rendah
apabila persentasenya lebih dari 17 persen. Berdasarkan data Susenas per

desember 2021, rata-rata pengeluaran 40 persen penduduk berpendapatan
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terendah Kabupaten Enrekang adalah Rp 448.729 dengan persentase sebesar
14,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten
Enrekang pada tahun 2021 berada pada kategori ketimpangan sedang.
Sementara untuk kelompok 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen
berpendapatan tertinggi masing-masing memiliki proporsi sebesar 29,15 persen

dan 56,70 persen pada periode yang sama.
Gambar 2.15

Distribusi Pengeluaran Penduduk Perkapita Kabupaten Enrekang Tahun 2021
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Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Enrekang, 2021

2.2.6. Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan

Kesejahteraan masyarakat juga diukur melalui indikator kemiskinan
yang ada di wilayah tersebut. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi
ketidakmampuan masyarakat secara finansial dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya baik itu sandang, pangan, maupun papan. BPS membagi kebutuhan
dasar masyarakat menjadi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
yang diukur dari sisi pengeluaran, serta menetapkan sebuah batasan yang
disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-
rata pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.

Selama periode 2016-2020, garis kemiskinan Kabupaten Enrekang terus
meningkat dari yang awalnya Rp 275.971 menjadi Rp 338.371 di tahun terakhir.
Meskipun terjadi peningkatan pada garis kemiskinan, jumlah dan persentase
penduduk miskin secara konsisten menunjukkan trend perkembangan yang
menurun dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016
tercatat sebesar 26,89 ribu jiwa atau 13,41 persen dari total penduduk
Kabupaten Enrekang dan kemudian berkurang 1,73 ribu jiwa di tahun 2020.
Jika dibandingkan dengan tahun 2019, persentase penduduk miskin menurun
sebesar 0,16 persen atau berkurang 150 jiwa. Meskipun demikian,

penurunannya cenderung melambat di tiga tahun terakhir dan persentasenya



- 49 -

masih jauh di atas tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya
tercatat sebesar 8,99 persen di tahun 2020.

Oleh Karena itu, dalam rangka mempercepat proses penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Enrekang, maka kedepannya diperlukan penguatan
koordinasi antar perangkat daerah dalam bersinergi mengadakan program dan
kegiatan yang lebih bersifat pro-poor. Pro-poor yang dimaksud adalah program
dan kegiatan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat miskin seperti
pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi penduduk
miskin; pemberian pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan
skill dan kualitas SDM penduduk miskin; pemberdayaan UMKM; pemberian
subsidi dan bantuan tunai; serta pembenahan pemukiman-pemukiman

kumuh.

Gambar 2.16
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Enrekang Tahun 2016 — 2020
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Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

2.2.7. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Dalam mengentaskan kemiskinan, fokus upaya pemerintah daerah tidak
hanya tertuju pada pengurangan jumlah dan persentase penduduk miskin
tetapi juga perlu memperhatikan dimensi kemiskinan lainnya. Selain persentase
penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang juga tidak kalah penting
adalah rasio kesenjangan kemiskinan. Rasio ini terbagi atas dua pengukuran
yakni indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks
kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan pengukuran
ini, semakin kecil nilainya, maka semakin dekat jarak antara rata-rata
pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Indeks P1 ini

diperlukan untuk mengetahui seberapa besar alokasi anggaran yang diperlukan
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pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Sedangkan
indeks keparahan kemiskinan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Besar kecilnya nilai indeks
ini menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk
miskin tersebut. Semakin besar nilainya, maka semakin tinggi ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin.

Berdasarkan publikasi badan pusat statistik, indeks kedalaman
kemiskinan (P1) Kabupaten Enrekang secara konsisten menunjukkan
penurunan yang cukup signifikan dari yang awalnya 2,32 di tahun 2016
menjadi 1,61 di tahun 2020. Capaian indeks P1 pada tahun terakhir menurun
sebesar 0,09 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat
sebesar 1,7. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rata-rata pengeluaran
penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Ini berarti biaya yang
diperlukan pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan masing-masing
penduduk miskin diatas garis kemiskinan menjadi semakin lebih rendah. Jika
perkembangan positif seperti ini bisa terus dipertahankan, maka usaha untuk
mengangkat penduduk miskin keluar dari kemiskinan menjadi lebih berpotensi
untuk dicapai.

Kondisi serupa juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan yang
mengalami penurunan dari 0,64 di tahun 2016 menjadi 0,34 di tahun 2020.
Jika dibandingkan dengan tahun 2019, indeks P2 ini menurun sebesar 0,04
poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan diantara
penduduk miskin semakin merata dari tahun ke tahun. Namun, laju
penurunannya cenderung melambat di beberapa tahun terakhir. Hal ini penting
diketahui pemerintah daerah agar pengalokasian anggaran kedepannya bisa
dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran.

Gambar 2.17

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang
Tahun 2016 — 2020
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2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan masyarakat juga dapat diamati dari aspek kualitas hidup
manusia. Semakin tinggi kualitas hidup manusia, maka semakin tinggi pula
tingkat kesejahteraannya. Salah satu indikator penting dalam mengukur
keberhasilan dalam peningkatan kualitas hidup manusia adalah indeks
pembangunan manusia. IPM secara umum menjelaskan bagaimana penduduk
dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,
pendidikan, dan kesehatan dengan mengacu pada tiga dimensi dasar yaitu
umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.
Adapun indikator yang digunakan dalam menghitung capaian IPM antara lain
angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
dan pengeluaran per kapita masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, indeks pembangunan manusia di Kabupaten
Enrekang terus mengalami kemajuan dengan status tergolong dalam kategori
tinggi karena angkanya telah melampaui 70,00. IPM yang tinggi ini
menunjukkan bahwa setiap penduduk memiliki kesempatan yang besar dalam
mengakses hasil pembangunan terutama dalam kaitannya untuk memperoleh
pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Namun, sejak tahun 2017 - 2020 laju
pertumbuhan [IPM Kabupaten Enrekang cenderung melambat jika
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bergerak di kisaran 0,7
hingga 0,9 poin. Pada tahun 2021, Kabupaten Enrekang menempati urutan ke
lima tertinggi terkait capaian IPM dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan
dengan angka sebesar 76,91 atau bertumbuh 4,15 poin dari tahun sebelumnya.
Angka capaian ini lebih tinggi dari IPM Provinsi Sulawesi Selatan di tahun yang
sama yaitu sebesar 72,24.

Gambar 2.18
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 - 2021

80
75
70 E
65
2017 2018

2019
2020

2021

2017 2018 2019 2020 2021
IPM 71,44 72,15 72,66 72,76 76,91

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021



-52 -

2.2.9. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup Kabupaten Enrekang menunjukkan perkembangan
yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, usia harapan hidup tercatat
sebesar 70,38 dan mencapai 70,91 di tahun 2021 dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 0,20 persen per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa
bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga
70,91 tahun yang lebih lama 0,08 tahun dibandingkan dengan mereka yang
lahir di tahun 2019. Ini merupakan capaian kinerja yang positif dan masih
harus terus ditingkatkan agar generasi selanjutnya dapat memiliki harapan

hidup yang lebih lama.

Berdasarkan data badan pusat statistik, total sarana kesehatan
Kabupaten Enrekang di tahun 2021 berjumlah 502 unit yang terdiri dari 2
rumah sakit, 14 puskesmas, 1 poliklinik, 71 pustu, 305 posyandu, dan 109
polindes. Namun hingga saat ini belum terdapat rumah sakit bersalin di
Kabupaten Enrekang sehingga kedepannya diharapkan pemerintah daerah
dapat membangun fasilitas tersebut dan dibarengi dengan peningkatan akses
kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat, peningkatan kualitas sarana dan
prasarana kesehatan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat yang lebih
optimal, serta perbaikan kondisi ekonomi masyarakat agar usia harapan hidup

masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Gambar 2.19
Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 — 2021
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Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

2.2.10. Persentase Balita Gizi Buruk

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang perlu
dipertimbangkan dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
masyarakat khususnya dalam dimensi kesehatan adalah persentase balita gizi

buruk. Semakin rendah persentase balita gizi buruk yang terdapat dalam suatu
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daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Persentase balita gizi buruk diukur dengan cara membandingkan jumlah balita
yang menderita gizi buruk dengan total balita secara keseluruhan.

Status gizi masyarakat Kabupaten Enrekang menunjukkan kemajuan
yang cukup signifikan yang ditandai dengan menurunnya persentase balita gizi
buruk khususnya dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, persentase
balita yang mengalami gizi buruk ialah sebesar 0,21 persen dan turun menjadi
0,03 persen pada tahun 2021. Berdasarkan data dinas kesehatan Kabupaten
Enrekang, Kasus balita yang menderita gizi buruk ini ditemukan di Kecamatan
Maiwa, Enrekang, Aggeraja, dan Kecamatan Alla. Dalam rangka percepatan
perbaikan status gizi masyarakat, maka kedepannya diperlukan lebih banyak
program-program perbaikan gizi masyarakat seperti peningkatan kualitas dan
ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, peningkatan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan pola hidup sehat, serta
pendampingan gizi oleh instansi terkait terutama pada kelompok rumah tangga
yang miskin dan rawan gizi.

Gambar 2.20
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 — 2021
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2021

2.2.11. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Selain indikator persentase balita gizi buruk, indikator lain yang juga
perlu mendapatkan perhatian serius terkait persoalan kesejahteraan
masyarakat adalah prevalensi balita gizi kurang. Status gizi balita menjadi
faktor penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi proses
perkembangan anak yang pada akhirnya berdampak pada kualitas sumber daya
manusia. Kekurangan gizi pada balita akan berimplikasi pada resiko
menurunnya tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan
sehingga sangat berpengaruh terhadap pembangunan manusia secara

keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan status gizi masyarakat utamanya
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pada balita merupakan upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah demi
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Data dinas kesehatan menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir,
prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan
yang signifikan dari yang awalnya 6,77 persen di tahun 2017 menjadi 4,1 persen
di tahun 2018. Sementara, pada tahun 2021 prevelensi balita gizi kurang
tercatat sebesar 0,43 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, angka ini
menurun sebesar 6,34 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa status gizi
balita secara signifikan telah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Kondisi
ini tentunya merupakan perkembangan yang positif dan perlu dipertahankan
peningkatannya demi mencapai target dan tujuan pembangunan daerah
khususnya dalam dimensi pembangunan SDM. Mengingat ada beragam faktor
yang dapat menyebabkan kekurangan gizi pada balita seperti kemiskinan,
kesehatan, pendidikan, kualitas pangan, hingga pada faktor kecukupan sumber
energi, protein, dan vitamin yang dikonsumsi oleh ibu dan bayi, maka perlu
dilakukan koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait dalam rangka

percepatan proses perbaikan gizi balita.

Gambar 2.21

Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 — 2021
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, 2021

2.2.12. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki ketersediaan
sumber daya, kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi
masalah-masalah kesehatan di wilayahnya secara mandiri. Cakupan desa siaga
aktif merupakan salah satu indikator dalam mengetahui standar pelayanan
minimal dalam bidang kesehatan dan berbasis pada pemberdayaan
masyarakat. Dalam proses monitoring dan evaluasi, ternyata belum semua desa
siaga yang telah dibentuk masuk dalam kategori aktif. Oleh karena itu, cakupan
desa siaga aktif diukur dengan cara membandingkan jumlah desa siaga aktif

dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.
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Terdapat beberapa kriteria yang menjadi ukuran penetapan apakah desa
siaga yang telah dibentuk tergolong aktif atau tidak. Kriteria tersebut meliputi
akses penduduk terhadap layanan kesehatan setiap hari, keterlibatan
penduduk dalam melaksanakan surveillance berbasis masyarakat,
pengetahuan penduduk terkait kedaruratan kesehatan, pemahaman penduduk
terkait cara penanggulangan bencana, serta perilaku hidup bersih dan sehat
penduduk. Jika suatu desa telah memenuhi semua kriteria tersebut, maka desa
tersebut tergolong sebagai desa siaga aktif.

Data menunjukkan bahwa perkembangan cakupan desa siaga aktif di
Kabupaten Enrekang selama periode 2017-2020 menunjukkan angka yang
stagnan yaitu sebesar 10,1 persen. Pada tahun 2021, cakupan desa siaga aktif
tercatat meningkat hingga 13,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa siaga aktif mulai berkembang
secara perlahan dan kedepannya peningkatan tersebut harus tetap terjaga demi
menciptakan desa yang sehat secara mandiri. Oleh karena itu, upaya kegiatan
bersumberdaya masyarakat perlu diperhatikan perkembangannya untuk setiap

desa siaga yang terbentuk.

Gambar 2.22
Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Enrekang Tahun 2017 — 2021

13,78
10,1 10,1

2017 2018 2019 2020 2021
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2.2.13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran utama pembagunan ekonomi dalam bidang ketenagakerjaan
adalah meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran demi
mencapai tujuan akhir yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengangguran terjadi karena pertambahan jumlah angkatan kerja lebih besar
dibanding pertambahan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran
pada hakikatnya merupakan masalah mendasar dalam aspek ketanagakerjaan
dimana setiap wilayah pasti menghadapinya. Namun, apabila tingkat
pengangguran telah masuk kedalam kategori tinggi, maka hal tersebut akan

menjadi beban bagi suatu wilayah karena memiliki dampak negatif terhadap
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pembangunan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena dapat mengurangi output yang
dapat diproduksi maupun dikonsumsi dalam suatu periode. Oleh karena itu,
demi mempermudah pencapaian tujuan akhir pembangunan ekonomi, maka
setiap daerah perlu mengoptimalkan upayanya dalam mengurangi angka
pengangguran.

Indikator yang biasa digunakan dalam mengamati kondisi
ketanagakerjaan di suatu daerah adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dan
tingkat pengangguran terbuka. Tingkat partisipasi angkatan kerja
menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang sedang dan siap untuk
bekerja secara aktif dalam suatu wilayah, sedangkan tingkat pengangguran
terbuka menggambarkan persentase angkatan kerja yang menganggur. Tingkat
partisipasi angkatan kerja Kabupaten Enrekang menunjukkan trend yang
cenderung meningkat khususnya dalam tiga tahun terakhir. Tingkat partisipasi
angkatan kerja di tahun 2021 tercatat sebesar 72,64 persen atau bertumbuh
1,84 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100
penduduk berusia 15 tahun keatas, terdapat sekitar 73 orang diantaranya
memasuki pasar lapangan kerja di tahun 2021. Kondisi ini juga menunjukkan
semakin tingginya jumlah pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk
memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Enrekang khususnya dalam tiga
tahun terakhir.

Tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan dalam
beberapa tahun terakhir. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat
pengangguran terbuka Kabupaten Enrekang adalah sebesar 2,34 persen atau
menurun 0,10 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan
bahwa terdapat 2,34 persen angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan
atau tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia. Penurunan TPT ini
dapat terjadi karena daya serap tenaga kerja yang semakin membaik akibat
pemulihan pandemi covid 19 yang berimplikasi pada kegiatan perekonomian
yang secara bertahap kembali pulih sehingga meningkatnya kebutuhan tenaga
kerja di sejumlah sektor lapangan usaha. Walaupun pada tahun sebelumnya,
TPT di level kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional mengalami
peningkatan. TPT Kabupaten Enrekang tahun 2020 merupakan yang tertinggi
sepanjang lima tahun terakhir dan berhasil menurun pada tahun 2021 hingga
mencapai angka 2,34 persen. Pada tahun 2020 tersebut TPT Kabupaten
Enrekang menempati posisi kedua terendah jika dibandingkan dengan

kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Tingkat pengangguran terbuka
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terendah di Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Jeneponto yaitu sebesar
2,31 persen, sedangkan yang tertinggi terdapat di Kota Makassar yang mencapai
angka 15,92 persen.

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam upaya mengurangi tingkat
pengangguran terbuka di Kabupaten Enrekang, maka diperlukan adanya
perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan UMKM serta pengadaan
pelatihan-pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi
sehingga angkatan kerja dapat dibekali wawasan dan skill yang lebih sesuai

dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Gambar 2.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Enrekang
Tahun 2017 — 2021
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Sumber: BPS Kabupaten Enrekang dan BPS Sulawesi Selatan, 2021

2.2.14. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat apabila para tenaga
kerja yang ada di daerah tersebut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.
Produktivitas tenaga kerja mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi
tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa sehingga akan sangat
berdampak pada besaran nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam
perekonomian suatu daerah. Salah satu aspek penting dalam mengukur tingkat
produktivitas tenaga kerja adalah dengan mengetahui rata-rata laju
pertumbuhan PDRB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Enrekang secara umum
mengalami peningkatan tiap tahunnya dan mencapai Rp 4592,23 milyar di
tahun 2020. Jumlah penduduk yang bekerja juga cenderung meningkat dari
yang awalnya 91.350 orang di tahun 2016 menjadi 103.404 orang di tahun
2020. Dari perkembangan kedua data tersebut, kemudian dapat dihitung rasio

PDRB per tenaga kerja dan hasilnya menunjukkan bahwa PDRB per tenaga
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kerja meningkat dari tahun 2016 hingga 2019 namun menurun di tahun
terakhir sebesar Rp 3,71 juta.

Sedangkan jika dilihat dari aspek pertumbuhannya, laju pertumbuhan
PDRB per tenaga kerja Kabupaten Enrekang mengalami perlambatan di dua
tahun terakhir bahkan bertumbuh negatif di tahun 2020 yakni sebesar 7,71
persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja
Kabupaten Enrekang mengalami penurunan di tahun 2019 dan semakin
diperparah dengan adanya pandemi yang terjadi di tahun 2020. Merosotnya laju
pertumbuhan pada tahun terakhir kemungkinan besar disebabkan oleh
perubahan sistem dan pola kerja sebagai dampak dari situasi pandemi. Hal ini
menyebabkan para tenaga kerja membutuhkan tambahan proses beradaptasi
pada cara dan suasana kerja yang baru yang lebih mengandalkan teknologi.
Adanya pembatasan pergerakan masyarakat dan anjuran untuk tetap di rumah

juga menyebabkan tenaga kerja menjadi kurang produktif.

Tabel 2.18
PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020

Nilai PDRB Konstan (Milyar Rp) 3899.59 | 4166.41 | 4302.05 | 4535.55 | 4592.23
Jumlah Penduduk yang Bekerja (ribu jiwa) 91.35 94.5 91.52 94.25 103.4
PDRB per tenaga kerja (juta Rp/jiwa) 42.69 44.09 47.01 48.12 44 .41
Laju Pertumbuhan (%) 3.28 6.62 2.37 -7.71

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021 (diolah)

2.2.15. Rasio Kesempatan Kerja

Rasio kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang digunakan
untuk mengukur persentase penduduk yang bekerja terhadap penduduk
berusia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio kesempatan kerja maka semakin
tinggi lapangan kerja yang tersedia bagi para penduduk usia kerja. Data BPS
menunjukkan rasio kesempatan kerja Kabupaten Enrekang cenderung
mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Rasio kesempatan kerja pada
tahun 2016 tercatat sebesar 67,77 persen dan mengalami penurunan di tahun
2020 yang mencapai angka 61,95 persen atau menurun sebesar 5,82 persen.
Implikasi dari data di tahun 2020 ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk
usia kerja, terdapat 62 diantaranya yang bekerja dan 38 lainnya tidak bekerja.
Penduduk yang tidak bekerja ini bisa disebabkan karena alasan sedang

menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, dan atau menganggur.
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Gambar 2.24
Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Enrekang Tahun 2016 — 2020
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Sumber: BPS Kabupaten Enrekang, 2021

2.3. Aspek Daya Saing Daerah
2.3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Daya saing daerah merupakan suatu kemampuan ekonomi daerah dalam
menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan agar dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan tetap terbuka pada
persaingan domestik dan internasional. Semakin tinggi daya saing suatu
daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah
tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya
saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator
ini diukur dengan cara membagi biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi
semua anggota rumah tangga selama sebulan dengan total anggota rumah
tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Enrekang
menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dengan kecenderungan yang
meningkat selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, pengeluaran konsumsi
per kapita tercatat sebesar Rp 677.429 dan meningkat menjadi Rp 871.761 di
tahun 2020. Pengeluaran konsumsi di tahun terakhir tersebut bertumbuh
19,94 persen dari tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp 724.410. Peningkatan
maupun penurunan yang terjadi selama periode tersebut disebabkan oleh
perubahan pengeluaran konsumsi pada kelompok komoditas makanan dan
bukan makanan.

Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, penduduk Kabupaten
Enrekang cenderung lebih banyak menggunakan pendapatannya untuk

mengkonsumsi kelompok makanan dibanding komoditas bukan makanan.
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Pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi makanan secara umum
menunjukkan trend peningkatan, namun konsumsi non makanan mengalami
fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, konsumsi makanan per
kapita masyarakat Kabupaten Enrekang ialah sebesar Rp 477.432 atau 54,77
persen dari total pengeluaran, sedangkan konsumsi non makanan tercatat
sebesar Rp 394.330 atau sekitar 45,23 persen. Jika ditinjau lebih rinci, selama
periode 2016-2020, persentase pengeluaran konsumsi terbesar untuk
komoditas makanan berada pada kelompok makanan dan minuman jadi,
sementara pengeluaran konsumsi pada komoditas non makanan sebagian besar
digunakan dalam membiayai perumahan dan fasilitas rumah tangga.
Peningkatan pengeluaran konsumsi per kapita merupakan implikasi dari
meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun, kecenderungan masyarakat
Kabupaten Enrekang yang masih lebih banyak mengeluarkan pendapatannya
untuk mengkonsumsi makanan dibanding bukan makanan menunjukkan
bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah karena
pengeluarannya masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan primer.
Gambar 2.25

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita di Kabupaten
Enrekang Tahun 2016 - 2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.3.2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Indikator selanjutnya yang digunakan dalam mengukur daya saing
daerah ialah persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Suatu
daerah dikatakan memiliki tingkat daya saing yang tinggi apabila pengeluaran
masyarakatnya lebih banyak ditujukan untuk mengkonsumsi komoditas non
pangan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan adanya
pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari komoditas pangan ke non pangan
karena kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan primer rumah

tangga telah terpenuhi. Apabila kebutuhan primer telah terpenuhi, rumah
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tangga akan lebih banyak menggunakan proporsi pendapatannya untuk
mengkonsumsi komoditas selain makanan.

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten
Enrekang mengalami fluktuasi di kisaran 45-49 persen selama lima tahun
terakhir. Pada tahun 2016, pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi non
pangan ialah sebesar Rp 335.823 per orang dengan proporsi sebesar 49,57
persen dari total konsumsi. Kemudian, persentasenya mengalami penurunan
sebesar 2,76 persen di tahun berikutnya hingga menjadi 46,81 persen. Di tahun
2020, meskipun besaran pengeluarannya merupakan yang tertinggi dalam lima
tahun terakhir, namun proporsi yang digunakan untuk mengkonsumsi
komoditas non pangan cenderung lebih rendah dibanding dengan periode awal
yaitu hanya tercatat sebesar 45,23 persen. Persentase pengeluaran untuk
konsumsi non pangan hanya bertumbuh sebesar 0,18 persen dari tahun 2019.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Enrekang masih rendah dikarenakan persentase pengeluaran yang digunakan
untuk konsumsi non pangan cenderung menurun.

Gambar 2.26

Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di
Kabupaten Enrekang Tahun 2016 — 2020

1000000 ——— 50,00

49,00
48,00
47,00
46,00
45,00
44,00
43,00
42,00

800000

600000

400000

Persentase (%)

200000

Konsumsi Per Kapita (Rupiah)

0 4

2016 2017 2018 2019 2020

mmmm Konsumsi Non Pangan Per Kapita [ Total Konsumsi Per Kapita

Persentase Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

2.3.4. Produktivitas Total Daerah

Daya saing daerah juga dapat diukur melalui indikator produktivitas total
daerah yang mencerminkan nilai tambah produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh setiap angkatan kerja. Indikator ini pada dasarnya digunakan
untuk mengetahui seberapa produktif angkatan kerja dalam mendorong
perekonomian daerah. Produktivitas total daerah dihitung dengan cara
membagi nilai PDRB dari masing-masing sektor dengan jumlah angkatan kerja.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa produktivitas total Kabupaten

Enrekang mengalami perkembangan yang positif selama periode 2015-2019
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namun menurun di tahun 2020. Di tahun 2015, produktivitas total daerah
tercatat sebesar 40,43 dan terus meningkat hingga mencapai 75,58 di tahun
2019 meskipun akhirnya mengalami penurunan sebesar 4,54 poin di tahun
2020. Penurunan produktivitas yang terjadi di tahun terakhir ini tidak terlepas
dari dampak pandemi covid yang menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang
tidak bekerja sehingga nilai tambah produksi barang dan jasa yang dihasilkan
di masing-masing sektor juga berkurang.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor dengan tingkat
produktivitas tertinggi berada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan
perikanan dengan rata-rata produktivitas per angkatan kerja sebesar 25,9. Di
tahun 2020, produktivitas sektor tersebut mencapai 27,58 yang menunjukkan
bahwa setiap peningkatan 1 unit angkatan kerja dapat menghasilkan tambahan
output sebesar 27,58 unit. Sektor lain yang juga memiliki tingkat produktivitas
per angkatan kerja yang tergolong tinggi adalah industri pengolahan dan

konstruksi dengan produktivitas masing-masing sebesar 9,63 dan 9,10.

Tabel 2.19
Produktivitas Total Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2020
Lapangan 2015 2017 2018 2019 2020
Usaha
(Rp) PAK (Rp) PAK (Rp) PAK (Rp) PAK (Rp) PAK
Pertanian, 1487.43 16.60 2685.64 27.89 2636.1 28.32 2810.67 29.11 2922.5 27.58
Kehutanan

dan Perikanan

Pertambangan 115.62 1.29  238.12 247 262.88 2.82 267.3 2,77 27788 2.62
dan

Penggalian

Industri 260.08 2.90 799.17 8.30 8579 9.22 1023.08 10.60 1020.29 9.63
Pengolahan

Pengadaan 5.3 0.06 6.06 0.06 6.65 0.07 6.65 0.07 7.27 0.07
Listrik, Gas

Pengadaan 3.83 0.04 4.49 0.05 5.12 0.06 5.35 0.06 5.92 0.06
Air,

Pengelolaan

Sampabh,

Limbah dan

Daur Ulang

Konstruksi 508.94 5.68 746.81 7.76 856.32 9.20 94599 9.80 963.9 9.10
Perdagangan 369.98 4.13 501.1 5.20 555.79 5.97 59048 6.12 599.78 5.66
Besar dan

Eceran, dan

Reparasi

Mobil dan

Sepeda Motor



Lapangan

Usaha

Transportasi
dan
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi
dan Makan
Minum
Informasi dan
Komunikasi
Jasa
Keuangan
Real Estate
Jasa
Perusahaan

Administrasi

Pemerintahan,

Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa
Pendidikan
Jasa
Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial

Jasa Lainnya
Jumlah
Angkatan
Kerja
Produktivitas

Total Daerah

2015

(Rp)
34.93

28.32

156.05

95.89

101.99
0.97

287.66

74.12

72.99

19.13
89.61

40.43

PAK
0.39

0.32

1.74

1.07

1.14
0.01

3.21

0.83

0.81

0.21

2017

(Rp)
78.73

45.81

188.53

177.08

176.3
2.04

460.79

104.98

115.56

29.31
96.3

66.05

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)
Ket: PAK = Produktivitas per Angkatan Kerja
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PAK
0.82

0.48

1.96

1.84

1.83
0.02

4.78

1.09

1.20

0.30

2018

(Rp)
90.16

51.02

209.63

196.25

191.39
2.3

513.46

115.66

131.6

35.57
93.07

PAK
0.97

0.55

2.25

2.11

2.06
0.02

5.52

1.24

1.41

0.38

72.18

2019

(Rp)
94.8

58.28

221.06

208.6

205.89
2.59

546.12

128.25

142.89

39.9
96.56

75.58

PAK
0.98

0.60

2.29

2.16

2.13
0.03

5.66

1.33

1.48

0.41

2020
(Rp)

92.19

58.56

247.92

212.78

227.6
2.64

556.42

135.91

157.07

40.01
105.98

71.04

PAK
0.87

0.55

2.34

2.01

2.15
0.02

5.25

1.28

1.48

0.38

Data sakernas 2016 tidak tersedia

2.3.5. Rasio Ekspor Dan Impor Terhadap PDRB

Perkembangan ekonomi menyebabkan daerah menjadi saling bergantung
dan membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dan
memasarkan produk unggulan daerahnya. Hal inilah yang kemudian mendasari
diperlukannya transaksi ekspor dan impor antar wilayah. Transaksi ekspor
menunjukkan total barang dan jasa yang diproduksi dalam daerah yang
dikonsumsi oleh pihak di wilayah lain, sedangkan transaksi impor
menggambarkan tentang tambahan penyediaan barang dan jasa dalam suatu

daerah yang berasal dari wilayah lain baik itu daerah kabupaten/kota lainnya
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maupun luar negeri. Salah satu faktor yang juga dapat menentukan tingkat
daya saing daerah adalah besaran rasio ekspor dan impor terhadap total produk
domestik regional bruto. Rasio ini akan memberi gambaran mengenai tingkat
keterbukaan ekonomi sekaligus tingkat ketergantungan daerah yang akan
mempengaruhi daya saingnya.

Data menunjukkan bahwa rasio ekspor dan impor terhadap total PDRB
Kabupaten Enrekang terus mengalami perkembangan yang negatif selama
periode 2016-2020. Di tahun 2016, rasio ekspor-impor terhadap PDRB tercatat
sebesar minus 17,53 persen dan meningkat menjadi minus 9,06 persen di
tahun 2020. Rasio yang bernilai negatif ini disebabkan karena jumlah transaksi
impor lebih besar dibanding transaksi ekspor sehingga kontribusinya terhadap
total PDRB juga bernilai negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing
daerah masih tergolong rendah karena tingkat ketergantungannya pada
produk-produk dari daerah lain masih tinggi. Oleh karena itu, diharapkan
program dan kegiatan pembangunan ekonomi Kabupaten Enrekang
kedepannya dapat menciptakan produk-produk unggulan dengan cara
mengandalkan perkembangan teknologi, melakukan penguatan modal, dan

perluasan pasar.

Gambar 2.27
Rasio Ekspor-Impor Terhadap PDRB Kabupaten Enrekang Tahun 2016 — 2020
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 2021 (diolah)

2.3.6. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan yang melanggar hukum
dan norma-norma sosial yang berlaku. Daerah yang memiliki tingkat
kriminalitas yang tinggi tentunya dapat menghambat kemampuan daerah
tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan

masyarakat yang tingggi. Oleh karena itu, daya saing daerah juga ditentukan
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oleh faktor seberapa banyak angka kriminalitas yang mampu tertangani di
suatu daerah. Semakin tinggi angka kriminalitas yang mampu tertangani, maka
semakin tinggi pula tingkat kondusivitas keamanan dan ketertiban di daerah
tersebut. Daerah yang mampu menangani kriminalitasnya dengan baik
mencerminkan daerah yang aman dan tertib sehingga dapat menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Selain mampu
menjadi daya tarik investor, pelaku usaha dan masyarakat juga akan
senantiasa merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan berbagai aktivitas
ekonomi apabila daerahnya mampu mengatasi tingkat kriminalitasnya dengan
baik.

Angka kriminalitas yang tertangani dihitung dengan cara membagi
jumlah kriminalitas yang tertangani dalam setahun dengan jumlah penduduk
lalu dikali 10.000. Hasil perhitungan menunjukkan perkembangan yang
berfluktuasi dengan kecenderungan menurun selama periode 2015-2019. Pada
tahun 2015, angka kriminalitas yang berhasil tertangani tercatat sebesar 12,70
dan menurun menjadi 10,04 di tahun 2019. Implikasi dari perolehan angka
tersebut ialah bahwa dari setiap 10.000 penduduk, terdapat sekitar 10 kasus
kriminal yang tertangani. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kondusivitas
keamanan di Kabupaten Enrekang masih rendah sehingga perlu adanya
perhatian serius dari pihak kepolisian, aparat terkait, beserta dengan partisipasi
masyarakat dalam bersinergi menekan peningkatan kasus kriminalitas,
meningkatkan upaya penanganan angka kriminalitas, dan menjaga keamanan

dan ketertiban lingkungan.

Gambar 2.28
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 2020
2.3.7. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan suatu indikator yang dapat digunakan

untuk mengukur besaran beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk
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produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ini dihitung dengan
cara membandingkan jumlah penduduk usia non produktif (penduduk usia O-
14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk
yang berusia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi angka rasio
ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak
produktif dan begitupun sebaliknya. Selain itu, daerah yang memiliki rasio
ketergantungan yang rendah umumnya menunjukkan daya saing daerah yang
tinggi karena banyaknya ketersediaan sumber daya manusia yang berusia
produktif.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio ketergantungan
Kabupaten Enrekang cenderung mengalami penurunan dari yang awalnya
sebesar 68,20 di tahun 2016 menjadi 48,74 di tahun 2020. Penurunan yang
cukup signifikan tersebut disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk
yang berusia produktif jauh lebih besar dibanding pertambahan penduduk yang
belum atau tidak produktif. Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang berusia
15 hingga 64 tahun tercatat sebesar 151.388 jiwa, sedangkan penduduk yang
berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun berjumlah 73.784 jiwa sehingga
hasil perhitungan rasio ketergantungannya sebesar 48,74. Angka tersebut
menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung
sebanyak 49 orang penduduk yang tidak produktif. Kondisi ini tentunya
merupakan suatu perkembangan yang positif dikarenakan beban yang harus
ditanggung oleh penduduk produktif dalam membiayai penduduk yang tidak
produktif menjadi semakin berkurang.

Gambar 2.29
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Enrekang Tahun 2016 — 2020
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2.4. Aspek Pelayanan Umum
2.4.1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4.1.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Kesenjangan gender tak hanya terlihat dalam proses menjadi angkatan
kerja atau tidak menjadi angkatan kerja, tapi juga terjadi di saat perempuan
dan laki-laki berkompetisi bekerja di lembaga pemerintah. Indonesia berada di
nomor 80 dari 156 negara yang ada di dalam Indeks Pembangunan Gender atau
Gender Development Index (GDI) pada tahun 2007. Pada tahun 2009, angka ini
merosot ke urutan 90, artinya perempuan di Indonesia masih belum menikmati
hak dan standar yang sama dengan para laki-laki. Data tersebut menunjukkan
sebagian besar daerah di Indonesia, ketimpangan gender masih menjadi
masalah pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Enrekang.

Masalah kesenjangan gender di Kabupaten Enrekang salah satunya dapat
dilihat dari indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
Dari tahun 2016 sampai 2018, tingkat partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah hampir tidak mengalami perubahan, yaitu berada pada angka 7
persen, kemudian jatuh pada tahun 2019 ke 6,22 persen dan mengalami
peningkatan sebesar 0,11 persen pada tahun 2020 menjadi 6,33 persen. Itu
artinya hampir 94 persen pekerja di lembaga pemerintah Kabupaten Enrekang
adalah laki-laki, sementara sisanya perempuan. Kondisi ini mempertegas
ketimpangan gender di institusi penentu kebijakan publik, sehingga dalam
Laporan UNDP Indonesia, wajar jika kebijakan publik di negara ini lebih banyak

menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan atau cenderung bias

gender.
Gambar 2.30
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten
Enrekang Tahun 2016-2020
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

2.4.1.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Keterlibatan perempuan dalam politik, termasuk sebagai calon legislatif

sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 7
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Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa daftar calon legislatif
yang diusulkan oleh partai politik harus memperhatikan keterwakilan 30 persen
perempuan. Meskipun regulasi ini menunjukkan dukungan terhadap
kesetaraan gender dalam politik, tapi seringkali Caleg perempuan yang terpilih
jauh lebih sedikit.

Ketika KPU Kabupaten Enrekang menetapkan Caleg terpilih periode
2013-2018, jumlah legislator perempuan hanya 2 orang dari 30 Caleg terpilih.
Itu artinya proporsi kursi DPRD Kabupaten Enrekang yang diduduki
perempuan hanya 6,67 persen, sementara 93,33 persen atau sebanyak 28 orang
adalah legislator laki-laki. Di tahun 2020 keterlibatan perempuan di DPRD
meningkat menjadi 3 orang dari 32 caleg terpilih, sehingga persentasi
meningkat menjadi 9,4 persen. Walapun terjadi peningkatan proporsi
perempaun di tahun 2020 namun angka tersebut masih sangat jauh jika
dibandingkan nasional yang sudah mencapai 20,87 persen. Indikator ini masih
sangat penting untuk di dorong selain mencerminkan masih rendahnya
keterlibatan perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan publik, indikator ini
juga merupakan salah satu parameter Tujuan Pembangun Berkelanjutan yang
menargetkan menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang
sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan
keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Gambar 2.31

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Enrekang
Tahun 2016-2020 (persen)
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2.4.1.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Karena partisipasi perempuan di lembaga eksekutif dan legislatif di
Kabupaten Enrekang, sebagian besar angkatan kerja perempuan bekerja di
lembaga swasta. Selama lima tahun terakhir, angka partisipasi perempuan di
lembaga swasta cenderung naik, dari 52,32 persen tahun 2016, tiga tahun
kemudian jadi 57,63 persen. Sulit membandingkan kondisi tahun 2020 karena

data tidak tersedia, namun angkanya kemungkinan akan bertambah seperti
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tahun-tahun sebelumnya sebab ruang partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah turun, sementara di satu sisi TPAK-nya bertambah, sehingga
lembaga swasta adalah tempat satu-satunya perempuan untuk berkontribusi

dalam kegiatan ekonomi produktif.

Gambar 2.32
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020 ( persen)
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

Meskipun proporsinya mengalami peningkatan, tapi dibandingkan
dengan angka provinsi, Kabupaten Enrekang masih jauh tertinggi. Tahun 2017,
angka partisipasi perempuan di lembaga swasta sudah mencapai 71 persen,
sementara di Kabupaten Enrekang tahun 2018 masih 57,63 persen.
Penyebabnya bisa dijelaskan secara umum dan mencakup penyebab rendahnya
partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan legislatif. Masih rendahnya
partisipasi perempuan di dunia kerja disebabkan karena sebagian besar usia
kerja perempuan di Kabupaten Enrekang yang telah menikah memilih untuk
mengurus rumah tangga. Dari total 43.492 orang yang bukan angkatan kerja,
69,26 persen adalah perempuan dan hanya 20,63 persen dari mereka yang
tidak menjadi angkatan kerja karena alasan sekolah, sementara 69,89 persen
mengurus rumah tangga. Itu sebabnya, baik di lembaga pemerintah maupun

swasta, partisipasi perempuan masih rendah.

2.4.1.4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja dapat dilihat dengan
membandingkan antara partisipasi angkatan kerja perempuan dengan laki-laki.
Partisipasi angkatan kerja menggambarkan persentase penduduk usia kerja
yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, baik yang sudah
mendapatkan pekerjaan maupun pengangguran. Seringkali karena berbagai
alasan, perempuan dihambat untuk masuk dalam pasar tenaga kerja, terutama
di tengah budaya yang menganggap perempuan harusnya hanya mengerjakan

pekerjaan rumah, tidak mencari pekerjaan di luar.
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Kabupaten Enrekang termasuk salah satu daerah di Sulawesi Selatan
yang memiliki TPAK perempuan lebih tinggi dari laki-laki, dengan proporsi
penduduk laki-laki tidak berbeda jauh dengan perempuan. Tahun 2017,
sebanyak 41.307 orang penduduk usia produktif perempuan yang memutuskan
masuk ke pasar kerja atau setara dengan 42,89 persen dari total penduduk usia
produktif. Tahun 2018, TPAK perempuan turun hingga mencapai 52,51 persen
karena terjadi penurunan jumlah angkatan kerja perempuan dengan total
36.607 orang. Penambahan hingga 40.357 orang angkatan kerja terjadi di tahun
2019, menyebabkan TPAK perempuan naik 57,26 persen. Kemudian di tahun
2020 kembali menurun sebesar 0,97 dikarenakan peningkatan angkatan kerja
laki-laki yang meningkat signifikan mencapai 63.848 orang sedangkan
angkatan kerja perempuan hanya 42.141 orang. Capaian TPAK perempuan
tahun 2020 menunjukkan bahwa 56,29 persen pasar tenaga kerja Kabupaten
Enrekang diisi oleh angkatan kerja perempuan.

Gambar 2.33
Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK Perempuan di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2020
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Kondisi TPAK perempuan di Kabupaten Enrekang masih relatif lebih
tinggi dari angka provinsi dan nasional. Tahun 2020, TPAK perempuan di
Provinsi Sulawesi Selatan hanya 48,16 persen, nasional mencapai 53,13
sementara Enrekang sudah mencapai 56,29 persen. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa banyak daerah di Sulawesi Selatan dan nasional TPAK
perempuannya jauh lebih rendah dari Enrekang. Di kabupaten Enrekang,
penduduk usia kerja perempuan yang memutuskan untuk mencari kerja lebih

dominan dari laki-laki, proporsinya mencapai 56,29 persen. Begitupun dengan
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nasional, penduduk usia kerja perempuan masih mendominasi disbanding laki-
laki yaitu sebesar 53,13 persen. Meskipun TPAK perempuan Kabupaten
Enrekang cukup tinggi disbanding dengan nasional dan Sulawesi Selatan tetapi
masih perlu diupayakan mendorong penduduk usia kerja perempuan untuk
masuk ke pasar tenaga kerja.

Gambar 2.34

TPAK Perempaun Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional
Tahun 2020 (persen)
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2.4.1.5. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan
Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan
Terpadu

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi isu nasional
sejak lama karena angka korban kekerasan yang terus meningkat setiap
tahunnya. Karena tindak kejahatan ini harus ditangani secara khusus, maka
dibentuk Unit PPA di institusi Kepolisian, sementara untuk Pemda diberi tugas
oleh peraturan perundang-undangan menyelenggarakan upaya pemulihan
kepada korban kekerasan dengan menyediakan pusat pelayanan dan rumah
aman dan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
Tempat pemulihan itu dikenal dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah
pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di
berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari
berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan
orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. P2TP2A dapat
berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan
reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat
pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat

penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat
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informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter),
rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Kabupaten Enrekang mempertegas pembentukan P2TP2A dengan
menerbitkan Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak. P2TP2A yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dijalankan sesuai dengan
standar, salah satunya diisi dengan petugas terlatih. Itu sebabnya cakupan
perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A sudah mencapai 100 persen
dari tahun 2018 hingga 2020.

Gambar 2. 35Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan

Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten
Enrekang Tahun 2018-2020 (persen)
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

2.4.1.6. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu

Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Rehabilitasi psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A harus didukung oleh
institusi kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit untuk membatu
pemulihan karena sebagian besar korban kekerasan selain merusak mental,
juga menyakiti fisik. Pelayanan kesehatan bagi korban KTP/A dapat dilakukan
di tingkat pelayanan dasar yaitu di Puskesmas dan tingkat pelayanan rujukan
di Rumah Sakit melalui pelayanan terpadu. Dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan yang komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak, peran tenaga kesehatan sangatlah besar, yaitu mulai dari identifikasi
kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan
rujukan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya
pencegahannya.

Untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan, baik

perempuan dan anak, Pemda Kabupaten Enrekang mengoptimalkan peran
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Puskesmas dan Rumah Sakit yang pada dasarnya sudah memiliki tenaga
kesehatan yang profesional dan dilatih untuk menangani korban kekerasan. Hal
itu tergambar dari cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas
mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kabupaten
Enrekang yang sudah mencapai 100 persen. Ini menunjukkan bahwa semua
perempuan dan anak korban kekerasan diberikan layanan kesehatan oleh

tenaga kesehatan terlatih.

Gambar 2.36
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di
Rumah Sakit di Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2020 (persen)
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

2.4.1.7. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas
Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di

Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Setelah dipulihkan mental dan fisiknya, perempuan dan anak korban
kekerasan harus mendapatkan rehabilitasi sosial agar mereka dapat kembali di
tengah masyarakat dana menjalankan fungsinya dengan baik. Layanan
rehabilitasi sosial merupakan salah satu layanan yang mesti ada di dalam Unit
Pelayanan Terpadu. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang
yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

Layanan rehabilitasi sosial yang disediakan pada Unit Pelayanan Terpadu
harus dilakukan oleh tenaga terlatih sementara tahapan dan teknis layanan
rehabilitasi dijelaskan dengan rinci dalam Permensos 16 tahun 2019 tentang
Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Karena Pemda Kabupaten Enrekang
sudah memiliki Unit Pelayanan Terpadu, maka fungsi rehabilitasi sosial

dilakukan unit ini dan ditangani oleh tenaga yang sudah terlatih menangani
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perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu angka cakupan
layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan
Terpadu Kabupaten Enrekang bisa mencapai 100 persen dari tahun 2018
sampai 2020. Ini menggambarkan bahwa semua perempuan dan anak korban

kekerasan di Kabupaten Enrekang mendapat rehabilitasi sosial yang layak.

Gambar 2.37
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih
Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten
Enrekang Tahun 2018-2020 (persen)
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

2.4.1.8. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan
Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan

Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah jelas merupakan tindak
pidana. Selayaknya pelaku tindak pidana, pelaku kekerasan terhadap
perempuan dan anak harus mendapat hukuman yang sudah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Penanganan tindak pidana kekerasan
terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Kepolisian Unit PPA yang sudah
ada di masing-masing Polsek, sehingga kasus kekerasan di Kabupaten
Enrekang tidak ada satupun yang tidak sampai di pengadilan atau semuanya
sudah inckraht di pengadilan. Indikatornya dapat dilihat pada angka cakupan
penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan
atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah

mencapai 100 persen sepanjang tahun 2018 sampai 2020.
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Gambar 2.38
Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan
Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Enrekang Tahun
2018-2020 (persen)
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

2.4.1.9. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan

Layanan Bantuan Hukum

Ketika kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak
terjadi, keduanya akan berhadapan dengan hukum sebagai korban/saksi.
Untuk menjamin bahwa korban mendapatkan keadilan hukum mereka harus
mendapatkan bantuan hukum dan Pemda diwajibkan untuk menyediakan
layanan bantuan hukum tersebut.

Layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan merupakan salah satu
layanan yang disediakan oleh P2TP2A Kabupaten Enrekang. Layanan ini
memastikan perempuan dan anak korban kekerasan bisa menyelesaikan
masalah hukumnya hingga tuntas dengan didampingi oleh pengacara. Itu
sebabnya semua korban kekerasan (perempuan dan anak) bisa mendapatkan
bantuan hukum dilihat dari indikator cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum yang mencapai 100
persen dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 2.39

Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Enrekang yang Mendapatkan
Layanan Bantuan Hukum Tahun 2018-2020 (persen)
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2.4.1.10. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban

Kekerasan

Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan
dari luar mnegeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah
penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga,
keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan. Layanan ini juga
salah satu yang paling penting dari beberapa layanan sebelumnya yang mesti
disediakan oleh Unit Pelayanan Terpadu sebagai bentuk upaya pemulihan
pasca terjadinya tindak kekerasan.

Selama tiga tahun terakhir, Unit Pelayanan Terpadu miliki daerah sudah
berhasil memberikan pelayanan pemulangan bagi semua perempuan dan anak
korban kekerasan di Kabupaten Enrekang. Dari tahun 2018 hingga 2020, angka
cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
mencapai 100 persen, menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan
mendapatkan layanan ini dan menggambarkan berfungsinya P2TP2A
Kabupaten Enrekang.

Gambar 2.40

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten
Enrekang Tahun 2018-2020 (persen)

100% 100% 100%

2018 2019 2020

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

2.4.1.11. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan merupakan
aspek mendasar untuk mendorong kemajuan sebuah negara. Itu sebabnya,
setiap orang di negara ini diberikan akses seluas-luasnya menempuh
pendidikan formal dan tugas negara memastikan hal tersebut. Namun
praktiknya, masih terlihat adanya kesenjangan gender dalam dunia pendidikan,
dimana anak laki-laki seringkali lebih diutamakan mengenyam pendidikan

formal dibandingkan perempuan karena  perspektif jangka panjang bahwa
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perempuan hanya lebih banyak mengerjakan pekerjaan domestik (urus rumah
tangga), sementara laki-laki berfungsi mencari penghasilan di luar rumah.

Salah satu indikator untuk melihat kesenjangan gender di dunia
pendidikan adalah rasio Angka Partisipasi Murni perempuan terhadap laki-laki
di semua jenjang pendidikan formal, termasuk Sekolah Dasar. Hasil dari rasio
APM terdiri dari dua yaitu dibawah 1 atau 100 menggambarkan bahwa
partisipasi pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, begitupun
sebaliknya, jika angkanya diatas 1 atau 100 menjelaskan bahwa jumlah
penduduk perempuan yang bersekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Angka rasio APM jenjang pendidikan SD di Kabupaten Enrekang dalam
empat tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Mula-mula mengalami
peningkatan di tahun 2018, kemudian menurun di tahun 2019 dan kembali
meningkat di tahun 2020. Tahun 2017, rasio APM SD perempuan terhadap laki-
laki sudah mencapai 1, artinya penduduk perempuan berumur 7-12 tahun yang
menempuh pendidikan SD sama jumlahnya dengan penduduk laki-laki. Saat
itu, APM perempuan dan laki-laki sama-sama mencapai angka 100 persen.
Angka meningkat sebesar 0,01 persen di tahun 2018, disebabkan karena APM
perempuan masih bertahan di angka 100 persen, sedangkan APM laki-laki
turun menjadi 98,84 persen. Tahun 2019, meski tak begitu mencolok, namun
penurunan angka rasio ke 0,99 menjelaskan bahwa Pemda belum sepenuhnya
mampu mempertahankan capaian positifnya di tahun 2017 dan 2018, dimana
angka rasionya sama dengan 1. Dan pada tahun 2020 rasio APM meningkat
menjadi 1,02.

Penyebab meningkatnya rasio APM SD perempuan terhadap laki-laki
tahun 2020 yaitu peningkatan APM perempuan dari 98,87 persen tahun 2019
ke 100 persen, dan diikuti oleh penurunan APM laki-laki dari 99,07 persen jadi
97,67 persen. Penurunan tersebut dipicu oleh pertambahan penduduk laki-laki
usia 7-12 tahun yang tidak mengenyam pendidikan SD. Kondisi ini perlu
mendapat perhatian Pemda ke depannya agar angka rasio APM sama dengan 1

bisa dicapai kembali.
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Gambar 2.41
Rasio APM SD/Sederajat Perempuan/Laki-Laki di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2020

1,02
1,01

2017 2018 2019 2020

Sumber: Statistik Pendidikan, BPS Enrekang, diolah

2.4.1.12. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Ketimpangan gender di jenjang pendidikan SMP relatif lebih baik
dibandingkan dengan SD. Jika di tahun 2019 rasio APM SD Kabupaten
Enrekang turun, rasio APM SMP justru mencapai angka 1,01. Meskipun
angkanya relatif lebih rendah dari tahun 2017 1,04, tapi capaian tahun 2019
jauh lebih baik karena setahun sebelumnya rasionya hanya 0,97. Kemudian
meningkat lagi di tahun 2020 mencapai 1,03 Itu berarti partisipasi penduduk
perempuan berusia 13-15 tahun yang menempuh jenjang pendidikan SMP lebih
tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Capaian ini perlu dipertahankan oleh
pemerintah daerah agar kondisinya tidak seperti rasio APM SD yang turun
dibawah angka 1 atau 100.

Gambar 2.42

Rasio APM SMP/Sederajat Perempuan/Laki-Laki di Kabupaten Enrekang
Tahun 2017-2020

1,04

1,03
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Sumber: Statistik Pendidikan, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah

2.4.1.13. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Kondisi serupa dengan rasio APM SD terjadi di jenjang pendidikan SMA
Sederajat, dimana tren angka rasio APM SMA perempuan/laki-laki cenderung
mengalami fluktuasi. Selama tahun 2017 hingga 2018 dan 2020 angka rasio
APM SMA selalu berada diatas 1, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
sekolah penduduk perempuan berusia 16-18 tahun di Kabupaten Enrekang

lebih tinggi dari penduduk laki-laki, bahkan tahun 2018 angkanya naik hingga
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1,52. Saat itu, APM SMA perempuan mencapai 83,95 persen, tertinggi selama
kurun waktu empat tahun, sedangkan APM SMA laki-laki turun dari tahun
sebelumnya 66,48 persen jadi 55,08 persen. Tapi tahun 2019, jumlah
perempuan yang bersekolah SMA lebih sedikit dibandingkan laki-laki dilihat
dari penurunan angka rasio 0,99. Penurunan tersebut disebabkan oleh
penurunan yang cukup tajam APM perempuan dari sebelum 83,95 persen
kemudian hanya 68,62 persen, sementara di satu sisi APM laki-laki mengalami
kenaikan hingga 69,04 persen. Tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,02
persen dikarenakan persentase APM perempuan meningkat lebih tinggi
disbanding APM laki-laki. Capaian ini perlu dipertahankan oleh pemerintah
daerah agar kondisinya tidak seperti rasio APM SMA pada tahun 2019 yang

menurun drastis dibawah angka 1 atau 100.

Gambar 2.43
Rasio APM SMA Perempuan/Laki-Laki di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2020
1,52
1,12 0,99
2017 2018 2019 2020

Sumber: Statistik Pendidikan, BPS Kabupaten Enrekang, diolah

2.4.1.14. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok
Usia 15-24 Tahun

Membaca dan penulis merupakan skill dasar yang dibutuhkan manusia
untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi. Kesenjangan gender di
dunia pendidikan seringkali juga termanifestasi pada kemampuan membaca
dan menulis antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil SUSENAS
Maret 2018, kemampuan membaca dan menulis telah dikuasai oleh hampir
seluruh penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas. Hal ini dapat diamati
dari angka melek huruf baik perempuan maupun laki-laki yang mencapai lebih
dari 90 persen. Meskipun demikian, kemampuan membaca dan menulis
perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Jika dilihat lebih detail ke setiap daerah tingkat dua, maka gambaran
ketimpangan gender dalam hal baca tulis semakin jelas, termasuk di Kabupaten
Enrekang. Kesenjangan kemampuan membaca dan menulis antara laki-laki dan
perempuan diukur dengan indikator rasio melek huruf perempuan terhadap
laki-laki usia 15-24 tahun yang pada prinsipnya sama dengan rasio APM, jika

angkanya lebih dari 100 menunjukkan bahwa jumlah populasi perempuan di
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rentan usia tersebut yang melek huruf lebih tinggi daripada laki-laki, begitupun
sebaliknya.

Selama empat tahun terakhir, berdasarkan data yang diolah dari Statistik
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat tren angka rasio melek huruf
yang mula-mulamturun di tahun 2019 dan kemudian meningkat di tahun 2020,
rasio melek huruf di tahun 2020 menjadi rasio tertinggi selama empat tahun.
Tahun 2017, angka rasio melek huruf Kabupaten Enrekang mencapai 1, naik
kembali jadi 1,01 tahun 2018. Tahun 2019, kesenjangan kemampuan baca tulis
perempuan dan laki-laki agak melebar terlihat dari angka rasio yang turun 0,99
atau dibawah 1. Penurunan angka rasio tersebut disebabkan karena proporsi
penduduk perempuan usia 15-24 tahun yang buta huruf bertambah, yang
selama tiga tahun berturut-turut O persen, kemudian naik jadi 0,90 persen. Jika
merujuk pada data populasi BPS Kabupaten Enrekang, penduduk perempuan
usia 15-24 tahun totalnya mencapai 14.753 jiwa, sehingga jika dikalikan
dengan 0,90 persen diperoleh jumlah penduduk buta huruf sebanyak 133
orang. Kenaikan ini terhitung sangat besar karena dari tahun 2016-2018, tidak
ada satupun populasi perempuan usia 15-24 tahun di Kabupaten Enrekang
buta huruf, tapi tahun 2019 tiba-tiba bertambah 133 orang. Pada tahun 2020
angka melek huruf perempuan meningkat menjadi sebesar 75 persen pada usia
15-24 tahun, sehingga rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki
meningkat menjadi 1,12. Kondisi ini menunjukkan indikasi perbaikan
ketimpangan kemampuan baca tulis antara perempuan dan laki-laki dan
Pemda yang harus dipertahankan.

Gambar 2.44

Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun di
Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2019

1,12

2017 2018 2019 2020

Sumber: Statistik Pendidikan diolah

2.4.1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.4.1.1 Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Setiap penduduk diwajibkan untuk memiliki bukti kependudukan, salah
satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bukti kependudukan penting

karena memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap
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peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Hal ini
merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk
dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik
lainnya.

Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga
Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin
Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin
atau telah kawin. Karena bersifat wajib, seharusnya tidak ada lagi penduduk di
Indonesia yang tidak memiliki KTP. Namun di Kabupaten Enrekang masih
cukup banyak penduduk wajib KTP yang tidak memiliki KTP

Data dari Disdukcapil Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa rasio
penduduk ber-KTP memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mulai
dari 68 persen tahun 2015 hingga akhirnya mencapai 74 persen empat tahun
kemudian. Namun angka tersebut pada dasarnya belum sepenuhnya
memuaskan mengingat bahwa KTP merupakan salah satu dokumen wajib bagi
warga negara, sehingga harusnya sudah mencapai 100 persen. Hal ini serius,
sebab warga yang tidak memiliki KTP sulit mendapatkan pelayanan publik,
termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah.

Gambar 2.45

Rasio Penduduk Kabupaten Enrekang ber-KTP Per Satuan Penduduk
Tahun 2015-2019 (persen)
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Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang

Penyebab masih ada masyarakat di Kabupaten Enrekang yang tidak
memiliki KTP salah satunya adalah pelayanan administrasi yang lama dan
bertele-tele. Pelayanan administrasi yang lama dan bertele-tele sebenarnya
paradoks dalam era perkembangan teknologi saat ini, sebab perusahaan
profesional perlahan mulai mengurangi pelayanan tatap muka dan
memanfaatkan teknologi sehingga bisa dilakukan dimanapun tanpa harus

antri. Ini membuktikan rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi dalam
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penghantaran layanan, termasuk pengurusan KTP. Walaupun saat ini
pemerintah sudah memberlakukan E-KTP, tapi masyarakat mesti tetap
mendatangi kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan.

Pelayanan yang tidak maksimal mempengaruhi minat masyarakat untuk
mengurus KTP, ditambah lagi sebagian warga merasa tidak begitu
membutuhkan KTP sehingga mereka enggan mengurus. Dengan kondisi seperti
ini, Pemda seharusnya lebih intensif melakukan sosialisasi dan tidak hanya
menunggu masyarakat untuk mendatangi kantor kecamatan. Petugas bisa
mendatangi desa yang teridentifikasi banyak masyakat yang tidak memiliki KTP
dan mendatangi langsung serta melakukan perekaman data. Hal ini relevan
dilakukan karena KTP merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah

punya kewajiban untuk menyediakan itu.

2.4.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Identitas wajib selain KTP adalah akte kelahiran untuk bayi. Akta
kelahiran atau bisa disebut akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang
teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan
keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembar kertas yang
sudah dicetak. Sama dengan KTP, akta kelahiran adalah dokumen
kependudukan wajib dan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006. Namun berbeda
dengan KTP, pengurusan akta kelahiran harus dilaporkan langsung oleh
masyarakat. Dalam beberapa pasal dalam UU ini ditegaskan bahwa pencatatan
kelahiran diwajibkan kepada warga negara melului sistem stelsel aktif
penduduk. Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya agar bisa
memiliki akte kelahiran. Hal ini tercantum dalam Pasal 3, 4, 27 ayat 1, 29 ayat
1 dan 4, 30 ayat 1 dan 6, 32 ayat 1 dan 2, 90 ayat 1 dan 2 serta penjelasan
Umum UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (isi pasal
terlampir). Pasal-pasal tersebut mengatur keharusan setiap warga negara
melaporkan kelahirannya sampai sanksi denda bagi siapa yang melanggar.
Keharusan penduduk melaporkan peristiwa kelahiran ditegaskan kembali
dalam Perda No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh
Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh)
hari sejak kelahiran.

Meskipun peraturan perundang-undangan mewajibkan masyarakat
melaporkan peristiwa kelahiran agar dibuatkan akta lahir, tapi kondisi di

Kabupaten Enrekang masih jauh dari kondisi ideal. Selama tahun 2015 sampai
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2019, persentase bayi berakta kelahiran tidak sampai 1 persen dari total bayi.
Penyebab utamanya karena banyak orang tua yang tidak langsung melaporkan

kelahiran di petugas pencatatan sipil

Gambar 2.46
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 (persen)
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Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang

Penyebab banyakya peristiwa kelahiran yang tidak dilaporkan ke petugas
catatan sipil diantaranya;
1. Tidak adanya biaya untuk mengurus akte kelahiran, terutama bagi
mereka yang terlambat melaporkan peristiwa kelahiran.
2. Jarak dari tempat tinggal ke tempat pelaporan jauh

3. Tidak tahu cara mengurusnya

2.4.2.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa
nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Bagi
pasangan suami istri, mempunyai akta perkawinan adalah bukti sah bahwa
telah terjadi perkawinan dan hubungan perkawinan tersebut sah secara
hukum. Dokumen ini juga wajib dimiliki bagi setiap penduduk yang sudah
menikah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak
Dan Rujuk. Perkwainan yang tidak memiliki akta nikah berarti tidak diakui
secara hukum oleh negara sehingga dampak negatifnya sangat besar, terutama
bagi perempuan dan anak.

Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang tingkat pasangan berakta
nikah sangat rendah. Selama tahun 2015 hingga 2019 angka rasio pasangan
berakte nikah di Kabupaten Enrekang tidak sampai 1 persen, tahun 2019 hanya
0,84 persen. Ini menunjukkan bahwa 99 persen pasangan di Kabupaten

Enrekang tidak punya akta nikah atau pernikahanya tidak diakui oleh negara.
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Gambar 2.47
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 (persen)
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Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang

2.4.2.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas program pemerintah,
terutama untuk pengentasan kemiskinan adalah ketersediaan database yang
valid dan reliabel. Namun di Provinsi Sulawesi Selatan, ketersediaan data
berskala provinsi yang mencatat semua data kependudukan pada tingkat
kabupaten/kota tidak tersedia. Padaha database penting, terutama dalam

menyusun program dan penargetannya.

Gambar 2.48
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2015-2019 (Ada/Tidak ada)
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Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang

2.4.2.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi
dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku
sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Penerapan
KTP nasional berbasis NIK diatur dalam Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional.

Untuk keperluan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional,
Pemerintah menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP
berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik, serta
pemberian bimbingan teknis pelayanan KTP berbasis NIK. Sementara

Pemeliharaan atas perangkat keras dan perangkat lunak menjadi tanggung
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jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena sudah
bersifat wajib dan sudah difasilitas, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang
sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK selama periode tahun 2015

hingga 2019 dan terus berupaya melakukan perekaman data.

Gambar 2.49
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
(Sudah/Belum)
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Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang

2.4.2.6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Walaupun sudah difasilitas oleh pemerintah, baik dari sisi sarana dan
pelatihan, tapi Pemda Kabupaten Enrekang masih nampak kesulitan untuk
melakukan perekaman data KTP. Data Disdukcapil menujukkan tahun 2015
cakupan penerbitak KTP masih 69 persen, kemudian naik 71 persen tahun
2016 dan menjadi 72 persen tahun 2017. Masalahnya di tahun 2018 dan 2019
persentasenya tetap sama, yaitu 72 persen menggambarkan tidak program
penerbitan KTP. Ini menujukkan bahwa ada 28 persen penduduk wajib KTP
yang belum memiliki KTP tahun 2019, persentase yang masih sangat tinggi
mengingat KTP merupakan dokumen wajib bagi setiap penduduk.

Gambar 2.50

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Enrekang
Tahun 2015-2019 (persen)
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Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang

2.4.2.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
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Rendahnya angka raso bayi berakte kelahiran disebabkan karena orang
tua yang tidak melaporkan peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari. Hal itu
dapat dikonfirmasi dengan melihat indikator cakupan penerbitan akta
kelahiran. Indikator ini menggambarkan persentase bayi yang mendapatkan
akta kelahiran di tahun mereka lahir, semakin tingginya angkanya
menunjukkan bahwa, orang tua melaporkan melaporkan peristiwa kelahiran
dengan cepat atau dalam tahun kelahiran tersebut, begitupun sebaliknya.

Kondisi di Kabupaten Enrekang masih sangat jauh dari harapan ideal,
sebab angka cakupan penerbitan akta kelahiran tidak sampai 1 persen dalam
lima tahun terakhir. Tahun 2019, anak yang mendapatkan akta kelahiran
hanya 0,33 persen dari total anak yang lahir di tahun tersebut. Rendahnya
angka ini menunjukkan bahwa orang tua tidak masih menganggap dokumen
akta kelahiran sebagai sesuatu yang tidak penting untuk diurus tepat waktu.
Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, sebab yang merasakan dampak
negatif kedepanya adalah anak.

Gambar 2.51
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019 (persen)
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Sumber: Disdukcapil Kabupaten Enrekang

2.4.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.4.3.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang
Baik

Penghantaran layanan publik berkualitas membutuhkan sarana dan
prasarana perkantoran yang memadai, begitupun dengan pemerintah desa.
Sarana pemerintah desa adalah alat yang digunakan untuk melancarkan atau
memudahkan pemberian layanan, misalnya Telepon, Komputer, Laptop,
Printer, Mesin tik, Meja kerja, dll. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu
yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana,
seperti Balai Desa, Kantor Desa, dan Kantor BPD.

Dari semua desa di Kabupaten Enrekang, 91,07 persen memiliki sarana
dan prasaran dalam kondisi baik tahun 2015. Angkanya naik berturut-turut di

tahun 2016 dan 2017 masing-masing jadi 91,96 persen dan 92,86 persen.
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Namun di tahun 2018 dan 2019 angkanya menurun 83,04 persen dan 83,93
persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana kantor desa
yang rusak mengalami kenaikan singifikan. Salah satu sebabnya adalah
perawatan sarana dan prasarana yang tidak dilakukan secara rutin oleh aparat
desa.

Gambar 2.52

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik di Kabupaten
Enrekang Tahun 2015-2019 (persen)
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Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang

2.4.3.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah
yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan
lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM dalam pemerintahan
desa diatur dalam UU Desa. Disebutkan bahwa Desa mendayagunakan lembaga
kemasyarakatan Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peran LPM dalam rangka membantu desa menyelenggarakan fungsi tersebut

adalah;

1. Penampungan dan  penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;

2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan republik indonesia;

3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;

4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-
hasil pembangunan secara partisipatif;

5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta

swadaya gotong royong masyarakat; dan
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6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam

serta keserasian lingkungan hidup.

Praktiknya, LPM menjalankan peranya dengan bekerjasama dengan
kelompok-kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, terutama dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun di Kabupaten Enrekang, rata-rata
jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat mengalami
penurunan tahun 2019 jadi 0,70 dari 3 kelompok. Penurunan tersebut
menunjukkan bahwa LPM jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan
kelompok binaanya. Kondisi ini tentu tidak begitu baik sebab kelompok binaan
pada dasarnya merupakan kinerja LPM untuk menjalankan peran pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang
disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.53

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten
Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang

Ada beberapa faktor penyebab mengapa kelompok binaan LPM mengalami

penurunan yaitu;

1. Kualitas SDM pengurus LPM umumnya masih rendah baik dilihat dari
kemampuan pengetahuan tentang masalah-masalah pemerintahan dan
pembangunan desa maupun kemampuan teknis di bidang perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan.

2. Walaupun susunan pengurus LPM terlihat lengkap di setiap desa, namun
sebagian pengurus tidak atau kurang aktif melaksanakan tugas dan

fungsinya atau tidak terkonsentrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.4.3.3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Gerakan PKK pada dasarnya punya peran starategis dalam pembangunan
manusia karena gerakanya ada level keluarga. Dalam Perpres Nomor 99 Tahun
2017 Salinan Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga,
definisi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya

disebut dengan Gerakan PKK adalah Gerakan dalam pembangunan masyarakat
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yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga
yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia
dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan
gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pada level desa dan keluarahan, PKK berperan membantu pemerintah
desa dan kelurahan meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya
keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta
mempunyai peran dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran
perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK
sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khusunya keluarga,
pembina, motivator serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya
perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan
pembangunan partisipatif. Karena itu, kegiatan pembinaan kelompok
merupakan salah satu upaya PKK untuk mewujudkan hal tersebut.

Persoalanya di Kabupaten Enrekang, rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK mengalami penurunan drastis menjadi 1,78 tahun 2018 dan 2018 dari
16,12. Penyebabnya adalah penurunan singifikan pada jumlah kelompok
binaan. Tahun 2015 hingga 2017, kelompok binaan PKK mencapai 2.289
kelompok, tapi di tahun 2018 dan 2019 berkurang menjadi 253 kelompok.
Penurunan kelompok binaan bisa disebabkan oleh semakin rendahnya minat
masyarakat untuk berpartisipasi pada kegiatan permberdayaan masyakat
tingkat desa. Selain itu, kemampuan para pengurus PKK untuk melakukan
pembinaan masih terbatas sehingga tidak mampu mempertahankan kelompok
binaan yang ada.

Gambar 2.54
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: PKK Kabupaten Enrekang

2.4.3.4. Persentase LSM Aktif
Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam perkembangan
pembangunan Indonesia tidak bisa diabaikan. Sejak Indonesia merdeka hingga

kisaran tahun 70 an, kehidupan sosial ekonomi masyarakat berkembang pesat
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menuju arah yang lebih baik. Namun ternyata dari kemajuan itu, ada residu
negatifnya seperti kemiskinan, ketimpangan, kerusakan lingkungan,
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dll. Kondisi ini mendasari lahirnya
LSM yang dulunya dikenal dengan nama Oranganisasi Non Pemerintah (Ornop).
Saat Orba mengambil alih kekuasaan, kehidupan sosial masyarakat semakin
sulit, ketimpangan semakin parah, hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati
oleh Sebagian kecil elit yang dekat dengan kekuasaan, korupsi oleh para elit,
dan berbagai permasalahan lain ikut berkontribusi terhadap berkebangnya LSM
di Indonesia.

Latar sejarah kelahiran LSM menunjukkan bahwa tujuan pendirianya
adalah mengadvokasi atau membantu masyarakat yang
termarjinalkan/terpinggirkan oleh pembangunan. Meski sebagian LSM selalu
berseberangan/mengkritik kebijakan pemerintah, namun tidak sedikit yang
ikut membantu pemerintah. Pada level desa, peran LSM sangat startegis karena
kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan oleh LSM,
bukan pemerintah daerah. Itu sebabnya, keberadaan LSM di daerah harus
dijaga, bahkan diupayakan agar jumlahnya terus bertambah.

Namun di Kabupaten Enrekang, kondisi LSM masih memprihatinkan
karena persentase LSM aktif mengalami penurunan signifikan. Tahun 2017,
persentase LSM aktif pernah mencapai 100 persen, tapi bukan karena kinerja
LSM yang membaik, tapi karena jumlah LSM yang mengalami penurunan. Pada
tahun 2015 dan 2016, jumlah LSM di Kabupaten Enrekang masing-masing
mencapai 129 dan 112, namun yang aktif hanya 4,7 persen dan 5,4 persen.
Persentase bisa mencapai 100 persen tahun 2017 karena total LSM yang ada di
Enrekang sisa 6 lembaga. Kondisi semakin buruk, sebab jumlahnya hanya
tersisa 3 lembaga dan yang aktif hanya 1 atau 33 persen.

Ketersediaan anggaran bisa menjadi salah satu penyebab banyak LSM di
Kabupaten Enrekang yang tidak aktif. Meskipun ada kata “swadaya”, banyak
LSM di Indonesia yang dana operasionalnya mengharapkan bantuan dari pihak
eksternal, entah itu pemerintah atau pihak swasta. Mereka menggunakan
bantuan tersebut untuk membiayai kegiatan operasional, termasuk membayar
upah staf. Namun banyak LSM yang sulit untuk mendapatkan bantuan
anggaran, terutama LSM yang seringkali mengkiritik kebijakan pemerintah
daerah. Akhirnya, secara perlahan mereka akan mengurangi kegiatan dan

akhirnya berhenti berkegiatan sama sekali.



-91 -

Gambar 2.55
Persentase LSM Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang

2.4.3.5. Persentase LPM Berprestasi

Peran LPM yang strategis di tengah masyarakat desa, membuat mereka
bisa melakukan banyak hal-hal penting untuk membantu masyarakat dan
pemerintah desa dalam membangun lingkungan. Selama lima tahun terakhir,
ada 64 persen LPM di Kabupaten Enrekang yang berprestasi, lebih tinggi
dibandingkan empat tahun lalu yaitu 9,3 persen. Untuk itu pembinaan

terhadap LPM mesti terus dilakukan agar bisa lebih optimal menjalankan

perannya.
Gambar 2.56
Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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9,3%
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Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang
2.4.3.6. Persentase PKK Aktif

Peran PKK dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan
manusia hanya bisa diwujudkan jika PKK bekerja secara aktif. Tercatat jumlah
PKK di Kabupaten Enrekang mencapai 142 sepanjang tahun 2015-2019 dan
semuanya atau 100 persen masuk dalam kategori aktif. Beberapa peran penting
PKK di Kabupaten Enrekang adalah berkontribusi terhadap upaya penurunan

angka stunting, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.
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Gambar 2.57
Persentase PKK Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang

2.4.3.7. Persentase Posyandu Aktif
Posyandu memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan Kesehatan
pada tingkat desa. Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu dijelaskan
bahwa Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi. Untuk memberikan pelayanan dasar Kesehatan,
maka Permendagri 19 Tahun 2011 mengharuskan intergrasi layanan sosial
dasar ke layanan Posyandu
Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud
pada meliputi:
a) Pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
b) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,;
c) Prilaku hidup bersih dan sehat;
d) Kesehatan lanjut usia;
e) Bkb;
f) Pos paud,;
g) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
h) Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial;
i) Kesehatan reproduksi remaja; dan

j) Peningkatan ekonomi keluarga.

Berdasarkan layanan tersebut, terlihat peran strategis Posyandu dalam
pembangunan Kesehatan di tingkat desa, sehingga keberadaanya perlu

dipertahankan. Namun di Kabupaten Enrekang, angka persentase posyandu
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aktif malah menurun dari 100 persen ke 99 persen. Penuruna tersebut
disebabkan karena ada lima posyandu yang tidak aktif, yang awalnya mencapai
296 Posyandu, kemudian tersisa 291 Posyandu.
Beberapa faktor penyebab menurunnya jumlah posyandu aktif yaitu;
1. Kader puskesmas kurang aktif dalam menyebarkan informasi mengenai
posyandu
2. Pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan
posyandu
3. Posyandu lebih banyak tutup dibandingkan buka, sehingga banyak ibu
balita yang tidak lagi mengunjungi Posyandu.
4. Kurangnya kapasitas ataupun kemampuan dari kader dalam mengelola

Posyandu

Gambar 2.58
Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: DPMD Kabupaten Enrekang

2.4.3.8. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen
bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa untuk meningkatkan
kesejateraan masyarakat dengan cara melibatkan mereka secara langsung
dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah
upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening)
bagi masyarakat. Upaya tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan individu
yang berintegrasi dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan
masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam program pembangunan pada level
kabupaten dan desa bersifat komprehensif, dimana keterlibatan masyarakat
dimulai pada saat perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan pasca
program. Tapi tidak semua program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten
Enrekang dikembangkan dan dipleihara oleh masyarakat. Tahun 2017,
persentase program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan

dipelihara masyarakat hanya 35,71 persen dan tidak berubah hingga tahun
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2019. Artinya, dari 100 program pemberdayaan, hanya sekitar 35-36 program
yang dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri, selebihnya
dibiarkan begitu saja.
Beberapa kemungkinan penyebab rendahnya partisipasi masyarakat

dalam kegiatan pasca program di Kabupaten Enrekang adalah;

e Pemahaman masyarakat terhadap program

e Keterbatasan sumberdaya, terutama anggaran.

e Masyarakat tidak dilibatkan dari tahap awal, sehingga mereka tidak mau

melibatkan diri pada tahap pasca program

Gambar 2.59
Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Enrekang yang Dikembangkan
dan Dipelihara Masyarakat
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2.4.4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.4.4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Indonesia saat ini tengah memasuki fase yang dikenal dengan istilah
bonus demografi, sebuah kondisi dimana proporsi penduduk usia produktif
lebih besar dibandingkan penduduk yang belum dan tidak produktif. Meski
begitu, tidak semua daerah di Indonesia bisa merasakan bonus demografi
akibat dari kegagalan pemerintah daerah mengendalikan laju pertumbuhan
penduduk. Oleh karena itu, agar tidak menjadi masalah pembangunan daerah
ke depan, maka pertumbuhan penduduk mestinya bisa dikendalikan.

Kabupaten Enrekang termasuk salah satu daerah di Sulawesi Selatan
yang memiliki proporsi penduduk usia produktif dominan. Hal itu disebabkan
karena Pemda terlihat mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya.
Dalam lima tahun terakhir, secara nominal, populasi Kabupaten Enrekang
nampak mengalami kenaikan persisten. Tahun 2016, ada 201,61 ribu jiwa
populasi yang menetap di Kabupaten Enrekang dan bertambah cukup besar
setahun kemudian menjadi 203,32 ribu jiwa tahun 2017, kemudian jadi 204,83
ribu jiwa tahun 2018, dan di tahun 2019 mencapai 206,39 ribu jiwa. Tahun
2020 laju pertmbuhan melambung tinggi mencapai 9,10 persen yaitu sebesar

225,17 ribu jiwa.



- 05 -

Kemampuan mengendalikan pertumbuhan penduduk pada tahun 2016
sampai 2019 membuat Kabupaten Enrekang menjadi salah satu daerah di
Sulawesi Selatan yang angka pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi.
Namun tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Enrekang lebih tinggi
dibanding Sulawesi Selatan yang hanya 0,78 persen, sementara Kabupaten
Enrekang mencapai 9,10 persen, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan
ditahun 2020 kurang terkendali. Oleh sebab itu, Pemda perlu meningkatkan
kinerja di tahun selanjutnya sehingga potensi masalah akibat ledakan

penduduk tidak dialami di masa depan.

Gambar 2.60
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020 (persen)
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Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

2.4.4.2. Total Fertility Rate (TFR)

Salah satu rujukan yang dapat dilihat untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk adalah melalui
indikator angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). TFR merupakan
jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa usia
subur. Angka TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar ideal yang dirujuk
oleh seluruh negara untuk menunjukkan penduduk yang tumbuh seimbang.

Gambar 2.61
Angka Kelahiran Total/TFR Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Kabupaten Enrekang

merupakan salah satu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif
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terkendali dan berada di bawah laju pertumbuhan tingkat provinsi. Sejalan
dengan hal tersebut, selama kurun waktu 2015 hingga 2019, angka TFR
Kabupaten Enrekang masih berada pada kisaran 2,15 hingga 2,85. Artinya,
wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2 hingga 3 anak selama
masa suburnya. Akan tetapi, angka TFR ini masih berada di atas standar ideal
yang ditetapkan. Pemda Kabupaten Enrekang masih memerlukan langkah-
langkah pengendalian angka kelahiran total agar dapat menurun hingga
konstan pada level 2,1.

Pemerintah Kabupaten Enrekang menargetkan penurunan TFR hingga
mencapai 2,45 poin di tahun 2019. Berdasarkan data yang ditunjukkan di atas,
target ini dapat dicapai dan bahkan lebih rendah 0,5 poin. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan program KB Pemda Kabupaten Enrekang sudah cukup
baik. Meskipun demikian, masih dibutuhkan peningkatan dalam

pelaksanaannya agar standar ideal angka TFR dapat tercapai.

2.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif
Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Perwujudan dari upaya pemerintah dalam pencapaian pembangunan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah dengan
meluncurkan Kampung KB di tahun 2016. Kampung KB merupakan salah satu
model miniatur pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan Keluarga
Berencana Dan Pembangunan Keluarga) di lapangan yang melibatkan seluruh
instansi terkait. Dengan adanya Kampung KB ini diharapkan pelayanan KB
dapat dilakukan secara optimal terutama di perdesaan dan mampu menjangkau
masyarakat menengah ke bawah.

Tabel 2.20

Peran Aktif Perangkat Daerah Melalui Kampung KB di Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2019 (persen)

Tahun
Indikator

2018 2019

Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan . .
Daerah melalui Kampung KB (%)

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang

Di Kabupaten Enrekang, instansi terkait yaitu Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana telah menerapkan Kampung KB di beberapa
dusun seperti Dusun Datte, Dusun Deakkaju, Dusun Buasan, dan beberapa
wilayah lainnya. Keberhasilan pencapaian tujuan Kampung KB di Kabupaten

Enrekang salah satunya didukung oleh keterlibatan perangkat daerah dan
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pihak-pihak terkait. Selama tahun 2018 dan 2019, partisipasi perangkat daerah
yang berperan dalam pembangunan melalui Kampung KB masih sebesar 50
persen. Persentase ini diharapkan masih terus meningkat dengan melakukan

koordinasi yang lebih intens dengan perangkat daerah lainnya.

2.4.4.4. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Angka TFR yang berkaitan erat dengan indikator jumlah rata-rata anak
dalam satu keluarga. Terjadinya penurunan yang signifikan pada indikator TFR
dari tahun 2018 ke tahun 2019 memengaruhi perubahan rata-rata jumlah anak
dalam satu keluarga di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan data yang ada, sejak
tahun 2015 hingga tahun 2018 rata-rata jumlah anak per keluarga
menunjukkan angka yang stagnan yaitu 4. Artinya, setiap keluarga rata-rata
memiliki 4 orang anak. Besaran ini masih di atas target nasional yang
mencanangkan rata-rata jumlah anak per keluarga di angka 2,3. Selanjutnya,
di tahun 2019 terjadi penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga hingga
mencapai angka 3,3. Meskipun demikian, besaran ini masih perlu diturunkan

agar dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.21
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak) 4 4 4 4 3,3

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang

Penurunan indikator rata-rata jumlah anak tiap satu keluarga di
Kabupaten Enrekang didorong oleh meningkatnya rasio akseptor KB pasangan
usia subur serta meningkatnya persentase pengguna kontrasepsi jangka
panjang. Selain itu, rata-rata usia kawin wanita di Kabupaten Enrekang juga
mengalami peningkatan sehingga dapat mencegah angka kelahiran remaja dan

selanjutnya mengurangi rata-rata jumlah anak yang dimiliki.

2.4.4.5. Rasio Akseptor KB

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Pemda Kabupaten Enrekang
telah berhasil menurunkan angka fertilitas total/TFR di tahun 2019 di bawah
target yang ditetapkan. Pencapaian ini didorong oleh adanya peningkatan
persentase akseptor KB aktif dari pasangan usia subur baik laki-laki maupun
perempuan. Selama tahun 2015 hingga 2019, rasio akseptor KB di Kabupaten

Enrekang menunjukkan tren yang meningkat. Kecenderungan yang positif ini
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memberikan gambaran bahwa sebagian besar pasangan usia subur telah
mengikuti program KB yang dijalankan oleh Pemda Kabupaten Enrekang
dengan cara menggunakan alat kontrasepsi.

Gambar 2.62
Rasio Akseptor KB Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

71,46
70,18 70,12 70,2
B . . I
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I Rasio Akseptor KB (%) Linear (Rasio Akseptor KB (%))

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang

2.4.4.6. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan
usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Target ke-3 dalam SDGs yaitu di tahun 2030 menjamin akses yang merata
untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk di dalamnya
keluarga berencana, informasi dan edukasi, serta integrasi kesehatan
reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Salah satu indikator yang
ada dalam target tersebut adalah angka kelahiran remaja (10-14 tahun dan 15-
19 tahun) per 1.000 perempuan dalam masing-masing kelompok. Mengurangi
angka fertilitas remaja merupakan langkah penting meningkatkan kesehatan
dan kesejahteraan sosial dan ekonomi remaja. Angka kelahiran remaja
merepresentasikan risiko melahirkan pada wanita dalam kelompok wusia
tertentu. Selain itu, angka ini juga merupakan bukti yang tidak langsung
mengenai efektivitas layanan kesehatan dalam memberikan edukasi tentang
kesehatan remaja sedari dini.

Tabel 2.22

Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun Kabupaten Enrekang
Tahun 2015-2019 (Orang)

Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
ASFR 15-19 (anak/1.000 perempuan) 5,35 5,32 5,31 5,3 5,15

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang

Di Kabupaten Enrekang, upaya Pemda dalam menurunkan angka
kelahiran remaja menunjukkan hasil yang positif. Dari tahun 2015 hingga

2019, angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun terus mengalami penurunan
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meskipun masih berkisar di angka 5. Di tahun 2015, ASFR usia 15-19 tahun
berada pada angka 5,35 dan menurun hingga di tahun 2019 mencapai 5,15.
Artinya, dari 1.000 perempuan yang melahirkan, sekitar 5 diantaranya berusia
15-19 tahun. Salah satu penyebab turunnya angka kelahiran remaja ini dipicu

oleh peningkatan usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Enrekang.

2.4.4.7. Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)

Unmet need merupakan permasalahan multidimensional karena
dipengaruhi berbagai faktor seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi,
keterbukaan akses kesehatan, dan preferensi kesehatan masing-masing
penduduk. Secara garis besar, unmet need dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi
permintaan dan sisi penawaran. Pada sisi penawaran, pemerintah menyediakan
alat kontrasepsi dan bertanggungjawab atas distribusinya ke masyarakat.
Sementara itu di sisi permintaan, masyarakat merupakan konsumen alat
kontrasepsi yang sesuai dengan preferensi mereka. Permasalahan terjadi jika
alat kontrasepsi yang didistribusikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan
keinginan masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi perbedaan
keinginan alat kontrasepsi contohnya pengalaman kegagalan penggunaan alat
kontrasepsi terakhir, umur anak terakhir, umur pasangan usia subur, dan
lainnya. Selain itu, kondisi ekonomi dan lingkungan juga turut memengaruhi
tidak terpenuhinya alat kontrasepsi di masyarakat.

Gambar 2.63

Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi Kabupaten Enrekang
Tahun 2015-2019 (persen)
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Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang

Seperti pemaparan sebelumnya, angka TFR Kabupaten Enrekang belum
mencapai ideal. Salah satu penyebabnya karena kecenderungan pasangan usia
subur yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (unmet need) mengalami
peningkatan. Di tahun 2015, cakupan unmet need PUS di Kabupaten Enrekang
menunjukkan besaran 17,73 persen. Artinya, dari total pasangan usia subur
yang ada, terdapat 17,73 persen pasangan usia subur yang ingin ber-KB namun

tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya alat kontrasepsi tersebut bisa disebabkan
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oleh perbedaan jenis alat kontrasepsi yang diinginkan PUS dengan pasokan
yang didistribusikan pemerintah maupun karena faktor ekonomi seperti
ketidakmampuan dalam membeli alat kontrasepsi atau keterbatasan akses
layanan kesehatan.

Jika melihat aspek rasio akseptor KB di Kabupaten Enrekang yang
menunjukkan tren peningkatan, ekspektasi terhadap cakupan PUS yang ingin
Ber-KB dan tidak terpenuhi bisa diproyeksikan akan menurun dengan
memaksimalkan pendataan mengenai alat kontrasepsi yang diinginkan oleh
pasangan usia subur. Selain itu, peran aktif dari petugas kesehatan dalam
memberikan informasi kepada pasangan usia subur diharapkan mampu
menurunkan angka unmet need di Kabupaten Enrekang pada tahun-tahun

mendatang.

2.4.4.8. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Peningkatan rasio akseptor KB didukung oleh bertambahnya persentase
pengguna kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Enrekang. MKJP
merupakan alat kontrasepsi yang dapat digunakan dalam jangka panjang serta
memberikan lebih sedikit efek samping dibanding alat lainnya. Maka dari itu,
Pemda Enrekang mendorong masyarakatnya untuk menggunakan alat
kontrasepsi jenis ini. Selama tahun 2015 hingga 2019, persentase pengguna
MKJP menunjukkan peningkatan secara terus menerus. Di tahun 2015, 26,67
persen dari akseptor KB merupakan pengguna MKJP. Persentase ini terus
meningkat hingga di tahun 2019 dari keseluruhan akseptor KB, 42,62 persen
diantaranya adalah pengguna MKJP.

Gambar 2.64

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Enrekang
Tahun 2015-2019 (persen)
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Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang

Adanya Kampung KB di Kabupaten Enrekang menjadi salah satu pemicu
meningkatnya pengguna MKJP. Penyuluhan KB dan pelaksanaan KIE

(komunikasi, informasi, dan edukasi) kepada pasangan usia subur di tingkat
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kampung memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan jumlah
pengguna MKJP. Selain itu, ketersediaan akses terhadap alat kontrasepsi MKJP

juga turut mendukung peningkatan penggunanya.

2.4.4.9. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita

Langkah pengendalian penduduk yang dapat dilakukan oleh pemerintah
adalah menaikkan batasan usia kawin baik untuk laki-laki maupun wanita.
Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak serta
secara umum untuk mengendalikan jumlah penduduk. Usia perkawinan
pertama berkorelasi negatif dengan fertilitas. Semakin tinggi umur perkawinan,
khususnya pada wanita, maka semakin pendek masa reproduksi yang
dilewatinya. Akibatnya, peluang untuk melahirkan anak yang lebih banyak
akan menurun. Saat ini, Indonesia memberlakukan aturan minimum usia
kawin untuk laki-laki dan wanita pada angka 19 tahun.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Enrekang, Kabupaten Enrekang menunjukkan rata-rata
usia kawin pertama untuk wanita di angka 19 tahun pada tahun 2015. Hal ini
menunjukkan bahwa secara umum Pemda Kabupaten Enrekang telah mampu
mencegah/mengurangi terjadinya perkawinan anak. Di tahun 2019, dari
keseluruhan penduduk wanita yang menikah, rata-rata usia kawin pertama
mereka adalah 21 tahun. Pencapaian ini didukung oleh program-program
Pemda Kabupaten Enrekang khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana dalam mengedukasi untuk menunda perkawinan di usia

anak/remaja.
Tabel 2.23
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
Tahun
Indikator
2015 2016 2017 2018 2019
Rata-rata usia kawin pertama wanita (tahun) 19 20 20 21 21

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Enrekang

2.4.5 Perencanaan Pembangunan
2.4.5.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan
Dengan PERDA

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, perencanaan
pembangunan nasional, termasuk rencana pembangunan daerah terdiri tiga
yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka

menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Artinya, Pemda wajib
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membuat tiga dokumen tersebut sebagai dasar dalam menjalan pembangunan
daerah.

Khusus untuk rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD),
Pemerintah Kabupaten Enrekang telah membuat dan menetapkan dokumen
tersebut dengan Perda. Dokumen RPJPD Kabupaten Enrekang ditetapkan
berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028.

Gambar 2.65

Tersedianya Dokumen RPJPD Kabupaten Enrekang yang Telah Ditetapkan
Dengan PERDA (Ada/Tidak Ada)
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Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.5.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan
Dengan PERDA/PERKADA

Setelah proses pemilihan kepala daerah selesai dan KPUD menetapkan
kepala daerah terpilih, maka tahapan selanjutnya menyusun dokumen RPJMD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran
dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman
pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN). Dalam pemahaman sederhana, dokumen RPJMD adalah
penjabaran janji-janji politik kepala daerah terpilih yang disampaikan kepada
masyarakat. Oleh karena itu, dokumen ini bersifat wajib, selain karena perintah
peraturan perundang-undangan, juga karena bagian dari upaya merealisasikan
janji.

Pemerintah Kabupaten Enrekang, melalui OPD Bappeda Litbang sudah
membuat dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023. Dokumen
RPJMD Kabupaten Enrekang ditetapkan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2019.
Namun karena beberapa pertimbangan, Pemda Kabupaten Enrekang
melakukan revisi terhadap dokumen tersebut di akhir tahun 2020. Salah satu
pertimbangan utama dalam melakukan revisi terhadap RPJMD karena terjadi
bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19 yang berdampak besar bagi
perekonomian nasional dan daerah, terutama pada Pendapatan Daerah

Kabupaten Enrekang.
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Gambar 2.66
Tersedianya Dokumen RPJMD Kabupaten Enrekang yang Telah Ditetapkan Dengan
PERDA/PERKADA (Ada/Tidak Ada)
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(Ada) (Ada) (Ada) (Ada) (Ada)

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.5.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan
Dengan PERKADA

Rencana pembangunan lima tahun yang tertuang dalam dokumen
RPJMD, harus diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan tahunan.
Rencana pembangunan tahunan dijabarkan dalam bentuk dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun
2017, RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah membuat dan menetapkan RKPD
Kabupaten Enrekang setiap tahunnya, sepanjang tahun 2015-2019. Khusus
untuk RKPD tahun 2017 dan 2019, masing-masing ditetapkan berdasarkan
Perbup No 21 Tahun 2017 dan Perbup No 26. Tahun 2018, dan RKPD tahun
2020 ditetapkan berdasarkan perbup No 42. Tahun 2020.

Gambar 2.67
Tersedianya Dokumen RKPD Kabupaten Enrekang yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA
(Ada/Tidak Ada)
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Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.5.4. Tersedianya dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA
Setiap pemanfaatan ruang, baik level nasional maupun daerah (provinsi

dan kabupaten/kota) harus mengacu pada Dokumen Rencana Tata Ruang dan
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Wilayah (RTRW). Kewajiban tersebut dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang di daerah.

Kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang dengan
menyusun dan menetapkan dokumen RTRW sudah dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Dokumen RTRW tersebut ditetapkan
berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031. Tak hanya berhenti pada penetapan,
Pemda juga mesti memastikan bahwa Dokumen RTRW dilaksanakan dengan
baik. Untuk itu Permendagri No. 86 Tahun 2017 mewajibkan daerah
mengintegrasikan Dokumen RTRW ke dalam Dokumen RPJMD agar aktivitas
pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang
telah susun secara komprehensif.

Gambar 2.68
Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Enrekang yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
(Ada) (Ada) (Ada) (Ada) (Ada)

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.5.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD merupakan salah isu
klasik dalam perencanaan pembangunan nasional. Persoalan ini muncul
karena banyak daerah yang menyusun rencana pembangunan tahunan tidak
mengacu pada RPJMD sehingga rencana kerja yang disusun tidak memiliki
kaitan dengan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah
dalam RPJMD. Padahal Permendagri 86 Tahun 2017 jelas menyebut bahwa
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, sehingga jelas RKPD tidak bisa
dibuat tanpa RPJMD.

Kabupaten Enrekang termasuk daerah yang bisa mensinkronkan antara
RKPD dan RPJMD. Hal itu bisa dilihat dari persentase program RKPD tahun
berkenaan terhadap program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun
berkenaan dalam lima tahun terakhir mencapai 100 persen. Itu artinya jumlah
program yang ada dalam RPJMD dijabarkan seluruhnya ke dalam RKPD atau
bisa disimpulkan bahwa dokumen RPKD Kabupaten Enrekang sudah konsisten

dengan RPJMD-nya.
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Gambar 2.69
Persentase Program RKPD Tahun berkenaan Terhadap Program RPJMD yang Harus
Dilaksanakan Tahun Berkenaan Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020
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Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.5.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Program yang sudah direncanakan dalam RKPD menjadi pedoman untuk
menyusun APBD karena pada dasarnya program tersebut direalisasikan
sehingga membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, RKPD merupakan jembatan
yang menghubungkan antara perencanaan dan penganggaran

Program dalam RKPD dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dalam Renja
OPD yang selanjutnya dibiayai menggunakan APBD. Artinya penyusunan APBD
harus mengikuti prinsip money follows programme dengan cara memastikan
hanya program yang benar-benar bermanfaat yang mendapat alokasi anggaran
dan bukan sekedar karena tugas fungsi. Karena itu sudah seharusnya jika
persentase program APBD tahun berkenaan Kabupaten Enrekang terhadap
program RKPD mencapai 100 persen selama tahun 2016 hingga 2020.

Gambar 2.70

Persentase Program APBD Tahun Berkenaan Kabupaten Enrekang Terhadap Program RKPD
Tahun 2016-2020
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Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.5.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Dokumen tata ruang sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan
ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah
terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang. Selain itu,

juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari
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bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang
pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Untuk menghindari konflik
pemanfaatan ruang, maka semua program dan kegiatan pemerintah daerah
harus menyesuaikan dengan rencana pola dan struktur ruang.

Rencana pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dan pemetaan
wilayah rawan bencana dimasukkan pada BAB 2 dokumen RPJMD untuk
memastikan bahwa rencana pembangunan ke depan memperhatikan RTRW,
begitupun dengan RPJMD Kabupaten Enrekang. Karena itu, semua program
dan kegiatan pembangunan daerah sudah sesuai dengan pola dan struktur
ruang RTRW. Ukurannya adalah angka  persentase kesesuaian
program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang yang
mencatat angka 100 persen dalam lima tahun terakhir. Dengan ini tidak ada
lagi kegiatan yang dilakukan Pemda bertentangan dengan rencana pemanfaatan
ruang, misalnya pembangunan pemukiman di daerah rawan bencana.

Gambar 2.71

Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Pembangunan Terhadap Pola Dan Struktur Ruang
Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020
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Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.6 Keuangan
2.4.6.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan
yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan tersebut berakhir dengan pemberian opini
auditor terhadap LKPD Pemda. Opini tersebut dihasilkan berdasarkan empat
kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan
pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Opini BPK, Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 terbagi empat, yaitu;
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion:
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan

secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil
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usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion:
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil
usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan
keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi
keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak
Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak
menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang

dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Semua level pemerintahan, pusat hingga daerah mengejar opini WTP
sebab ini mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para
pemangku kepentingan (publik/masyarakat). Begitupun Kabupaten Enrekang,
berupaya untuk mendapatkan opini WTP dan berhasil di tahun 2018 dan 2020.
Capaian ini merupakan catatan penting sebab tahun 2017, laporan keuangan
Pemda Kabupaten Enrekang mendapat WDP. Hal tersebut sejalan dengan
jumlah temuan BPK di tahun itu yang mencapai 31 temuan, tertinggi selama
lima tahun terakhir. Tapi perlahan, Pemda mengikuti rekomendasi BPK
sehingga tahun 2016 dan 2017, BPK Provinsi Sulawesi Selatan memberikan
opini WDP. Opini ini diberikan karena sistem pengendalian internal dianggap
sudah memadai, namun masuk terdapat salah saji yang material pada beberapa
pos laporan keuangan. Baru di tahun 2018, 2019, dan 2020 LKPD Pemda
Enrekang mendapat opini WTP. Artinya sistem pengendalian internal sudah
memadai dan tidak ada salah saji yang material pada pos-pos laporan
keuangan. Oleh karena itu, tugas Pemda hanya perlu mempertahankan agar

tetap mendapat opini WTP tahun-tahun selanjutnya.
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Gambar 2.72
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020

WTP WTP WTP

Disclaimer
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Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Selatan

2.4.6.2. Persentase SILPA

Keuangan daerah mengenal dua istilah yang mirip namun berbeda
pemaknaan yaitu SILPA dan SiLPA. SiLPA dengan huruf 9’ kecil adalah Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA adalah sisa
anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran
berjalan/berkenaan. SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan yaitu selisih antara surplus/defisit
anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini
seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus
dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Pada bagian ini yang akan dianalisis adalah Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan (SILPA). Selama lima tahun terakhir terlihat
kecenderungan kenaikan persentase SILPA Kabupaten Enrekang terhadap
APBD. Tahun 2016, Pemda Kabupaten Enrekang masih menyisakan uang 0,54
persen dari APBD setelah menutupi defisit anggaran. Tahun 2018, persentase
SILPA tersisa 0,51 persen, tapi setahun kemudian proporsinya naik ke 1,61
persen dan turun sebesar 0,04 persen menjadi 1,57 persen.

Daerah yang memiliki SILPA, terutama ketika terjadi kenaikan bisa dilihat
dari dua perspektif. Perspektif pertama, melihat hal tersebut sebagai sesuatu
yang positif sebab Pemda mendapat sumber pembiayaan tahun depan. Tapi,
perspektif kedua, melihat bahwa SILPA pada dasarnya seharusnya Rp. O,
karena semua uang yang tersisa jika terjadi surplus anggaran harusnya
digunakan dialokasikan untuk merealisasikan kegiatan lainnya. Hal ini penting,
sebab seringkali perangkat daerah beralasan bahwa kegiatan yang
dilaksanakan tidak berjalan optimum karena keterbatasan anggaran atau ada

kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali karena ketiadaan anggaran.
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Gambar 2.73
Persentase SILPA Terhadap APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020
1,61 1,57
0,54 0,62 0,51
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Sumber: BPKAD Kabupaten Enrekang

2.4.6.3. Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Tujuan perencanaan pembangunan salah satunya untuk memberikan
gambaran tentang pemanfaatan sumberdaya guna mencapai tujuan masa
depan. Artinya, perencanaan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana sebuah
institusi memahami sumberdaya yang mereka miliki dan menggunakanya
sebagai instrumen pencapaian tujuan. Namun, tidak jarang di lembaga
pemerintahan, perencanaan dilakukan secara serampangan dan tanpa
pendekatan yang jelas. Dampaknya adalah banyak program dan kegiatan yang
sudah direncanakan tapi tidak terealisasi, termasuk di Kabupaten Enrekang.

Selama dua tahun terakhir, tercatat masih ada kegiatan dalam lingkup
pemerintah Kabupaten Enrekang yang tidak terlaksana. Tahun 2018,
persentasenya mencapai 0,40 persen dan naik di tahun 2019 menjadi 1,08
persen. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan lingkungan ekternal yang
mempengaruhi rencana yang telah disusun. Pandemi Covid-19 salah satu kasus
perubahan lingkungan strategis yang menyebabkan banyak pemeirntah daerah
harus mengubah rencana mereka karena hampir tidak mungkin berjalan
dengan rencana lama. Resesi ekonomi dan refocussing anggaran untuk
pencengahan dan penanganan pandemi menyebabkan banyak kegiatan yang
tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Pandemi hanya satu
kasus lingkungan strategis yang seringkali dilupakan dalam menyusun

rencana.
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Gambar 2.74
Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang
Tahun 2018-2019 ( persen)

2018 2019

Sumber: berbagai OPD

2.4.6.4. Persentase Belanja Pendidikan (20 persen)

Pendidikan dalam UU Dasar 1945 adalah hak dan kewajiban semua
warga negara Indonesia. Karena itu, konstitusi negara juga mengharuskan
pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20
persen APBN/APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional. Kewajiban mengalokasikan anggaran untuk pendidikan pada tingkat
nasional sudah dilaksanakan pemerintah, dilihat dari persentase alokasi
belanjan pendidikan yang selalu berada diatas 20 persen. Tapi persoalannya
ada di daerah, sebab tidak semua kabupaten/kota di Indonesia melakukan hal
yang sama.

Kabupaten Enrekang, jika memasukkan semua belanja pendidikan
termasuk transfer daerah, proporsinya sudah lebih dari 20 persen. Tahun 2016
belanja pendidikan mencapai 29,64 persen dari total APBD. Tahun 2017,
angkanya kembali naik ke level 30,89 persen, dan menurun lagi jadi 28,41
persen. Tahun 2019, pemerintah daerah mengalokasikan 29,40 persen APBD
Kabupaten Enrekang untuk belanja urusan pendidikan, dan kembali lagi
meningkatkan belanja pendidikan di tahun 2020 menjadi 30,16 persen dari
APBD.
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Gambar 2.75
Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020
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2.4.6.5. Persentase Belanja Kesehatan (10 persen)

Selain alokasi 20 persen untuk belanja pendidikan, mandatory spending
(pengeluaran mandatory) lainnya adalah belanja kesehatan. Dalam UU No. 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah pusat wajib
mengalokasikan S persen APBN untuk belanja kesehatan di luar gaji, sementara
untuk pemerintah daerah harus mengalokasikan 10 persen di luar belanja gaji.

Perintah UU No. 36 Tahun 2009 sudah dijalankan oleh Pemda Kabupaten
Enrekang dilihat dari proporsi belanja urusan kesehatan terhadap APBD.
Alokasi belanja untuk urusan kesehatan di tahun 2016 sebesar 12,50 persen,
namun keinginan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik
bidang kesehatan, maka belanja urusan kesehatan terus ditambah hingga
proporsinya jadi 15,09 persen di tahun 2017. Meski sempat turun ke 14,88
persen pada tahun 2018, tapi setahun kemudian kembali naik dan menjadi
proporsi tertinggi selama periode ini sebesar 15,75 persen atau setara dengan
Rp. 108,80 miliar. Namun kembali turun di tahun 2020 menjadi 11,96 persen
yang menjadi tahun dengan porsi belanja kesehatan terendah terhadap APBD.

Data tersebut pada dasarnya merupakan total belanja urusan kesehatan,
termasuk di dalamnya belanja pegawai, sehingga jika belanja pegawai
dikeluarkan, maka pada tahun 2020 porsi belanja kesehatan hanya mencapai

9 persen terhadap APBD.
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Gambar 2.76
Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020
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Sumber: BPKAD Kabupaten Enrekang

2.4.6.6. Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Komponen belanja pemerintah daerah umumnya dapat dibagi dua yaitu
belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung ialah
kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan
apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja
ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Sementara untuk belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang
dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri belanja pegawai, belanja barang
dan jasa, dan belanja modal.

Idealnya, yang diharapkan belanja langsung lebih besar proporsinya
dibandingkan belanja tidak langsung karena berkaitan dengan realisasi
program dan kegiatan. Namun di Kabupaten Enrekang proporsi belanja tidak
langsung masih lebih besar. Sepanjang tahun 2016 hingga 2020, belanja tidak
langsung selalu lebih dari 50 persen dari total belanja daerah, sedangkan
belanja langsung berada dibawah 50 persen, bahkan cenderung turun. Tahun
2020, alokasi belanja tidak langsung mencapai 56,06 persen yaitu sebesar 480
Milyar dan 43,94 persen untuk belanja langsung. Proporsi ini menunjukkan
bahwa belanja daerah Kabupaten Enrekang habis untuk membiayai kebutuhan

pegawai.
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Gambar 2.77
Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten
Enrekang Tahun 2016-2020 (persen)
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Sumber: BPKAD Kabupaten Enrekang

Dari total belanja tidak langsung, 63,87 persen habis untuk belanja
pegawai dan 35,81 persen dari total belanja daerah, sementara sisanya dibagi
ke komponen bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga. Kebijakan belanja semacam ini juga
disorot oleh Menteri Keuangan karena dianggap tidak memberikan efek besar
terhadap kesejahteraan masyarakat, APBN/APBD adalah instrumen untuk
memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Perspektif Pemda yang mudah
menghabiskan uang tapi sulit mencari uang tertanam sejak lama dan menjadi
kultur birokrasi di Indonesia. Pemerintah dengan mudah bisa menghabiskan
uang Rp. 1 miliar, tapi sulit untuk mengumpulkan uang Rp. 1 miliar. Keuangan
daerah, termasuk Pemda Enrekang masih bergantung pada transfer pemerintah

pusat, sementara porsi PAD sangat kecil.

2.4.6.7. Penetapan APBD

Setelah menyusun rencana, tahapan selanjutnya pembahasan tentang
penganggaran. Dokumen penganggaran yang wajib disediakan oleh daerah
adalah KUA PPAS, RAPBD, dan APBD. Untuk APBD, Kementerian Dalam Negeri
sudah menentukan jadwal penetapan APBD yang tertuang dalam Permendagri
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang
berbeda-beda setiap tahunnya. Meskipun berbeda, tapi jadwal penetapan APBD
tetap sama yaitu paling lambat pada tahun 31 Desember. Karena telah menjadi
ketentuan, maka Pemda Kabupaten Enrekang mematuhi jadwal tersebut dan
menetapkan APBD tepat waktu. Berdasarkan data dari BPKAD Kabupaten
Enrekang, Pemda sudah menetapkan APBD sesuai dengan waktu yang

ditentukan setelah melewati proses pembahasan bersama legislatif.
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Gambar 2.78
Jadwal Penetapan APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2019-2020
(Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)
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2.4.7 Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
2.4.7.1. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Dalam UU ASN, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan
kebijakan publik tergantung dari kualitas ASN, sehingga penting untuk
memfasilitasi mereka agar mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Selain
karena penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan kebijakan publik,
pelatihan dan pendidikan bagi ASN juga merupakan hak ASN sesuai dengan
ketentuan UU ASN, bahwa salah satu hak mereka adalah mendapatkan
pengembangan kompetensi.

Pendidikan dan Pelatihan ASN mengandung pengertian berupa proses
penyelenggaraan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan
kemampuan Pegawai. Pendidikan dan pelatihan ASN ini secara lebih spesifik,
bertujuan untuk;

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap para
pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan
dilandasi oleh kepribadian dan etika ASN yang sesuai dengan kebutuhan
instansi.

2. Menciptakan aparatur negara yang mampu berperan sebagai pembaharu
dan perekat persatuan dan juga kesatuan bangsa.

3. Memantapkan berbagai sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan
masyarakat.

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir para pegawai di
dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan

demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
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Meskipun pendidikan dan pelatihan penting bagi ASN, namun proporsi
ASN yang mengikuti pelatihan pendidikan formal dalam lingkup Pemda
Kabupaten Enrekang mengalami penurunan dan relatif rendah setidaknya
dalam kurun waktu 2015-2019. Tahun 2015, hanya 4,88 persen ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan angkanya terus menurun jadi
2,71 persen dan hanya 2,32 persen masing-masing di tahun 2016 dan 2017.
Tahun 2018, angkanya masih mengalami penurunan ke 2,19 persen dan baru
naik di tahun 2019 sebesar 2,52 persen. Meskipun begitu, angka tahun 2019

masih auh lebih rendah dibandingkan capaian empat tahun lalu.

Gambar 2.79
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal dalam Lingkup Pemerintah
Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Enrekang

2.4.7.2. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan
Pelatihan Struktural

Salah satu syarat menduduki jabatan di lingkup pemerintahan adalah
mengikuti pendidikan dan pelatihan, salah satunya Diklat PIM. Diklat
Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk
mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang
sesuai dengan jenjang jabatan struktural (Perka LAN Nomor 25 Tahun 2015
Pasal 1 Ayat 5). Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan,
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang
kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi
kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

Karena merupakan salah satu syarat menduduki jabatan, maka hampir
semua pejabat ASN di Kabupaten Enrekang sudah mengikuti pendidikan dan
pelatihan struktural. Data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa setidaknya sepanjang tahun 2015

hingga 2019 pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural meningkat
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proporsinya. Tahun 2015, ada 58,33 persen pejabar ASN yang telah mengikuti

Diklat, kemudian naik 64,29 persen tahun 2016, dan mencapai 76,86 persen

pada tahun 2017. Angka tertinggi dicapai tahun 2018 yaitu 87,45 persen,

sebelum akhirnya menurun sedikit jadi 77,11 persen setahun kemudian.
Gambar 2.80
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2.4.7.3. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan definisi PP No. 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen ASN adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah. Jumlah JPT di lingkup Pemda Kabupaten Enrekang bertambah
dari sebelumnya 30 jabatan, menjadi 35 jabatan. Penambahan JPT mengikuti
perubahan struktur Oranganisasi, dari sebelumnya 11 dinas kemudian menjadi
13. Perubahan struktur Oranganisasi didasarkan pada Perda No. 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor
5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Oranganisasi, Dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Enrekang. Tahun 2018 dan 2019, jumlah
jabatan pimpinan tinggi menurun jadi 31 jabatan dan 22 jabatan.

Beberapa struktur Oranganisasi yang berubah yaitu pertama,
pembentukan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
sebelumnya bergabung dalam Dinas Sosial, Kependudukan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Kedua, pembentukan OPD Dinas Pemuda, Olahraga, dan
Pariwisata yang sebelumnya tergabung dalam Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga. Penambahan dinas tersebut secara otomatis menambah jumlah JPT

Pemda Kabupaten Enrekang.
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Gambar 2.81
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang
Tahun 2015-2019
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Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Enrekang

2.4.7.4. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Menurut UU ASN, Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan. Jabatan administrasi terbagi tiga yaitu
jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana yang di
Kabupaten Enrekang totalnya mencapai 642 jabatan tahun 2019. Angka
tersebut turun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 742 jabatan, tapi
angkanya sama dengan empat tahun lalu. Sama halnya dengan peningkatan
JPT, penambahan jabatan administrasi tentu dipengaruhi oleh perubahan
struktur Oranganisasi Pemda Kabupaten Enrekang.

Tiga jabatan administrasi tersebut memiliki tanggung jawab masing-
masing seusia dengan amanat UU ASN. Tanggung jawab tersebut yaitu;

e Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

e Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

e Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan.



-118 -

Gambar 2.82
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Enrekang Tahun 2015-2019
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2.4.7.5. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi
Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu. Secara umum jabatan fungsional dibagi dua yaitu
jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dari definisi
dan pembagiannya, dapat diidentifikasi bahwa jabatan ini diduduki oleh ASN
yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus.

Pada lingkup Pemda Kabupaten Enrekang, jumlah pemangku jabatan
fungsional tertentu cenderung mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.
Tahun 2015, sebanyak 3.625 orang menempati jabatan ini, setahun kemudian
jumlahnya naik jadi 3.642 orang dan tahun 2017 bertambah lagi jadi 3.819
orang. Angka tahun 2017 yang tertinggi selama lima tahun terakhir, sebab
setalah itu terjadi penurunan tajam menjadi 3.556 orang tahun 2018 dan naik
kembali sampai 3.773 orang.

Umumnya ada dua penyebab turunnya jumlah pejabat fungsional,
pertama, karena sebagian besar sudah menghadapi masa pensiun atau kedua,
ketertarikan ASN untuk beralih dari jabatan struktural ke fungsional
berkurang. Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab beberapa keterampilan
khusus seperti fungsional perencana, peneliti, analis kebijakan adalah sangat
dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan publik yang

berkualitas.
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Gambar 2.83
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten
Enrekang Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Enrekang

2.4.8 Penelitian dan pengembangan
2.4.8.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Aktivitas penelitian dan pengembangan (Litbang) pada dasarnya
merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Jika
mampu menghasilkan produk Litbang berkualitas bisa menjadi dasar untuk
membangun konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dan
kemudian mengeluarkan rekomendasi kebijakan tentang cara mengatasi
berbagai masalah pembangunan daerah. Mengingat pentingnya aktivitas
Kelitbangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk membentuk perangkat daerah
yang menjalankan tugas-tugas Kelitbangan.

Setelah membentuk lembaga Litbang, pemerintah berupaya agar kegiatan
Kelitbangan bisa berjalan terarah dan menjadi dasar dalam menyusun
kebijakan publik. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri
mengeluarkan Permendagri No. 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian
Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
Selain menegaskan kembali pentingnya peran lembaga Litbang, regulasi ini
menekankan perlu adanya peta jalan (roadmap) Kelitbangan dalam lima tahun
dan rencana tahunan Kelitbangan. Rencana Kelitbangan lima tahunan disebut
dalam regulasi sebagai Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan wajib
diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan harapan semua
aktivitas Kelitbangan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan. Meski
begitu, faktanya banyak daerah yang tidak menjalankan sepenuhnya rencana
Kelitbangan.

Salah satu daerah yang implementasi rencana Kelitbanganya rendah
adalah Kabupaten Enrekang diukur dari indikator persentase implementasi
rencana yang menurun dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015, Badan Litbang

mampu mengimplementasikan 88 persen rencana Kelitbangan, tapi tahun 2016



- 120 -

dan 2017 angkanya turun signifikan ke level 22 persen. Walaupun dua tahun
kemudian mengalami kenaikan jadi 44 persen, tapi dibandingkan dengan angka
empat tahun lalu, capaian tersebut hanya setengahnya.

Menurut Badan Litbang Kemendagri, penyebab belum optimalnya kinerja
Badan Litbang di daerah disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, kuantitas
dan kualitas peneliti di Badan Litbang masih sangat terbatas sehingga
memungkinkan menyusun rencana induk yang tidak berbasis masalah.
Kesalahan dalam merumuskan peta jalan Kelitbangan berdampak pada tidak
rendahnya tingkat implementasi rencana. Kedua, keterbatasan anggaran untuk
kegiatan Kelitbangan merupakan faktor penyebab mengapa implementasi
rencana Kelitbangan tidak mampu direalisasikan. Ketiga, adalah kultur
birokrasi yang terbiasa merumuskan kebijakan publik tanpa dukungan
penelitian dan pengembangan sebelumnya, sehingga merasa kegiatan
Kelitbangan tidak begitu penting dilaksanakan. Tidak hanya itu, Badan
Kelitbangan daerah juga masih berhadapan dengan banyak tantangan,
terutama terkait dengan pemanfaatan hasil Litbang.

Gambar 2.84
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

88%

2015 2017 2018 2019

Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.8.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Regulasi tentang aktivitas Kelitbangan tidak hanya menekankan pada
penelitian, tapi juga pada penerapan hasil Litbang. Dalam PP No. 17 Tahun
2016 disebutkan bahwa penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian,
pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke
dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
Artinya, hasil Litbang harusnya tidak hanya berakhir menjadi dokumen semata
tapi perlu upaya tindak lanjut untuk mengimplementasikan.

Sama halnya dengan implementasi rencana Kelitbangan, persentase
pemanfaatan hasil Litbang Kabupaten Enrekang juga turun. Tahun 2019,

angkanya persis sama dengan indikator sebelumnya yaitu 44 persen, padahal
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tahun 2015 sempat mencapai 88 persen. Ada beberapa faktor yang mungkin
menyebabkan rendahnya pemanfaatan hasil Litbang di lingkup pemerintah
daerah Kabupaten Enrekang. Pertama, Kemampuan untuk menerjemahkan
hasil penelitian menjadi kebijakan publik masih sangat terbatas. Hal tersebut
merupakan pengaruh dari keterbatasan kapasitas tenaga peneliti di masing-
masing perangkat daerah. Kedua, Kualitas hasil penelitian yang tidak memadai
sehingga tidak mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah,
termasuk tata kelola pemerintahan sehingga sulit untuk dimanfaatkan. Ketiga,
fungsi pengawasan terkait dengan pemanfaatan hasil Litbang masih terbatas
sehingga sangat memungkinkan OPD tidak menggunakan hasil Kelitbangan
dalam menyusun program dan kegiatan.

Gambar 2.85
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019

88%

2015 2017 2018 2019

Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang

2.4.8.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan
Inovasi Daerah

Tahapan selanjutnya setelah kegiatan penelitian dilakukan adalah
mentransformasi hasilnya menjadi sesuatu yang baru dan berguna bagi
penyelesaian masalah pembangunan daerah, khususnya pada tata kelola
pemerintahan. Untuk itu, salah satu indikator keberhasilan kegiatan penelitian
adalah ketika mampu menghasilkan produk baru yang bisa mengatasi masalah.

Selain disebut dalam Permendagri No. 17 Tahun 2016, tentang pedoman
penelitian dan pengembangan pemerintah daerahyang juga dipayungi oleh PP
No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Dalam regulasi dijelaskan bahwa
inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang ditargetkan pada tiga hal yaitu peningkatan
pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan
daya saing daerah. Agar target tersebut bisa dicapai, salah satu tugas Badan
Litbang Daerah adalah melaksanakan fasilitasi terhadap perangkat daerah

dalam penerapan inovasi.
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Di Kabupaten Enrekang, tugas memfasilitasi perangkat daerah dalam
penerapan inovasi sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari indikator
persentase perangkat daerah yang difasilitasi. Sepanjang tahun 2015-2019
perangkat daerah dalam lingkup Pemda Kabupaten Enrekang yang difasilitasi
sudah mencapai 100 persen.

Gambar 2.86

Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten
Enrekang Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang
2.4.8.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Inovasi dari kegiatan penelitian umumnya dapat dikelompokkan menjadi
dua yaitu produk dan pengetahuan baru. Dalam bentuk produk misalnya
teknologi pertanian, aplikasi pesan-antara makanan, dll, sementara
pengetahuan bisa berbentuk konsep atau ide baru yang impact-nya
menyelesaikan masalah.

Walaupun proporsi implementasi kegiatan Kelitbangan di Kabupaten
Enrekang menurun dalam lima tahun terakhir, sementara tugas Badan Litbang
memfasilitasi perangkat daerah menerapkan inovasi, tapi persentase kebijakan
inovasi yang diterapkan masih rendah, meskipun terjadi kenaikan di tahun
2018. Sepanjang tahun 2015-2017, persentase penerapan inovasi hanya 30
persen dari total inovasi yang diusulkan. Angkanya baru menaik di tahun 2018
menjadi 34 persen dan tidak berubah hingga tahun 2019. Capaian ini masih
sangat rendah karena masih 66 persen inovasi yang belum diterapkan.

Gambar 2.87
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2019
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Sumber: Bappeda-Litbang Kabupaten Enrekang
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2.4.9 Pengawasan
2.4.9.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan
keuangan pemerintah daerah juga menyampikan sejumlah rekomendasi yang
harus ditindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang. Kewajiban menindaklanjuti
rekomendasi BPK tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib
menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau
penjelas tentang tidak lanjut tersebut disampaikan kepada BPK paling lambat
60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Jika tidak memberikan
tindak lanjut dengan alasan yang jelas, maka UU ini juga mengatur tentang
sanksi yaitu setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk
menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
banyak Rp. 500 juta

Selain harus menanggapi rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan,
Pemda juga diwajibkan menindaklanjuti temuan dari Tim Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP). Hal tersebut penting, karena selain perintah
Permendagri No. 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Fungsional, ini juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah yang
baik. Artinya temuan APIP berkaitan dengan cara pejabat menjalankan roda
pemerintahan, terutama berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,
sehingga sangat penting bagi Pemda menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Namun, melihat data persentase tindak lanjut temuan lima tahun
terakhir yang cenderung turun, menunjukkan bahwa Pemda Enrekang tidak
serius menindaklanjuti temuan dari lembaga pemeriksa. Tahun 2015,
persentase tindak lanjut temuan sudah mencapai angka 87 persen dan naik
sampai 91 persen tahun 2016. Namun tiga tahun kemudian, secara berturut-
turut angka tersebut menurun, awalnya hanya 80 persen di tahun 2017,
kemudian jadi 79 persen untuk tahun 2018, dan akhirnya pada tahun 2019

turun drastis hanya 43 persen.
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Gambar 2.88
Persentase Tindak Lanjut Temuan Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Enrekang
Tahun 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Inspektorat Kabupaten Enrekang

Tahun 2019, BPK menemukan banyak kekeliruan dalam LKPD
Kabupaten Enrekang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas
LKPD Pemda Enrekang di BAB tentang Hasil Pemeriksaan Atas Sistem
Pengendalian Intern. Beberapa temuan tersebut adalah;

1. Kesalahan Penganggaran Atas Belanja Daerah Tahun 2019 pada Tiga
OPD yaitu Dinas Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang (Perkim),
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPKD. Kesalahan ini
mengakibatkan;

a. Belanja pegawai kurang saji sebesar Rp6.620.634.000.

b. Belanja barang dan jasa lebih saji sebesar Rp6.620.634.000.

c. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan lebih saji sebesar
Rp3.811.972.320.

d. Belanja hibah lebih saji sebesar Rp63.600.000 dan kurang saji
sebesar Rp3.811.972.320.

2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan Belum Tertib. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya
penyalahgunaan atas penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.

3. Pengelolaan Belanja Pegawai pada Dua OPD Belum Tertib. Kondisi
tersebut mengakibatkan;

a. Belanja Pegawai lebih sebesar Rp4.998.500,00 atas pembayaran
gaji kepada pegawai yang sudah pensiun.

b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah
atas gaji yang belum disalurkan kepada pegawai yang berhak.

4. Pemberian Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat pada Kegiatan
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Belum Sesuai
Persyaratan. Kondisi tersebut mengakibatkan pemberian hibah barang
berpotensi tidak tepat sasaran dan peruntukannya sebesar
Rp209.998.800.
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5. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Tertib. Kondisi

tersebut mengakibatkan;

a. Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disajikan dalam Neraca
per 31 Desember 2019 berupa kendaraan dinas yang belum
diketahui keberadaannya namun masih memiliki masa manfaat,
tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp77.661.195,75;

b. Beban penyusutan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin kurang saji
sebesar Rp49.028.250,40 dan beban penyusutan Aset Tetap
Gedung dan Bangunan PJU kurang saji sebesar
Rp1.940.870.333,91 serta akumulasi penyusutan masing-masing
sebesar Rp247.901.824,48 dan Rp7.509.392.931,94;

c. Membuka peluang gugatan dari pihak lain di kemudian hari atas
aset tanah yang kurang optimal pengamanannya;

d. Membuka peluang penyalahgunaan aset kendaraan yang kurang

optimal dalam pengamanannya.

6. Prosedur Penghapusan Aset Tetap Gedung, Peralatan dan Mesin Belum

Memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan kehilangan potensi PAD dari
hasil penjualan bongkaran gedung, kendaraan dinas dan peralatan mesin

lainnya.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK juga memasukkan penyebab

kesalahan dengan harapan bahwa ke depannya Pemda dapat melakukan

perbaikan. Penyebab dari temuan BPK tersebut secara keseluruhan adalah;

1.

Kepala OPD terkait selaku pengguna anggaran kurang cermat dalam

mengusulkan penganggaran belanja sesuai substansinya.

. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam

melakukan verifikasi atas pengajuan anggaran sesuai dengan maksud

dan substansi kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

. Kepala Dinas Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran belum secara

optimal melakukan pengawasan atas rekening penampungan yang dalam

penguasaannya.

. Bendahara Umum Puskesmas kurang memahami peraturan terkait

penyetoran penerimaan daerah secara tepat waktu.

. Masih adanya data pegawai yang telah diterbitkan Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran (SKPP) di bulan April pada SIMGaji dimana
seharusnya setelah SKPP diterbitkan gaji pegawai tersebut sudah
terputus, sehingga menyebabkan gaji Mei masih berproses dan masuk ke

rekening bendahara gaji OPD.
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. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang

kurang optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas

pemberian bantuan berupa hibah barang;

. PPK dalam melaksanakan kegiatan tidak mempedomani mekanisme

pemberian hibah sesuai Perbup No. 123 Tahun 2019.

. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang dan Kepala OPD selaku

pengguna barang kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan

pengawasan atas pengelolaan aset tetap;

. Pengurus Barang Pengguna tidak cermat dalam Penatausahaan Aset

Tetap yang dalam pengurusannya.

10. Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang belum mengusulkan

11.

penyempurnaan Perbup Nomor 37 Tahun 2018 yang belum memuat
prosedur penjualan BMD dan prosedur kajian pertimbangan penjualan
BMD dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis serta belum adanya
proses tuntutan ganti kerugian daerah terhadap penanggung jawab
BMD yang hilang.

Kepala OPD selaku Pengguna Barang dalam mengajukan usul
pemusnahan dan penghapusan BMD tidak melakukan kajian

pertimbangan penjualan BMD dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

2.1.4.9.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Aparat Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam penyediaan

layanan publik pada suatu daerah. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara, ASN diberi tugas oleh peraturan perundang-undangan

untuk melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan

menjadi agen pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ketika menjalankan tiga tugas

utama tersebut, ASN diikat oleh beberapa larangan yang dituangkan dalam PP

No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ketika menjalankan tugas, ASN dilarang melakukan;

1. Menyalahgunakan wewenang;

. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga

terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;

3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

4. Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa

ditugaskan oleh pejabat Pembiba Kepegawaian;
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Memilbekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga
swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian;

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau

surat berharga milik negara secara tidak sah;

7. Melakukan pungutan diluar ketentuan;

8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

10.
11.

12.
13.

14.

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau

pekerjaan;

Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

Melakukan tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon

Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Calon anggota dewan Perwakilan Daerah, ataucalon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. Ikut kampanye;

b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS;

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

e. Membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye;

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Berdasarkan data dari BKD dan Inspektorat Kabupaten Enrekang,

pelanggaran ASN ketika menjalankan tugasnya masih terjadi, namun tingkat

pelanggaran rendah. Hal tersebut dapat diukur dari angka persentase
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pelanggaran pegawai untuk lima tahun terakhir. Tahun 2015, pegawai yang
melakukan pelanggaran hanya 0,08 persen dari total pegawai, mengecil jadi
0,04 persen setahun kemudian. Tahun 2017, sempat terjadi kenaikan 0,05
persen, sebelum akhirnya di tahun 2018 tidak ada satupun pegawai yang
melakukan pelanggaran. Capaian positif tahun 2018, ternyata tidak mampu
dipertahankan di tahun 2019, justru tingkat pelanggaran naik di angka tertinggi
selama periode ini sebesar 0,14 persen. Meskipun angkanya dibawah 1 persen
(relatif rendah), tapi karena terjadi kenaikan signifikan tahun 2019, maka perlu

diberikan perhatian serius.

Gambar 2.89
Persentase Pelanggaran Pegawai di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
2015-2019
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2018 2019

Sumber: BKN dan Inspektorat Kabupaten Enrekang

2.4.9.3. Jumlah Temuan BPK

Hasil pemeriksaan BPK atas temuan pemeriksaan dibagi menjadi dua,
yaitu temuan atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Beberapa temuan terhadap hasil pemeriksaan
LKPD Kabupaten Enrekang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Atas
temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi yang tentu jika dijalankan
maka, kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terulang lagi.

Meskipun BPK Provinsi Sulawesi Selatan masih menemukan kesalahan,
namun dari sisi jumlah temuan, terjadi penurunan dalam kurun 2015-2019.
Tahun 2015, jumlah temuan BPK mencapai 31 temuan, namun setahun
kemudian angkanya turun drastis tersisa 19 temuan. Walaupun sempat naik
hingga 22 temuan di tahun 2017, tapi dua tahun selanjutnya jumlah temuan
kembali menurun, masing-masing 14 dan 13 temuan di tahun 2018 dan 2019.

Jumlah temuan BPK terhadap LKPD Kabupaten Enrekang memang
menurun, namun selain kuantitas temuan, Pemda juga mesti memperhatikan
kualitas temuan. Jika melihat temuan BPK dalam Hasil Pemeriksaan Atas
Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan potensi

kerugian negara dan kehilangan PAD sangat besar, meski kuantitas temuannya
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mungkin turun. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut telah disebutkan pada

bagian persentase tindak lanjut temuan.

Gambar 2.90
Jumlah Temuan BPK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Sumber: BPK Provinsi Sulawesi Selatan

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan
A. Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan Rkpd.

Evaluasi RKPD hingga semester II meliputi triwulan I, II, III dan IV tahun
2021 pada dua sisi, yakni pencapaian serapan anggaran dari sisi penggunaan
input, dan dari sisi pencapaian output dicermati pada pencapaian kinerja
keluaran dari implementasi program/kegiatan yang direncanakan sebagaimana
tertuang dalam RKPD Tahun 2021.

Penilaian capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan
RKPD Kab. Enrekang Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi
Renja Perangkat Daerah untuk semester II (Triwulan I, II, III dan IV) dan sesuai
amanat Permendagri 86 Tahun 2017. Untuk menilai tingkat capaian kinerja dan
realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti

yang terlihat pada tabel berikut :
Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021

No I;r;z;izji{niii?: Simbol Interval Nilai Realisasi Kinerja
1 Sangat Tinggi ST 91 % < 100 %

2 | Tinggi T 79 % < 90%

3 Sedang S 66 % < 78 %

4 | Rendah R 51 % <65 %

5 | Sangat Rendah SR <50 %

Pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap kegiatan dari setiap
program perangkat daerah dalam menjalankan setiap urusan pemerintahan

daerah. Tingkat serapan anggaran setiap perangkat daerah merupakan
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gambaran implementasi program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam

RKPD, dengan capaian masing-masing perangkat daerah berikut ini.

Capaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan RKPD
Pemda Kab. Enrekang Semester II TA. 2021

Realisasi Hingga Semester II Predik
No Perangkat Daerah (PD) Pagu Indikatif (TW L, II, III & IV) at )
Anggaran (Rp) Capaia
Rp % 1’1*)

Urusan Wajib Pelayanan 1,098,323,294,678 678,889,969,679 79.16 T
Dasar

1 Dinas Pendidikan & 373,230,513,008 305,702,272,352 81.91 T
Kebudayaan

2 Dinas Kesehatan 179,974,193,500 135,372,157,192 75.22
UPT RSUD Massenrempulu 83,958,923,808 56,876,244,885 67.74

4 Dinas Pekerjaan Umum 438,694,867,009 160,733,147,359 36.64 SR
dan Tata Ruang

5 Dinas Perumahan, 11,230,477,059 9,678,978,178 86.18 T
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan

6 Badan Penanggulangan 2,365,318,107 2,262,491,400 95.65 ST
Bencana Daerah

7 Satuan Polisi Pamong 6,132,320,217 5,537,718,510 90.30 T
Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan

8 Dinas Sosial 2,736,681,970 2,726,959,803 99.64 ST
Urusan Wajib Non 112,903,865,212 76,440,367,380 92.72 ST
Pelayanan Dasar

9 Dinas Ketahanan Pangan 2,535,377,381 2,478,839,196 97.77 ST

10 | Dinas Perhubungan 3,493,975,766 3,457,490,834 98.96 ST

11 | Dinas Lingkungan Hidup 7,625,730,227 7,529,526,393 98.74 ST

12 | Dinas Administrasi 3,648,856,673 3,492,140,327 95.71 ST
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

13 | Dinas Pemberdayaan 3,258,174,203 2,926,662,319 89.83 T
Perempuan dan
Perlindungan Anak

14 | Dinas Pengendalian 9,078,616,402 8,646,715,507 95.24 ST
Penduduk dan Keluarga
Berencana

15 | Dinas Koperasi, Usaha 3,592,214,191 3,520,721,872 98.01 ST
Kecil Menengah, Tenaga
Kerja & Transmigrasi

16 | Dinas Penanaman Modal 2,749,900,395 2,691,437,288 97.87 ST
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

17 | Dinas Kepemudaan dan 61,235,688,783 26,385,194,153 43.09 SR
Olahraga dan Pariwisata

18 | Badan Kesatuan Bangsa 2,416,175,069 2,340,971,957 96.89 ST
dan Politik

19 | Dinas Komunikasi, 5,042,516,232 4,837,561,485 95.94 ST
Informatika, Persandian
dan Statistik

20 | Dinas Perpustakaan dan 3,359,055,496 3,282,929,890 97.73 ST
Kearsipan

21 | Dinas Pemberdayaan 4,867,584,394 4,850,176,159 99.64 ST
Masyarakat dan Desa
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Realisasi Hingga Semester II Predik
No Perangkat Daerah (PD) Pagu Indikatif (TW I, II, IIT & IV) at .
Anggaran (Rp) Capaia
Rp % 1’1*)
Sekretariat Daerah dan 68,892,489,675 61,985,362,637 89.79 T
Kecamatan
22 | Sekretariat Daerah 36,225,009,859 31,836,077,129 87.88 T
23 | Kecamatan Enrekang 5,397,300,760 5,375,956,049 99.60 ST
24 | Kecamatan Alla 4,357,464,344 4,357,464,344 100.00 ST
25 | Kecamatan Anggeraja 3,905,347,349 3,613,283,129 92.52 ST
26 | Kecamatan Baraka 3,956,623,333 3,620,866,720 91.51 ST
27 | Kecamatan Maiwa 2,889,965,580 2,652,596,787 91.79 ST
28 | Kecamatan Bungin 1,797,891,631 1,697,655,989 94 .42 ST
29 | Kecamatan Cendana 1,423,950,879 1,148,346,306 80.65 T
30 | Kecamatan Curio 1,755,013,444 1,516,722,062 86.42 T
31 | Kecamatan Buntu Batu 1,640,075,240 1,479,684,366 90.22 T
32 | Kecamatan Malua 2,553,281,744 2,215,514,765 86.77 T
33 | Kecamatan Masalle 1,331,471,892 1,116,776,263 83.88 T
34 | Kecamatan Baroko 1,659,093,620 1,354,418,728 81.64 T
Urusan Pilihan 31,455,054,959 26,130,082,801 72.93 S
35 | Dinas Tanaman Pangan, 31,149,560,871 28,226,280,257 90.62 T
Holtikultura dan
Perkebunan
36 | Dinas Peternakan dan 5,888,972,138 5,594,005,321 94.99 ST
Perikanan
37 | Dinas Perindustrian dan 50,828,949,955 16,859,379,533 33.17 SR
Perdagangan
Penunjang Urusan 242,926,780,355 228,893,388,666 92.16 ST
38 | Badan Perencanaan 5,882,164,873 5,531,288,161 94.03 ST
Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
39 | Badan Keuangan dan Aset 189,637,823,912 181,590,139,239 95.76 ST
Daerah
40 | Badan Pendapatan Daerah 6,130,830,882 5,282,084,094 86.16 T
41 | Badan Kepegawaian dan 5,954,643,788 5,783,127,773 97.12 ST
Pengembangan SDM
42 | Inspektorat Daerah 10,157,992,408 9,860,025,928 97.07 ST
43 | Sekretariat DPRD 25,163,324,492 20,846,723,471 82.85
TOTAL KABUPATEN 1,554,501,484,879 1,072,339,171,163 85.35 T
ENREKANG

Keterangan: *) ST = Sangat Tinggi, T = Tinggi, S = Sedang

Secara keseluruhan realisasi anggaran terhadap pagu indikatif yang telah
ditetapkan untuk setiap perangkat daerah, yang menggambarkan serapan
anggaran Kabupaten Enrekang hingga semester II (triwulan I, II, III & IV)
mencapai 85,35 persen dari total pagu indikatif belanja daerah untuk
implementasi program/kegiatan yang mencapai Rp 1.1554.501.484.879,-

Artinya, hingga akhir tahun capaian serapan anggaran tinggi, akan tetapi
tidak mencapai target 100 persen. Pencapaian yang tidak maksimal ini

merupakan akibat dari pandemic Covid-19.



- 132 -

Urusan wajib non pelayanan dasar dan penunjang urusan meruapak
urusan yang realisasinya tinggi namun belum mencapai target 100 %.
Penyelenggaraan urusan ini merupakan tingkat realisasi anggaran yang
tertinggi dibandingkan dengan urusan pemerintahan daerah lainnya, seperti

ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Perbandingan Pencapaian Realisasi Anggaran Semester II Berdasarkan Kelompok
Urusan Dalam RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2021 (persen)

92,72
100,00 79,16
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
Urusan Urusan Sekretariat Urusan Penunjang
Wajib Wajib Non = Daerah dan Pilihan Urusan
Pelayanan Pelayanan Kecamatan
Dasar Dasar
M Persentase 79,16 92,72 89,79 72,93 92,16

Rendahnya persentase realisasi anggaran urusan pilihan ini, terutama
karena rendahnya realisasi anggaran untuk urusan Dinas Perindustrian dan
perdagangan hanya mencapai 33.17 persen dari total pagu yang mencapai Rp
50,828,949,955,-.

Bila dicermati realisasi anggaran berdasarkan penyelenggaraan urusan
dari setiap perangkat daerah, terdapat sejumlah perangkat daerah yang telah
menyerap anggaran yang cukup baik, urusan wajib non pelayanan dasar dan
penunjang urusan cukup kuat dalam mendorong pencapaian daya serap
anggaran tingkat kabupaten. Gambaran perbandingan persentase realisasi

anggaran per perangkat daerah dapat dicermati pada gambar berikut ini.
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TOTAL KABUPATEN ENREKANG

SEKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMABNGUNAN PENELITIAN...

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN..

KECAMATAN BAROKO

KECAMATAN MASALLE

KECAMATAN MALUA

KECAMATAN BUNTU BATU
KECAMATAN CURIO

KECAMATAN CENDANA

KECAMATAN BUNGIN

KECAMATAN MAIWA

KECAMATAN BARAKA

KECAMATAN ANGGERAJA

KECAMATAN ALLA

KECAMATAN ENREKANG

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK...

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN..

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN...

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA..
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA..
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN..

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN

DINAS SOSIAL

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN ...

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
UPT RSUD MASSENREMPULU

DINAS KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

82,85
97,07
97,12

86,16
95,76

33,17
94,99

81,64
83,88
86,77

86,42
80,65

91,79
91,51

100,00
99,60
87,88
99,64
CYRE]

96,89

97,87
98,01

89,83
95,71
98,74
98,96
97,77
99,64

86,18

67,74
75,22

81,91
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Gambar di atas menunjukkan kinerja serapan anggaran tertinggi
dicapai oleh Kecamatan Alla yang telah mencapai 100,00 persen hingga
triwulan keempat, akhir semester II ini. Terdapat empat perangkat daerah
lainnya yang realisasi anggaran di bawah 75 persen, yakni Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang (36,64%), Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan
Pariwisata (43,09%), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (33,17) dan UPT
RSUD Massenrempulu (67,74 %). Realisasi tahun ini berpengaruh terkait
dengan adanya Dana PEN yang proses pencairannya terlambat sehingga
mempengaruhi pekerjaan dilapangan. Bukan hanya untuk implementasi
program/kegiatan semata, tetapi juga membantu masyarakat dalam
menghadapi kondisi wabah Pandemik Covid-19 ini.

Secara umum, serapan anggaran pada sejumlah perangkat daerah ini
terutama terkendala oleh wabah Pandemik Covid-19 yang membatasi
aktivitas ASN dalam mempersiapkan dan merealisasikan program dan
kegiatannya.

Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing Perangkat
Daerah lingkup Pemda Kab. Enrekang pada Semester II (triwulan I, II, III dan
IV) TA. 2021, lebih jelasnya dapat dilihat pada Rekapitulasi Laporan
Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah TA. 2021 (Terlampir).

B. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan

Selain kinerja tingkat serapan anggaran dari sisi penggunaan input,
sumberdaya pembangunan yang diharapkan akan mendorong pencapaian
kinerja output dan outcome dari implementasi kegiatan dan program
perangkat daerah. Selanjutnya akan dicermati kinerja pelayanan dan
pembangunan dari sisi output atau keluaran dan hasil yang dicapai.
Sejatinya, serapan anggaran akan berkorelasi positif dengan capaian kinerja
output kegiatan dan outcome program perangkat daerah. Semakin tinggi
persentase realisasi anggaran, maka diharapkan capaian output dan outcome
kegiatan dan program juga akan semakin tinggi. Selengkapnya capaian
kinerja keluaran dari implementasi program/kegiatan yang diimplementasi
perangkat daerah lingkup Kabupaten Enrekang hingga akhir semester II,
triwulan I, II, III dan IV, ditunjukkan pada tabel berikut ini.
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Capaian Realisasi Kinerja Keluaran Semester II (Triwulan I, II, III & IV) RKPD
Kabupaten Enrekang Tahun 2020 (persen)

No Perangkat Daerah (PD) (;{?E:?: Pred.ika:c:
Keluaran (%) Sop
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 91,00 ST
2 Dinas Kesehatan 89,93 T
3 UPT RSUD Massenrempulu 96,83 ST
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 92,01 ST
5 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 96,25 ST
Pertanahan
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 81,99 T
7 Satuan Polisi Pamong Praja 86,94 T
8 Dinas Sosial 99,16 ST
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
9 Dinas Ketahanan Pangan 98,30 ST
10 | Dinas Perhubungan 92,29 ST
11 | Dinas Lingkungan Hidup 91,13 ST
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92,84 ST
13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 95,20 ST
Anak
14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 98,25 ST
Berencana
15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja 93,09 ST
& Transmigrasi
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 92,41 ST
Satu Pintu
17 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 98,98 ST
18 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 87,22 T
19 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Daerah 95,20 ST
20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 81,52 T
21 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 99,82 ST
Sekretariat Daerah dan Kecamatan
22 | Sekretariat Daerah 95,74 ST
23 | Kecamatan Enrekang 96,67 ST
24 | Kecamatan Alla 93,13 ST
25 | Kecamatan Anggeraja 94,25 ST
26 | Kecamatan Baraka 92,15 ST
27 | Kecamatan Maiwa 97,52 ST
28 | Kecamatan Bungin 97,06 ST
29 | Kecamatan Cendana 94,22 ST
30 | Kecamatan Curio 94,59 ST
31 | Kecamatan Buntu Batu 93,45 ST
32 | Kecamatan Malua 92,56 ST
33 | Kecamatan Masalle 96,53 ST
34 | Kecamatan Baroko 92,44 ST
Urusan Pilihan
34 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 92,00 ST
perkebunan
36 | Dinas Peternakan dan Perikanan 94,76 ST
37 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan 72,59 S
Penunjang Urusan
38 | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 94,41 ST
Pengembangan Daerah
39 | Badan Keuangan dan Aset Daerah 96,53 ST
40 | Badan Pendapatan Daerah 100.00 ST
41 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 96,66 ST
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Capaian .
No Perangkat Daerah (PD) Kinerja Predikat
Capaian®)
Keluaran (%)
42 | Inspektorat Daerah 95,00 ST
43 | Sekretariat DPRD 80,63 T
Rata-rata KABUPATEN ENREKANG 91,85 ST

Keterangan: *) S = Sedang, R = Rendah, SR = Sangat Rendah

Secara umum, meskipun capaian kinerja keluaran tergolong kategori
sangat tinggi (ST), tetapi dibandingkan dengan capaian kinerja serapan
anggaran, pencapaian kinerja keluaran Kabupaten Enrekang menunjukkan
hasil yang tidak mengecewakan. Hingga akhir semester II, capaian kinerja
keluaran kabupaten mencapai 91,85 persen. Jauh melebihi kinerja serapan
anggaran yang hanya mencapai 85,35 persen. Fakta ini mengindikasikan
efektivitas program/kegiatan pembangunan daerah yang diimplementasikan
oleh sejumlah perangkat daerah.

Sejumlah perangkat daerah yang patut mendapatkan apresiasi tinggi,
mengingat di tengah wabah Pandemik Covid-19 yang juga melanda
Kabupaten Enrekang, masih bisa menunjukkan kinerja keluaran yang cukup
baik. Bahkan hingga mencapai 100 persen dalam tahun anggaran 2021 ini,

Kinerja pencapaian keluaran ini memberi pengharapan yang besar bagi
perangkat daerah untuk menunjukkan hasil yang lebih besar dari target yang
ditetapkan. Bukan hanya pada tingkat capaian keluaran, tapi juga pada
pencapaian kinerja outcome (hasil) dari implementasi program pembangunan
daerah/program perangkat daerah yang lebih besar dari yang diharapkan.
Sehingga lebih jauh dari itu, akumulasi capaian outcome dari setiap
perangkat daerah bersangkutan diharapkan akan mengakumulasi
pencapaian impact dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hingga
akhir periode RPJMD Kabupaten Enrekang yang akan datang.

Perbandingan capaian kinerja keluaran kegiatan perangkat daerah

hingga akhir semester II, dapat dicermati pada gambar berikut ini:
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Perbandingan Pencapaian Kinerja Kegiatan Semester II(Triwulan I, II, III & IV) Perangkat
Daerah Dalam RKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2021 (persen)

F

SEKRETARIAT DPRD

INSPEKTORAT DAERAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KECAMATAN BAROKO

KECAMATAN MASALLE

KECAMATAN MALUA

KECAMATAN BUNTU BATU
KECAMATAN CURIO

KECAMATAN CENDANA

KECAMATAN BUNGIN

KECAMATAN MAIWA

KECAMATAN BARAKA

KECAMATAN ANGGERAJA

KECAMATAN ALLA

KECAMATAN ENREKANG

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DINAS SOSIAL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
UPT RSUD MASSENREMPULU

DINAS KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

.

Realisasi

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN...

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN...

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK...

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU...
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA...
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA...
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN...

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN...

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN...

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN...

60,00

80,63

72,59
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91,00
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81,52 !
87 2

9 13
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™

95,00
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100,00
96,53
94,41

94,76
92,00
92 .44

96,53
92,56
93 45

94,59

94,22

97,06

97,52
92,15

94,25
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98 98
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98,25
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Z 84

2 29

98,30
| 99,16
4

| 96,25
2 01
| 96,83

80,00 100,00 120,00 ‘

Rata-rata kinerja keluaran Kabupaten Enrekang yang mencapai 91,85

persen dikontribusikan oleh perangkat daerah yang menunjukkan kinerja

keluaran yang lebih besar dari rata-rata kabupaten. Terdapat 7 perangkat

daerah yang pencapaian dibawah rata-rata kinerja kabupaten.
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C. Hambatan dan Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan Hingga Triwulan IV

Tahun 2021

Berbagai hambatan yang dihadapi perangkat daerah dan kecamatan
dalam implementasi program/kegiatan pembangunan daerah/perangkat
daerah hingga akhir semester II tahun 2021 ini. Hambatan dan dan kendala
yang dihadapi baik yang berasal dari lingkungan internal maupun berasal
dari lingkungan eksternal. Secara umum, kendala dan hambatan terbesar
yang dihadapi berasal dari lingkungan eksternal, terutama terkait wabah
Pandemik Covid19. Lingkungan eksternal akibat Covid19 ini menciptakan
lingkungan internal perangkat daerah dan Kabupaten Enrekang secara
umum mengalami kondisi uncertainty (ketidakpastian) dalam beberapa
waktu, sehingga menyulitkan implementasi program/kegiatan pemerintah
daerah oleh sejumlah perangkat daerah dan kecamatan. Dampak lingkungan
eksternal tersebut juga berdampak pada kondisi lingkungan eksternal,
sehingga perangkat daerah dan kecamatan menghadapi kendala dan
hambatan dalam implementasi program/kegiatannya, antara lain:

1. Terlambatnya penetapan DPA perangkat daerah;

2. Terlambatnya penyelesaian desain gambar perencanaan, sehingga
proses pengadaan barang dan jasa juga terlambat, baik yang melalui
proses lelang maupun yang berupa penunjukan langsung dan
swakelola;

3. Dinamisnya perubahan regulasi/kebijakan dari pemerintah dan
pemerintah daerah provinsi;

4. Tidak optimalnya koordinasi dan konsolidasi, baik internal perangkat
daerah maupun lintas perangkat daerah dalam rangka percepatan
pelaksanaan kegiatan;

Hambatan dan kendala ini mampu dikendalikan, dikelola dan
diminimalkan untuk implementasi program/kegiatan pembangunan

daerah/perangkat daerah berikutnya hingga akhir tahun 2021.
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022
Kabupaten Enrekang termasuk satu dari beberapa yang masih mencatat
laju pertumbuhan ekonomi positif saat daerah lain pertumbuhannya
terkontraksi saat pandemi belum sepenuhnya bisa dikendalikan tahun 2020.
Tahun 2020, ekonomi Kabupaten Enrekang tumbuh 1,25 persen, turun
dibandingkan tahun 2019 yang mencatat angka 5,43 persen. Angka ini
menempatkan Kabupaten Enrekang sebagai daerah dengan pertumbuhan
tertinggi ke enam setelah Kabupaten Soppeng, Gowa, Sinjai, Luwu Timur, dan
Luwu. Meski begitu, patut dicermati lebih mendalam karena sebelum pandemi,
pertumbuhan ekonomi Enrekang sudah mengalami pelambatan dari 6,84

persen tahun 2017 ke 3,26 persen tahun 2018.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021 (%)

6,86

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

Pertumbuhan positif ditengah pandemi membuat proses pemulihan
(recovery) ekonomi Kabupaten Enrekang lebih cepat dibandingkan daerah lain,
dilihat dari angka pertumbuhan tahun 2021 yang mencapai 6,36 persen, lebih
tinggi dibandingkan tahun 2019 (setahun sebelum pandemi) yaitu 5,43 persen.
Ada dua argumentasi yang bisa menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi
Enrekang, pertama, fluktuasi pertumbuhan Kabupaten Enrekang tidak ada
kaitannya dengan pandemi dan lebih disebabkan persoalan struktur ekonomi
semata atau kedua, pandemi memberi dampak besar terhadap ekonomi
Enrekang dan bisa memulihkan diri lebih cepat. Jika benar bahwa

pertumbuhan ekonominya tahun 2020 anjlok karena pandemi, maka pemuihan
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ekonomi Kabupaten Enrekang termasuk yang tercepat di Provinsi Sulawesi
Selatan. Hanya beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang pertumbuhan
ekonominya di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, namun pola
pertumbuhanya cenderung mirip yaitu beberapa tahun sebelum pandemi, tren
pertumbuhanya memang melambat. Beberapa daerah tersebut diantaranya
yaitu Kabupaten Wajo yang ditahun 2019 hanya tumbuh 4,06 persen dan tahun
2021 6,77 persen, Kabupaten Maros dari 1,24 persen ke 1,36 persen, dan
Kabupaten Sidrap dari 4,65 persen ke 5,54 persen.

Kecepatan proses pemulihan sebuah perekonomian setelah diterpa krisis
secara teoritis dikelompokkan menjadi lima yaitu skenario sangat optimistik
yang digambarkan dengan kurva pertumbuhan ekonomi berbentuk Z, skenario
optimis digambarkan dengan Kurva V, agak pesimis digambarkan mirip Kurva
U atau seperti logo sepatu Nike (nike swoosh curve), skenario pesimis dengan
kurva membentuk huruf W, dan skenario sangat pesimis yang pertumbuhan
ekonominya membentuk grafik seperti huruf L. Pola pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Enrekang mirip dengan kurva Z atau masuk dalam skenario sangat
optimis karena pertumbuhan ekonominnya di tahun 2021 lebih tinggi dari

periode pra pandemi yaitu tahun 2019.

Gambar 3.2
Skenario Sangat Optimis: Kurva Z

GDP

Sumber: www.brookings.edu

Kecepatan pemulihan ekonomi pasca krisis dipengaruh oleh beberapa
faktor kemampuan dan keinginan rumah tangga membelanjakan pendapatan
mereka. Jika rumah tangga tidak kehilangan pendapatan selama periode kirisis
dan cenderung menyimpan atau menunda konsumsi mereka, maka pemulihan
ekonomi bisa berlangsung dengan cepat. Selama periode pandemi tahun 2020,
masyarakat di Kabupaten Enrekang tidak kehilangan pendapatan, tapi lebih
kepada menunda konsumsi, maka kemungkinan itu yang menyebabkan

ekonomi Enrekang pulih lebih cepat dari daerah lain. Faktor kedua adalah
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kemampuan keuangan negara mengatasi pandemi, ketiga adalah kemampuan
pelaku bisnis untuk pulih lebih cepat (besaran investasi yang dikeluarkan
setelah pandemi), dan keempat adalah periode waktu untuk mempertemukan
antara perusahaan dan tenaga kerja (lost human capital). Untuk menguji apakah
empat faktor tersebut yang menyebabkan Kabupaten Enrekang pulih lebih
cepat atau mungkin perekonomian Kabupaten Enrekang sebenarnya tidak
terdampak besar oleh pandemi, maka pelu dilihat perkembangan lapangan
usaha dan sisi pengeluaran.

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang ditentukan oleh
tiga sektor usaha yaitu pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi dilihat
dari kontribusi sektor tersebut terhadap pembentukan nilai tambah. Lapanagan
usaha pertanian menyumbang rerata 39,81 persen terhadap PDRB, industri
pengolahan 13,22 persen, dan sektor konstruksi berkontribusi 12,59P persen.
Penilaian dampak pandemi terhadap perekonomian Kabupaten Enrekang
dilihat saja pada tiga sektor ini (terutama sektor pertanian karena kontribusinya
lebih dari 1/3 PDRB Enrekang), jika pertumbuhan ekonomi ketiga sektor anjlok
karena pandemi, maka secara bisa diklaim bahwa perekonomian Kabupaten
Enrekang terdampak parah oleh pandemi, begitupun sebaliknya.

Tahun 2017, sektor pertanian Kabupaten Enrekang pernah tumbuh 5,79
persen dan tiba-tiba terkontraksi di tahun 2018 sebesar -3,26 persen, sebelum
melaju di tahun 2019 menjadi 5,08 persen. Saat masa pandemi, nilai tambah
sektor pertanian memang kembali turun jadi 0,18 persen, tapi penurunan
tersebut masih lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang mencatat
pertumbuhan negatif padahal tidak ada kondisi kahar (krisis) ditahun tersebut.
Setelah pandemi bisa dikendalikan, tahun 2021 sektor pertanian kembali
mencatat pertumbuhan signifikan yaitu 10,23 persen, tertinggi dalam satu
dekade terakhir.

Anjolknya pertumbuhan sektor pertanian tahun 2018 dan 2020,
kemungkinan disebabkan persoalan yang sama yaitu persoalan struktural
disektor pertanian, bukan karena pandemi. Argumentais tersebut dipertegas
oleh survei BPS yang menemukan bahwa sektor paling terdampak pandemi
adalah usaha akomodasi dan makan/minum, jasa lainnya, sektor transportasi
dan pergudangan, konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan,
sementara sektor pertanian dianggap sebagai salah satu lapangan usaha yang
bisa bertahan ditengah pandemi karena tidak ada pelarangan usaha pada
sektor ini. Justru sektor pertanian dianggap sebagai penopang pertumbuhan

saat sektor-sektor lain terjerembab, bahkan pertumbuhannya negatif. Oleh
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karena itu, dugaan bahwa anjloknya pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten
Enrekang tahun 2020 bukan disebabkan karena pandemi, tapi dominan oleh
faktor alamiah dan faktor teknis budidaya pertanian, sehingga pemerintah
daerah hanya perlu fokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Kontribusi paling besar terhadap sektor pertanian Kabupaten Enrekang
adalah tanaman hortikultura semusim mencapai rerata lebih dari 30 persen
terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertanian. Salah satu jenis
tanaman holtikultra yang berkontribusi besar terhadap nilai tambah sektor
pertanian Kabupaten Enrekang adalah bawang merah. Bawang merah
merupakan komoditas andalan di Kabupaten Enrekang dan menjadi komoditas
ekspor. Saat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang terkontraksi di tahun
2018, disaat bersamaan produksi bawang merah juga mengalami penurunan
dari 1.116.123 kuintal tahun 2017 menjadi hanya 735.811 kuntal, sebelum
akhirnya meningkat dua tahun berturut-turut yaitu 1.028.726 kuintal tahun
2020 dan 1.509.113 tahun 2021. Kenaikan produksi bawang merah turut
mendorong pertumbuhan dari 0,18 persen ke 10,23 persen.

Selain bawang merah, komoditas pertanian lainnya yang juga punya andil
besar terhadap pembentukan nilai tambah sektor pertanian Kabupaten
Enrekang adalah jagung. Wilayah Enrekang Utara, Kabupaten Enrekang, yang
meliputi Desa Tallu Bamba, Desa Temban dan Buttu Batu, masih menjadi
pemasok terbesar jagung kuning di Bumi Massenrempulu untuk mendukung
swasembada pangan, termasuk pemasok pakan ternak wilayah Ajattapareng
dan sekitarnya. Tahun 2021, Enrekang menghasilkan 93.239,80 ton,
bertambah sebanyak 24.535,87 ton dibandingkan setahun sebelumnya yang
kuantitasnya hanya 68.703,93 ton. Kenaikan produksi jagung disebabkan
karena ada perbaikan infrastruktur pertanian dan penambahan luas tanam.

Bersama dengan bawang merah dan jagung, kopi juga patut dimasukkan
sebagai salah satu komoditas pertanian yang turut andil mempercepat
pemulihan perekonomian daerah. Dari beberapa komoditas perkebunan, kopi
menjadi produk pertanian yang memiliki area tanam terluas mencapai 17.706
hektar tahun 2021. Dengan lahan seluas itu, Kabupaten Enrekang bisa
memproduksi 8.963,90 ton sekaligus menempatkan daerah ini sebagai
penghasil kopi terbesar di Sulawesi Selatan, lebih tinggi dibandingkan produksi
kopi Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Tak hanya menghasilkan kopi,
tapi Kopi Enrekang sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan antar

daerah di Sulawesi Selatan, bahkan antar pulau dan ke pasar luar negeri.



- 143 -

Kabupaten Enrekang tahun 2016 mengekspor kopi arabika ke tiga negara yaitu
Korea Selatan, Australia dan Norwegia.

Pemulihan ekonomi Kabupaten Enrekang diuntungkan oleh sektor
pertanian karena dua sektor andalan lainnya yaitu industri pengolahan dan
konstruksi pemulihannya tidak secepat sektor pertanian. Tahun 2019, industri
pengolahan mencatat angka pertumbuhan impresif yaitu 16,68 persen, tapi saat
pandemi terkontraksi di level -2,34 persen, sementara sektor konstruksi
sebelum pandemi masih tumbuh 4,36 persen dan turun selama periode
pandemi ke 1,83 persen. Saat pandemi mulai terkendali dan sektor pertanian
tumbuh dua digit, industri pengolahan dan konstruksi masing-masing masih
tumbuh lebih rendah dibandingkan angka sebelum pandemi yaitu 1,93 persen
dan 3,17 persen.

Selain tiga sektor andalan tersebut, hampir semua lapangan usaha sudah
menunjukkan pemulihan pasca pandemi terkendali. Sebut misalnya sektor
perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang di
tahun 2020 pertumbuhanya turun ke level 1,21 persen, tahun 2021 sudah
melampaui pertumbuhan sebelum pandemi sebesar 5,26 persen. Sektor
transportasi dan pergudangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan
minum termasuk sektor yang paling terdampak oleh pembatasan mobilitas
masyarat sehingga pertumbuhan nilai tambahnya negatif yaitu -5,73 persen
dan -2,9 persen, namun setahun kemudian pertumbuhannya 8,03 persen (lebih
tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi dan 0,96 persen.

Keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi memang membuat
hampir semua lapangan usaha mulai proses pemulihan, tapi beberapa sektor
yang terdampak positif saat pandemi justru mengalami pelemahan saat kondisi
mulai normal. Sektor tersebut adalah sektor jasa pendidikan, sektor jasa
kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib. Ketiganya sempat mencatat laju
pertumbuhan 5,34 persen, 7,55 persen, dan 0,12 persen tahun 2020, tapi
setahun kemudian melambat di level 4,97 persen dan 6,22 persen, bahkan
sektor administrasi pemerintahan angkanya negatif yaitu -1,98 persen. Hal
tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian sebagai dampak dari kesuksesan
mengendalikan pandemi, permintaan terhadap jasa kesehatan perlahan
menurun dan belanja pemerintah yang sebelumnya ekspansif, perlahan
menurun.

Agar memontum positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang bisa

dijaga, maka produksitivitas sektor pertanian mesti menjadi perhatian serius
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pemerintah daerah, terutama pada empat sub sektor penyumbang nilai tambah
terbesar yaitu tanaman holtikultura semusim, tanaman pangan, tanaman
holtikultura tahunan, dan tanaman perkebunan. Magnitude pandemi terhadap
sektor pertanian pada dasarnya tidak sebesar sektor lain, tapi karena
momentum pandemi bersamaan dengan adanya gangguan (alamiah dan
masalah teknis budidaya) pada sektor pertanian, maka terlihat seolah-olah
pertanian terdampak parah.
Tabel 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2019-2021 (%)

Lapangan Usaha Tahun Tahun Tahun

2019 2020 2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

5,08 0,18 10,23
Pertambangan dan Penggalian

0,41 1,64 1,93
Industri Pengolahan

16,68 -2,34 3,99
Pengadaan Listrik, Gas

4,15 6,15 6,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

3,26 8,92 6,30
Konstruksi

4,36 1,83 3,17
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor 3,33 1,21 5,26
T tasi dan P d

ransportasi dan Pergudangan 3.14 573 8,03

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

8,57 -2,9 0,96
Informasi dan Komunikasi

4,24 11,24 11,30
Jasa Keuangan

3,06 0,83 4,45
Real Estate

5,42 5,29 3,95
Jasa Perusahaan

10,3 -1,32 1,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wasi 3,77 0,12 -1,98

jib

Jasa Pendidikan

6,81 5,34 4,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7,84 7,55 6,22
J Lai

asa Lamhya 9,95 1,41 8,63

Pertumbuhan Ekonomi

5,43 1,25 6,36

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang

Pemulihan ekonomi Kabupaten Enrekang dari sisi produksi sejalan
dengan kondisi pemulihan dari sisi pengeluaran pelaku ekonomi yaitu rumah
tangga, pemerintah, dan swasta/pengusaha. Pengeluaran konsumsi rumah

tangga merupakan komponen PDRB sisi pengeluaran paling besar proporsinya
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yaitu 57,80 persen tahun 2021. Saat pemerintah membatasi mobilitas
masyarakat, secara otonmatis aktivitas konsumsi masyarakat ikut terpengaruh,
apalagi di Kabupaten Enrekang belum berkembang aktivitas layanan berbasis
permintaan (on demand services) misalnya Gojek, Grab, Maxim, dll seperti di
Kota Makassar yang memungkinan rumah tangga tetap berbelanja meski tidak
bisa keluar rumah. Untuk berbelanja, mayoritas masyarakat Kabupaten
Enrekang masih harus bertatap muka antara pembeli dan penjual. Ini
menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga merosot dari 5,75 persen
tahun 2019 ke -0,88 persen tahun 2020. Hampir semua komponen pengeluaran
rumah tangga seperti pengeluaran untuk makanan, minuman dan rokok,
pengeluaran untuk pakaian dan alas kaki, pengeluaran transportasi,
komunikasi, rekreasi, dan budaya, pengeluaran hotel dan restoran, dan
pengeluaran lainnya tumbuh negatif, hanya dua komponen pengeluaran yang
mengalami kenaikan selama pandemi yaitu pengeluara perumahan, perkakas,
perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga dan pengeluaran untuk
kesehatan dan pendidikan.

Pembatasan mobilitas satu hal, tapi faktor lain yang juga kemungkinan
berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga pada masa pandemi
belum terkendali adalah penurunan pendapatan rumah tangga atau penundaan
konsumsi. Penurunan pendapatan tersebut bisa disebabkan karena
pengurangan gaji atau bahkan kehilangan gaji sama sekali karena pemutusan
hubungan kerja. Meski tak sebesar daerah-daerah lain, jumlah pengangguran
di Kabupaten Enrekang tahun 2020 mengalami kenaikan dari 2.317 orang
tahun 2019 menjadi 2.585 orang atau bertambah 268 orang dengan tingkat
pengangguran 2,15 persen tahun 2019 naik ke 2,44 persen tahun 2020.

Karena kenaikan jumlah pengangguran tidak begitu signifikan,
kemungkinan lain yang menjadi sebab anjoknya pertumbuhan konsumsi
rumah tangga adalah kesengajaan menunda konsumsi karena ketidakpastiaan
saat pandemi atau karena pembatasan mobilitas. Kemungkinan ini nampaknya
lebih relevan karena konsumsi riil per kapita dalam sebulan rumah tangga di
Kabupaten Enrekang sebenarnya tidak menurun, justru mengalami kenaikan
dari Rp.724.410 tahun 2019 ke Rp. 871.761. Indikasi lain adalah daya beli
masyarakat juga tetap mengalami kenaikan dilihat dari angka pengeluaran
perkapita disesuaikan yang bertambah dari Rp. 10,80 juta tahun 2019 ke Rp.
10,84 juta tahun 2020. Dua indikator ini memperkuat dugaan bahwa
pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus di tahun 2020 bukan disebabkan

karena penurunan pendapatan, tapi karena penundaan konsumsi.
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Setelah pemerintah mulai melonggarkan pembatasan mobilitas,
konsumsi rumah tangga kembali di level positif 0,56 persen, meski masih jauh
lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebelum pandemi. Walaupun begitu,
pertumbuhan sekecil itu sudah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi. Hal tersebut juga karena
pertumbuhan investasi swasta atau PMTDB yang di tahun 2020 hanya mampu
tumbuh 1,90 persen, setahun kemudian bisa mencapai 4,81 persen, sedikit
lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 dengan pertumbuhan 4,12 persen.
Pertumbuhan PMTDB sangat penting bagi perekonomian daerah karena
kontribusinya terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan PMTDB memang sempat mengalami drop tahun 2020 dari
4,12 persen ke 1,89 persen. Hal itu disebabkan oleh penurunan investasi swasta
pada komponen bangunan dan non bangunan masing-masing hanya mampu
tumbuh 4,25 pesen dan -2,15 persen. Ketidakpastian karena pandemi dan
penghentian kegiatan operasional membuat pengusaha kesulitan melakukan
ekspansi bisnis sehingga investasi mengalami penurunan. Jangankan swasta,
pemerintah daerah yang seharusnya menaikkan belanjanya selama periode
krisis justru mengalami penurunan belanja dari 4,97 persen ke -2,73 persen.
Seharsunya pengeluaran pemerintah daerah bersifat counter-cyclical ketika
terjadi krisis karena satu-satunya harapan perekonomian ketika krisis adalah
pemerintah, bukan malah terbawah arus, tapi karena ketergantungan. Meski
angka pertumbuhan pengeluaran pemerintah sudah positif tahun 2021 yaitu
0,22 persen tapi angkanya masih jauh lebih rendah dari kondisi pra pandemi.
Kondisi ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal daerah belum bisa diandalkan
sebagai instrumen pemulihan jika terjadi gangguan terhadap perekonomian
daerah.

Tabel 3.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Enrekang Berdasarkan Komponen Pengeluaran
Tahun 2019-2021 (%)

Jenis Pengeluaran Tahun 2019 = Tahun 2020 = Tahun 2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,75 0,88 0,56
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 28,58 -5,74 0,12
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,97 273 0,22
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 4,12 1,89 4,81
Perubahan Inventori 0,00 25,57 0,00
Net Ekspor Barang dan Jasa 0,00 -7,19 0,00
Pertumbuhan Ekonomi 5,43 1,25 6,36

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang
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Momentum pemulihan ekonomi Kabupaten Enrekang mestinya bisa
dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan. Untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, maka pemerintah
daerah perlu memfokuskan arah kebijakannya pada sektor-sektor yang punya
pengaruh besar, tidak hanya bagi Kabupaten Enrekang tapi juga berperan bagi
ekonomi regional atau perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Sektor-sektor
usaha tersebut bisa diketahui berdasarkan hasil perhitungan atau analisis shift
share.

Perhitungan shift share sektor usaha di Kabupaten Enrekang
menggunakan dua titik waktu yaitu tahun 2017 dan 2021. Dalam perhitungan
shift share ada tiga parameter penting yaitu pertumbuhan nasional (PN),
pertumbuhan proporsional (PP), dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW).
Pertumbuhan nasional menggambarkan perubahan produksi suatu wilayah
(dalam konteks ini adalah Kabupaten Enrekang) yang disebabkan oleh
perubahan produksi wilayah yang lebih luas (dalam konteks ini adalah Provinsi
Sulawesi Selatan), misalnya ada kebijakan pemerintah provinsi yang
mempengaruhi lapangan usaha di Kabupaten Enrekang. Pertumbuhan
proporsional adalah mengukur perubahan relatif (naik/turun) suatu sektor
daerah (Kabupaten Enrekang) terhadap sektor yang sama pada wilayah lebih
luas (Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan pangsa wilayah atau biasa
disebut dengan pergeseran diferesial atau dikenal juga dengan istilah
keunggulan kompetitif (daya saing) mengukur seberapa kompetitif sektor
tertentu daerah (Kabupaten Enrekang) dibanding wilayah yang lebih luas
(Provinsi Sulawesi Selatan). Jika nilai PPW positif berarti sektor tersebut
kompetitif, jika nilainya negatif artinya tidak kompetitif.

Berdasarkan hasil perhitungan shift share diketahui bahwa lapangan
usaha di Kabupaten Enrekang yang paling besar terdampak oleh pertumbuhan
ekonomi provinsi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor
konstruksi dilihat dari nilai PNij yang mencapai Rp. 320,98 miliar dan Rp.
111,65 miliar. Jika sektor pertanian dan konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan
bertumbuh satu persen, maka dampaknya terhadap sektor pertanian dan
konstruksi Kabupaten Enrekang mencapai Rp. 320,98 miliar dan Rp. 111,65
miliar. Selain dua sektor tersebut, sektor perdagangan, industri pengolahan,
dan sektor informasi komunikasi Kabupaten Enrekang juga relatif terkena
dampak cukup besar dari pertumbuhan sektor yang sama pada level provinsi
dilihat dari nilai Pnij masing-masing Rp. 83,68 miliar, Rp. 56,71 miliar, dan Rp.
35,59 miliar.
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Walaupun pertanian dan konstruksi Kabupaten Enrekang terkena
dampak paling besar terhadap pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan, tapi jika
pertumbuhan kedua sektor tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan sektor
yang sama pada level provinsi, maka hanya konstruksi yang hasilnya positif
yaitu Rp. 36,32 miliar, sedangkan pertanian nilainya -Rp. 79,11 miliar. Ini
menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Sulawesi
Selatan lebih cepat dibandingkan Kabupaten Enrekang, sementara
pertumbuhan konstruksi Kabupaten Enrekang relatif lebih cepat dibandingkan
sektor konstruksi di tingkat provinsi. Selain sektor pertanian, beberapa sektor
juga memiliki nilai PP negatif yaitu pertambangan, industri pengolahan,
transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi, jasa keuangan, real
estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya.

Daya saing sektor pertanian Kabupaten Enrekang lebih rendah jika
dibandingkan dengan daya saing sektor pertanian Provinsi Sulawesi Selatan
dilihat dari nilai PPW yang negatif yaitu -Rp. 33,77 miliar. Selain pertanian,
beberapa sektor yang daya saingnya rendah adalah Pengadaan Listrik, Gas,
konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi, administrasi
pemerintahan, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Lapangan usaha di
Kabupaten Enrekang yang memiliki daya saing paling tinggi relatif terhadap
sektor serupa di tingkat provinsi adalah industri pengolahan dengan nilai PPW
Rp. 52,58 miliar, kemudian diikuit oleh sektor pertambangan dan transportasi
masing-masing Rp. 14,08 miliar dan Rp. 10,84 miliar.

Nilai PB sektor pertanian sekali lagu menunjukkan angka negatif atau
lebih kecil dari nol, menggambarkan bahwa sektor ini pada titik waktu tahun
2017 dan 2021 termasuk pertumbuhan lamban atau cenderung tertinggal
dibandingkan sektor pertanian di tingkat provinsi. Selain sektor pertanian ada
sektor pertambangan, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan
akomodasi, jasa keuangan, dan administrasi pemerintahan yang memiliki nilai

PB negatif, yang berarti pertumbuhannya sektoralnya lamban.

Tabel 3.3
Perhitungan Shift Share Kabupaten Enrekang Pada Periode Waktu Tahun 2017 dan 2021

Lapangan Usaha PNij PPjj PPWij PBij
Miliar % Miliar % Miliar % Miliar Rp %
Rp Rp Rp
Pertanian,
Kehutanan dan 320,98 18,90 -79,11 -4,66 -33,77 -1,99 -112,88 -6,65
Perikanan

Pertambangan dan

. 26,14 18,90 @ -20,95
Penggalian

) 14 10,1 -6,87 -4,97
15,14 ,08 0,18 6,8 ,9



Lapangan Usaha

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik,
Gas

Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
Konstruksi

Perdagangan Besar
dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan
Pergudangan
Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum
Informasi dan
Komunikasi

Jasa Keuangan
Real Estate

Jasa Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib

Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

Jasa Lainnya

Sumber: perhitungan tim

Jika nilai PP dan PPW dibuatkan diagram kartesius, maka terlihat tidak
ada satupun sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Enrekang yang
pertumbuhannya masuk dalam kuadran satu atau pertumbuhan progresif,
sebagian besar berada di kuadran dua dan kuadran tiga yaitu nilai PP-nya tinggi
tapi nilai PPW rendah dan nilai PPW tinggi tapi nilai PP rendah. Hanya satu
sektor yang berada dikuadran empat (nilai PP dan PPW negatif/rendah) dan itu
sektor itu merupakan sektor yang secara kontribusi paling besar terhadap
PDRB Kabupaten Enrekang yaitu sektor pertanian. Ini menunjukkan bahwa
dari tahun 2017 ke 2021, kinerja pertumbuhan sektor pertanian memburuk.

Namun, hasilnya perhitungan shift share akan berbeda jika menggunakan titik

PNij
Miliar
Rp
56,71

1,16

0,84

111,65

83,68

7,87

6,29

35,59

21,28
22,10
0,21

57,24

15,98
15,79

3,99

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90

18,90
18,90
18,90

18,90

18,90
18,90

18,90

waktu tahun 2020 dan 2021.
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PPij

Miliar
Rp
-29,48

0,66

0,01

36,32

29,40

-10,91

-4,09

52,11

-6,89
-1,70
-0,03

16,69

8,24
16,93

-0,30

%
-9,83

10,68

27,67

-6,12
-1,46
-2,70

5,51

9,75

20,27

-1,43

PPWij
Miliar
o,

Rp %
52,58 17,52
-0,25 -4,09
0,58 13,15
-39,83 -6,74
-36,75 -8,30
10,84 26,02
3,43 10,32
-8,82 -4,69
2,42 2,15
4,59 3,93
0,07 6,41
-45,63 -15,07
-0,19 -0,23
-3,06 -3,66
3,32 15,75

PBij
Miliar Rp
23,10

0,41

0,59

-3,51

-7,34

-0,07

-0,66

43,28

-4,48
2,89
0,04

-28,94

8,05

13,87

3,02

%
7,70

6,59

13,31

-0,59

-1,66

-0,18

-1,98

22,99

-3,98
2,47
3,71

-9,56

9,52

16,60

14,32
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Gambar 3.3
Lapangan Usaha di Kabupaten Enrekang yang Pertumbuhannya Progresif dan Lamban Pada
Titik Waktu Tahun 2017 dan 2021
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Sumber: Perhitungan tim
Keterangan:
A = Pertanian, Kehutanan dan F = Konstruksi K = Jasa Keuangan
Perikanan G = Perdagangan Besar dan L = Real Estate
B = Pertambangan dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan M = Jasa Perusahaan
Penggalian Sepeda Motor N = Administrasi
C = Industri Pengolahan H = Transportasi dan Pemerintahan, Pertahanan
D = Pengadaan Listrik, Gas Pergudangan dan Jaminan Sosial Wajib
E = Pengadaan Air, Pengelolaan I = Penyediaan Akomodasi dan O = Jasa Pendidikan
Sampah, Limbah dan Daur Makan Minum P = Jasa Kesehatan dan
Ulang J = Informasi dan Komunikasi Kegiatan Sosial

Q = Jasa Lainnya

Jika menggunakan titik waktu tahun 2020 dan 2021, maka sektor
pertanian yang pada perhitungan sebelumnya termasuk sektor yang
pertumbuhannya lamban dibandingkan sektor pertanian provinsi, berubah
menjadi sektor dengan pertumbuhan progresif. Hasil perhitungan PP dan PPW
pada titik waktu tahun 2020 dan 2021 menepatkan sektor pertanian pada
kuadran satu atau masuk dalam kategori sektor yang pertumbuhannya
progresif bersama dengan tiga sektor lainnya yaitu penyediaan akomodasi,
perdagangan, dan jasa kesehatan. Jika ingin menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi, maka pemerintah daerah fokus untuk mendorong produktivitas empat
sektor ini, terutama pertanian. Jika keuangan daerah masih sanggup setelah
membiayai empat sektor tersebut, maka sektor yang dikembangkan selanjutnya
adalah sektor yang berada di kuadran dua dan setelah itu sektor yang berada
pada kuadran tiga. Sektor yang kontribusinya relatif besar terhadap PDRB
Kabupaten Enrekang yaitu sektor konstruksi justru masuk di kuadran empat
bersama dengan sektor penyediaan akomodasi dan administrasi pemerintahan.

Ini menunjukkan bahwa sektor konstruksi Kabupaten Enrekang tumbuh
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lamban dan daya saingnya rendah dibandingkan sektor konstruksi Provinsi
Sulawesi Selatan.
Gambar 3.4

Lapangan Usaha di Kabupaten Enrekang yang Pertumbuhannya Progresif dan Lamban Pada
Titik Waktu Tahun 2020 dan 2021

6,00 ]
[ ]
K
B { E
°® [ ]
2,00 L. 0® Q
[ ] ° ) PY
g 0,00
e F G
P
| (] o °
-2,00 |
M D
-4,00 N Y °®
[ ]
-6,00
-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
% PPW
Sumber: Perhitungan tim
Keterangan:
A = Pertanian, Kehutanan dan F = Konstruksi K = Jasa Keuangan
Perikanan G = Perdagangan Besar dan L = Real Estate
B = Pertambangan  dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan M = Jasa Perusahaan
Penggalian Sepeda Motor N = Administrasi
C = Industri Pengolahan H = Transportasi dan Pemerintahan, Pertahanan
D = Pengadaan Listrik, Gas Pergudangan dan Jaminan Sosial Wajib

E = Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang

I = Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
J = Informasi dan Komunikasi

O = Jasa Pendidikan
P = Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial

Q = Jasa Lainnya

Selain pertumbuhan PDRB, beberapa kondisi makro lainnya yang juga
sangat penting dipertimbangkan adalah tingkat inflasi, kemiskinan, gini ratio,
dan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat inflasi di Kabupaten Enrekang
tercatat sebesar 2,91 persen di tahun 2021. Angka ini mengalami peningkatan
sebesar 1,30 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya
tercatat sebesar 1,61 persen. Seiring dengan berkembangnya aktivitas
perekonomian, daya beli masyarakat juga kembali menguat di tahun tersebut
sehingga permintaan menjadi lebih tinggi dan tingkat harga secara keseluruhan
pun meningkat. Kondisi ini juga dapat dikatakan lebih baik dari tahun
sebelumnya karena telah berada pada kisaran target yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang hanya

mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 bahkan persentasenya cenderung

stagnan di angka 12,17 persen. Meskipun kinerja perekonomian secara
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perlahan telah mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya, namun
ternyata kondisi tersebut belum cukup untuk menurunkan persentase
penduduk miskin di tahun 2021. Persentasenya pun masih jauh di atas tingkat
kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya tercatat sebesar 8,99 persen
di tahun 2021. Sementara itu, ketimpangan pendapatan kembali menurun
sebesar 0,007 point dibanding tahun 2020. Secara spesifik, capaian gini ratio
pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,359 dimana sama persis dengan capaian
sebelum adanya pandemi pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa distribusi pendapatan antar golongan masyarakat telah semakin merata.
Peningkatan aktivitas perekonomian yang dibarengi dengan perkembangan
berbagai jenis usaha telah menyebabkan masyarakat kembali mampu
menghasilkan pendapatan sehingga ketimpangan dapat kembali ditekan.

Seiring dengan memulihnya perekonomian di tahun 2021, maka kondisi
makro ekonomi juga diprediksikan akan semakin membaik di tahun 2022.
Dengan mengamati perkembangan data dalam kurun waktu lima tahun
terakhir, persentase penduduk miskin diproyeksikan akan mengalami
penurunan menjadi 11,9 persen di tahun 2022. Sementara itu, laju inflasi
diprediksikan akan masih bertahan pada kisaran target Bank Indonesia yakni
pada kisaran 2,3 hingga 3 persen. Sedangkan level ketimpangan yang diukur
melalui gini ratio diperkirakan akan berada pada angka 0,358. Akselerasi
pembangunan ekonomi daerah pada tahun 2021 memberikan peluang yang
lebih besar untuk dapat mencapai target jangka menengah pada tahun akhir
periode RPJMD.

Indikator makro lainnya yang juga perlu menjadi perhatian dalam aspek
pembangunan daerah adalah tingkat pengangguran terbuka. Daerah dapat
mengalami percepatan proses pembangunan apabila tingkat penganggurannya
rendah dengan asumsi bahwa semakin banyak angkatan kerja yang ikut serta
dalam proses produksi output. Selain mempercepat proses pembangunan,
tingkat pengangguran yang rendah juga mencerminkan tingkat kesejahteraan
penduduk yang lebih baik. Hal ini dikarenakan jika sebagian besar penduduk
bekerja, maka mereka dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di
Kabupaten Enrekang menunjukkan kondisi yang lebih rendah dibanding tahun
sebelumnya dimana tercatat sebesar 2,34 persen. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Kabupaten Enrekang telah mampu
menyerap kembali pertambahan angkatan kerja. Sejumlah lapangan usaha dan

industri yang kembali beroperasi di tahun 2021 menyebabkan ketersediaan
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lapangan kerja menjadi semakin besar sehingga akhirnya mampu menyerap
lebih banyak tenaga kerja.
Gambar 3. 5

Capaian Tingkat Kemiskinan, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Enrekang Tahun 2020 dan 2021 serta Perkiraan Capaian Tahun 2022
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Sumber: BPS, Diolah (2022), Hasil Proyeksi Tim Penyusun (2022)

Selain keempat indikator diatas, dampak dari pemulihan ekonomi juga
dapat tercermin dalam indeks pembangunan manusia yang semakin membaik
di tahun 2021. IPM Kabupaten Enrekang tercatat sebesar 76,91 pada tahun
2021. Tingkat capaian tersebut mengalami peningkatan yang cukup pesat
sebesar 4,15 point dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut merupakan
suatu pencapaian yang perlu diapresiasi karena laju pertumbuhannya paling
cepat dalam lima tahun terakhir. IPM yang tinggi tersebut mencerminkan bahwa
setiap penduduk memiliki kesempatan yang semakin besar dalam mengakses
hasil pembangunan terutama dalam kaitannya untuk memperoleh pendidikan,

kesehatan, dan pendapatan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah (Tahun Rencana dan
n+1)
Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022-
2023 diharapkan dapat tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi
wilayah sekitarnya dan Provinsi Sulawesi Selatan secara umum. Adapun data
capaian indikator makro ekonomi dan sosial beserta targetnya dalam dua tahun

mendatang dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.4
Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Daerah 2021 serta Target RPJMD Tahun 2022
dan 2023 sebagai Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2022-2023

Target RPJMD
No Indikator Makro Daerah Capaian 2021
2022 2023
1 Pertumbuhan Ekonomi (%) (estimasi terbaru) 6,36 6,87 7,96
2 PDRB Per Kapita (Rp) 36.060.000 37.990.000 40.340.000
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,34 2,24 2,14
4 Inflasi 2.91 2,3-3,0 2,5-3,5
5 Tingkat Kemiskinan (%) 12,17 11,90 11,63
6 Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 76,91 77,20 78,42
7 Rasio Gini 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4

Sumber: BPS (2020), Hasil Proyeksi Tim Penyusun (2022)

Estimasi tujuh indikator makro ekonomi Kabupaten Enrekang didasari
pada satu asumsi primer yaitu pemulihan kondisi dari pandemi Covid-19 yang
berdampak pada recovery perekonomian daerah. Tahun 2021, pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Enrekang naik cukup signifikan dibandingkan kondisi
tahun 2020 menjadi 6,36 persen. Sektor-sektor yang menopang perekonomian
Kabupaten Enrekang mulai pulih lagi pasca pandemi, sehingga mesin
pertumbuhan bekerja kembali. [tu sebabnya target pertumbuhan tahun 2022
dan 2023 dinaikkan masing-masing jadi 6,87 persen dan 7,96 persen. Tentu itu
dengan asumsi bahwa gelombang ketiga pandemi tidak terjadi lagi di tahun

2022 dan 2023.

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan lebih tinggi tentu mempengaruhi
beberapa indikator makro ekonomi daerah lainnya setidaknya seperti
pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tahun 2022
dan 2023, pendapatan perkapita Kabupaten Enrekang ditargetkan naik
mencapai Rp. 37.990.000 dan Rp. 40.340.000, sementara TPT diharapkan
turun sebesar 2,24 persen tahun 2022 dan 2,14 persen di tahun 2023.

Seiring dengan pencabutan pembatasan sosial berskala besar, jalur
distribusi barang dan jasa kembali berfungsi denan baik. Hal itu diharapkan
berpengaruhi terhadap ketersediaan barang dan jasa di pasar sehingga inflasi
bisa dikendalikan. Tahun 2021, inflasi Kabupaten Enrekang tercatat 2,91
persen dan ditargetkan turun di range 2,3-3,0 persen tahun 2022 dan 2,5-3,5
persen tahun 2023.
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Indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, IPM, dan rasio gini
diperkirakan membaik mengikuti tren perbaikan pada indikator ekonomi.
Tahun 2021, tingkat kemiskinan Kabupaten Enrekang cukup tinggi mencapai
12,17 persen. Karena kondisi ekonomi perlahan pulih, tahun 2022 dan 2023
tingkat kemiskinan ditarget turun masing-masing 11,90 persen dan 11,63
persen. Indkes pembangunan manusia yang tidak banyak terpengaruh oleh
pandemi, diharapkan tetap melanjutkan kenaikan diangka 77,20 untuk tahun
2022 dan 78,42 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin
parah saat pandemi diperkirakan tidak bisa kembali ke kondisi sebelum
pandemi, sehingga pemerintah daerah menargetkan indeks gini berada

dikisaran 0,3-0,4 di tahun 2022 dan 2023.

A. Tantangan Perekonomian Kabupaten Enrekang
Perekonomian Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 masih dihadapkan
pada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Enrekang di tahun 2023 masih
tetap berfokus pada pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka
mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di periode mendatang. Selain itu,
tantangan berikutnya masih terkait dengan peningkatan layanan kesehatan
dan pendidikan demi menjaga kualitas hidup masyarakat. Meskipun
pergerakan aktivitas ekonomi sudah semakin membaik di tahun 2021, namun
kondisinya belum sepenuhnya kembali seperti normal. Oleh karena itu, untuk
dapat meningkatkan kembali kinerja perekonomian, maka pemerintah daerah
Kabupaten Enrekang pada tahun 2023 akan tetap berfokus pada beberapa
point penting berikut:
(1) Laju penurunan tingkat kemiskinan yang cenderung melambat;
(2) Konsumsi masyarakat yang masih lemah akibat daya beli yang rendah;
(3) Penurunan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan yang masih lambat
dan cenderung stagnan;
(4) Mengendalikan tekanan inflasi pada kisaran target bank indonesia dalam
rangka menjaga daya beli masyarakat;
(5) Penguatan program perlindungan sosial khususnya pada masyarakat
miskin dan kelompok rentan;
(6) Produktivitas pekerja yang menurun akibat keterbatasan akses layanan
kesehatan dan Pendidikan;
(7) Memulihkan kegiatan ekonomi lokal yang merupakan keunggulan daerah
dalam penyediaan dan pemenuhan pangan daerah.

B. Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Enrekang
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Prospek perekonomian daerah Kabupaten Enrekang tahun 2023
diharapkan dapat semakin meningkat seiring dengan keberhasilan kebijakan
penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Perekonomian
daerah memiliki peluang untuk kembali pulih, bahkan akan mampu bertumbuh
secara lebih akseleratif, bila kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan
secara tepat, baik pada level nasional maupun pada tingkat daerah. Sejumlah
aspek yang dapat diidentifikasi menjadi prospek perekonomian daerah
Kabupaten Enrekang akan berpotensi memulihkan perekonomian dan mampu
mendorong percepatan pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2023 sebagai
tahun akhir periode RPJMD.

Terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah
daerah Kabupaten Enrekang dalam rangka meningkatkan prospek
perekonomian daerah kedepannya. Pertama, kebijakan pembangunan ekonomi
nasional Indonesia dan regional Provinsi Sulawesi Selatan yang sejalan dengan
arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan dan integrasi
program pembangunan daerah bukan hanya pada substansi kebijakan tetapi
juga mencakup dukungan finansial terutama untuk kegiatan-kegiatan ekonomi
strategis. Salah satu peluang yang akan dimanfaatkan pemerintah daerah
Kabupaten Enrekang adalah kebijakan penganggaran defisit dengan
memanfaatkan penerimaan pembiayaan dari skema pinjaman Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten
Enrekang merencanakan pinjaman daerah dari PEN ini sebesar Rp441,5 milyar
yang akan dialokasikan untuk bidang strategis, seperti bidang pekerjaan
umum, kesehatan dan rumah sakit daerah, perindustrian dan perdagangan,
pemuda olahraga dan pariwisata. Kebijakan penganggaran defisit ini akan
dapat berpotensi memulihkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat hingga akhir
periode RPJMD 2023 yang akan datang.

Kedua, ketergantungan yang besar pada sektor ekonomi daerah, terutama
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, diyakini akan semakin nampak
pada tahun 2023 ini. Pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Enrekang diyakini
akan berlangsung cepat dengan mengoptimalkan produksi sektor primer,
khususnya kegiatan ekonomi pertanian yang tidak terdampak pelemahan
ekonomi nasional dan daerah. Nilai tambah ekonomi dari kegiatan ekonomi
masyarakat yang berbasis pertanian akan terus bertumbuh, bukan hanya
untuk kebutuhan lokal masyarakat, tetapi juga untuk memenuhi permintaan
domestik lainnya, baik dalam lingkup Pulau Sulawesi maupun antar pulau,

bahkan diyakini mampu memenuhi permintaan pasar global. Prospek
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perekonomian daerah ini dapat diandalkan untuk mencegah kejatuhan
ekonomi daerah yang lebih dalam, bahkan dalam 1-2 tahun yang akan datang
diyakini mampu bangkit dan kembali ke keadaan seperti sebelum perlambatan
yang dialami pada tahun 2020, sehingga tetap mampu memenuhi target akhir
periode RPJMD pada tahun 2023. Target pencapaian perekonomian daerah
Kabupaten Enrekang kembali dalam kondisi normal pada tahun 2022,
ditunjukkan dengan keseriusan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan
kebijakan penganggaran daerah yang penganggaran defisit, khususnya pada
sektor-sektor yang berpotensi segera dapat terwujud pemulihan kegiatan
ekonomi masyarakat pada lapangan usaha sektor pertanian, serta perdagangan
dan perindustrian yang akan didukung oleh penyediaan infrastruktur ekonomi,
khususnya infrastruktur perdagangan berupa pasar-pasar perdesaan.

Ketiga, ketergantungan yang rendah pada sektor-sektor yang terdampak
besar perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, seperti perhubungan
dan transportasi. Sektor-sektor ekonomi yang terdampak luas sehingga
mengalami perlambatan dan kemungkinan kontraksi ekonomi (pertumbuhan
negatif) diyakini tidak terlalu besar menekan perekonomian daerah, karena
dalam sejarahnya sektor-sektor ekonomi tersebut selama ini kontribusi dan
peranannya tidak besar. Perekonomian daerah Kabupaten Enrekang akan
cepat pulih dan kegiatan ekonomi masyarakat segera pulih dan kembali
bergairah. Hambatan mobilitas barang dan manusia pada tahun 2022 diyakini
sepenuhnya dapat diatasi mengingat kesadaran dan pola pikir masyarakat yang
telah mampu beradaptasi dengan lingkungan yang telah terbentuk pola,
kebiasaan dan keseimbangan baru dalam kehidupan sosial ekonomi sehari-
hari.

Keempat, terdapat sejumlah lapangan usaha perekonomian daerah yang
berkorelasi positif, bahkan menunjukkan tren peningkatan saat kegiatan
ekonomi secara umum mengalami perlambatan. Lapangan usaha seperti
informasi dan telekomunikasi berpotensi untuk terus dikembangkan sehingga
mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi perekonomian
daerah Kabupaten Enrekang, sehingga perlu untuk terus dioptimalkan
pengelolaannya. Selain informasi dan komunikasi, beberapa sektor tersebut
antara lain, juga diharapkan terus bertumbuh seperti layanan kesehatan dan
kegiatan sosial. Kondisi yang hampir serupa pada layanan jasa Pendidikan,
serta administrasi pemerintah, pertahanan dan layanan sosial wajib. Selain itu,
berkembangnya sistem transaksi digital, selain akan mendorong pertumbuhan

lapangan usaha informasi dan komunikasi, juga akan mendorong permintaan
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dan produksi barang dan jasa UMKM dan kegiatan usaha rumah tangga. Salah
satu yang juga diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi
perekonomian daerah Kabupaten Enrekang adalah lapangan pariwisata. Hal ini
ditunjukkan bahwa salah satu alokasi PEN 2021 berupa pengembangan
lapangan usaha pemuda, olahraga dan pariwisata. Bila sektor-sektor ini tetap
ditangani secara baik, maka akan tetap menjadi potensi pertumbuhan yang
strategis bagi perekonomian daerah Kabupaten Enrekang sehingga secara
penuh akan mulai pulih pada tahun 2022 ini, sehingga target-target
perekonomian daerah hingga akhir periode RPJMD tahun 2023 optimis akan
tercapai sebagaimana yang telah dirumuskan sejak awal.

Kelima, modal sosial dan adaptasi perilaku ekonomi masyarakat yang
semakin kuat dalam membentuk fondasi ekonomi daerah akan menjadi modal
dasar dalam pemulihan dan percepatan pembangunan ekonomi ke depan. Pada
sisi ini, masyarakat Kabupaten Enrekang akan tumbuh budaya
‘Massenrengpulu’ sebagai salah kearifan lokal yang mampu menumbuhkan
modal sosial yang selama ini menjadi akar budayanya. Nilai-nilai budaya
‘kombong’ akan menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi, mengedepankan
kegotong-royonan dan saling membantu akan menjadi potensi besar untuk
membawa perekonomian daerah, bukan hanya mempercepat pemulihan, tetapi
juga akan cepat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat berbasis
sumberdaya ekonomi lokal pada tahun 2022 ini dan tahun 2023 sebagai tahun
akhir periode RPJMD

Keenam, dukungan fiskal dari pemerintah melalui program pemulihan
ekonomi nasional (PEN), Kabupaten Enrekang memperoleh fasilitas pinjaman
lunak daerah dari pemerintah sebesar Rp441,5 Milyar yang ditujukan untuk
alokasi program dan kegiatan pembangunan strategis bidang urusan: (1) PUPR;
(2) kesehatan dan rumah sakit; (3) perindustrian dan perdagangan; serta (4)
pemuda, olahraga dan pariwisata. Urusan PUPR, ditujukan untuk
pembangunan jalan dan jembatan merupakan yang alokasi pinjaman terbesar,
mencapai 72 persen atau mencapai Rp316,5 Milyar. Alokasi pinjaman PEN
untuk penyelenggaraan urusan strategis ini yang diharapkan mampu
mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur
jalan dan jembatan yang lebih baik; infrastruktur rumah sakit yang merata dan
layanan kesehatan yang semakin baik; ketersediaan infrastruktur pasar yang
mampu memperluas akses dan memperlancar transaksi dan distribusi barang

dan jasa; serta kegiatan ekonomi kepariwisataan yang semakin bergairah,
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kesemuanya diyakini akan prospek ekonomi daerah Kabupaten Enrekang yang

semakin akseleratif.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Analisis tantangan dan prospek ekonomi daerah seperti yang telah
diuraikan sebelumnya akan sangat diperlukan dalam menentukan arah
kebijakan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan peluang
dari berbagai tantangan dan prospek ekonomi daerah yang potensial untuk
dikembangkan. Selain kedua aspek tersebut, kebijakan pemerintah di bidang
keuangan dan kebijakan intensifikasi dan ekspensifikasi dari pemerintah
daerah juga berperan besar dalam memengaruhi penetapan target keuangan
daerah. Kebijakan keuangan daerah ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan
yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dan
sisi pengeluaran yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan
daerah. Arah kebijakan keuangan daerah ini disusun dengan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Adapun gambaran arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Enrekang

tahun 2022-2023 dapat ditinjau pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Kabupaten Enrekang (Rp Milyar)

Realisasi  Realisasi Proyeksi
No. URAIAN
2020 2021 2022 2023
I PENDAPATAN DAERAH
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 78,25 64,76 75,60 87,95
1.1.1. Pajak Daerah 12,59 12,46 13,96 15,35
1.1.2. Retribusi Daerah 35,46 20,54 24,21 28,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
1.1.3. 15,41 14,18 16,53 19,17
yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 14,78 17,58 20,91 24,87
1.2. PENDAPATAN TRANSFER 984,94 834,48 894,51 926,71
1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 894,67 805,12 863,69 894,35
1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah 90,27 29,36 30,82 32,361
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
1.3. 37,97 30,58 35,17 38,68
YANG SAH
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1101,16 929,82 1005,28 1053,34
II BELANJA DAERAH
2.1. BELANJA OPERASI 699,98 632,07 655,88 671,51
2.1.1. Belanja Pegawai 412,88 381,02 388,64 393,30
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 243,13 226,78 243,79 254,76
2.1.3. Belanja Hibah 41,72 22,35 22,35 22,35

2.1.4. Belanja Bantuan Sosial 0,18 1,1 1,10 1,10
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o SN Realisasi  Realisasi Proyeksi
2020 2021 2022 2023
2.2. BELANJA MODAL 224,03 140,58 188,80 226,56
2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 8,45 2,77 2,80 2,80
2.4. BELANJA TRANSFER 168,89 158,64 158,64 158,64
2.4.1. Belanja Bagi Hasil 0,00 0 0,00 0,00
2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 168,89 158,64 158,64 158,64
JUMLAH BELANJA 1101,35 934,06 1006,12 1059,51
Total Surplus/(Defisit) -0,19 -4.24 -0,84 -6,17
I PEMBIAYAAN DAERAH
3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17,14 11,96 7,94 13,27
3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5,00 7,1 7,1 7,1
PEMBIAYAAN NETTO 12,14 4,86 0,84 6,17

Sumber: Proyeksi oleh Tim RKPD, 2022

Pendapatan daerah terealisasikan sebesar Rp 929,82 milyar pada tahun
2021. Angka realisasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020
yang tercatat sebesar Rp 1,101.16 milyar. Penurunan tersebut disebabkan oleh
menurunnya realisasi seluruh komponen pembentuk pendapatan seperti PAD,
pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Secara
lebih spesifik, penurunan terjadi pada komponen PAD utamanya disebabkan
karena menurunnya sumbangsih retribusi daerah. Pada tahun 2020,
pendapatan yang diterima dari retribusi daerah cukup tinggi dikarenakan
besarnya retribusi yang diperoleh dari rumah sakit akibat adanya covid. Seiring
dengan membaiknya penanganan wabah virus tersebut yang dibarengi dengan
semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksinasi, maka jumlah pasien
pun bisa ditekan dan penerimaan retribusi menjadi lebih kecil. Selanjutnya,
penurunan yang cukup tajam juga terjadi pada komponen pendapatan transfer.
Realisasi pendapatan yang diterima dari transfer pemerintah pusat dan antar
daerah secara kumulatif berkurang sebesar Rp 150,46 milyar dari tahun
sebelumnya. Pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat
menurun 11 persen, sedangkan realisasi pendapatan transfer antar daerah
berkurang hampir 3 kali lipat dari tahun 2020. Sering dengan aktivitas ekonomi
daerah yang kembali berjalan lancar, maka besaran transfer yang diberikan ke
masing-masing daerah juga kembali dibatasi untuk meringankan beban
pemerintah pusat sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan daerah.
Adapun besaran realisasi pada komponen lain-lain PAD yang sah juga
berkurang sebesar Rp 7,39 milyar atau sekitar 24 persen dari tahun
sebelumnya. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan yang
diperoleh dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, pendapatan jasa

giro, maupun pendapatan bunga.



- 161 -

Kebijakan penerimaan daerah diproyeksikan akan kembali bertumbuh di
tahun 2022 dan 2023 dengan asumsi kondisi perekonomian yang sudah lebih
membaik dibanding tahun sebelumnya. Setelah mempertimbangkan capaian
indikator makro dan realisasi APBD di tahun 2021, nampaknya target yang
ditetapkan pada RPJMD perubahan dan RKPD tahun sebelumnya sangat tinggi
sehingga dilakukan penyesuaian kembali mengenai target-target yang
kemungkinan dapat dicapai di dua tahun berikutnya. Dikarenakan hingga saat
ini pandemi covid-19 belum berakhir, maka pendapatan daerah diproyeksikan
masih akan bertumbuh secara perlahan. Total pendapatan daerah
diproyeksikan bertumbuh sebesar 8,11 persen atau meningkat Rp 75,46 milyar
di tahun 2022 hingga menjadi Rp 1.053,34 milyar pada akhir periode. Perkiraan
pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah yang sudah
kembali menjalankan sejumlah kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi
pendapatan untuk menambah kapasitas fiskal daerah. Kebijakan tersebutlah
yang kemudian akan mendorong peningkatan realisasi pendapatan daerah
hingga akhir periode RPJMD yakni tahun 2023.

Kondisi serupa juga diperkirakan akan terjadi pada kebijakan
pengeluaran dan pembiayaan daerah. Kebijakan alokasi belanja dan
pengeluaran pembiayaan daerah pada sektor-sektor ekonomi akan menjamin
terciptanya pemulihan sosial ekonomi masyarakat sehingga perekonomian
daerah Kabupaten Enrekang tetap konsisten sebagai pondasi utama
perekonomian wilayah sekitarnya. Dengan mempertimbangkan capaian kondisi
makro dan realisasi APBD di tahun 2021, total belanja pemerintah daerah
diperkirakan meningkat menjadi Rp 1006,12 milyar pada tahun 2022 dan
Rp1059,51 milyar pada akhir periode RPJMD. Perkiraan tersebut juga
didasarkan pada asumsi bahwa target penerimaan daerah akan meningkat
dalam dua tahun kedepan sehingga besaran alokasi belanja juga dapat
ditingkatkan. Sementara itu, pembiayaan daerah di tahun 2022 dan 2023
masih tetap memanfaatkan pinjaman yang diperoleh dari dana PEN (Pemulihan
Ekonomi Nasional).

Secara umum, besaran proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan
daerah di tahun 2022 dan 2023 sangat ditentukan oleh capaian kondisi makro
sosial ekonomi daerah, terutama tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat
pengangguran terbuka, serta tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi
daerah menggambarkan pertumbuhan kegiatan usaha ekonomi masyarakat
pada berbagai lapangan usaha sehingga akan menggambarkan meluasnya

sumber-sumber pendapatan daerah dari aktivitas ekonomi masyarakat yang
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berkembang tersebut. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)
memberi peluang bertambahnya jumlah masyarakat terserap dalam lapangan
pekerjaan sehingga memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban negara
dan daerah. Hal yang sama pada menurunnya tingkat kemiskinan,
menunjukkan jumlah penduduk yang mampu membayar pajak dan retribusi
yang semakin banyak, sehingga berpotensi mendorong peningkatan
pendapatan daerah.

Capaian kinerja makro ekonomi dan sosial yang kembali menguat di
tahun 2021 membawa optimisme dalam penetapan target pendapatan daerah
yang lebih tinggi di tahun 2022 dan 2023. Namun, perlu ditekankan bahwa
target pendapatan daerah tersebut hanya dapat tercapai apabila dibarengi
dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Pemerintah daerah
perlu melakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam menggali
potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang baru maupun sumber
penerimaan yang belum terlalu optimal dilakukan pada tahun-tahun
sebelumnya. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola
sumber-sumber pendapatannya, maka semakin besar pendapatan yang dapat
diperoleh untuk mendanai program penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah.

3.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang kedepannya
mengarah pada pengoptimalan sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus
peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah agar dapat digunakan
secara lebih efektif dalam menunjang proses pelaksanaan dan pencapaian
target-target pembangunan daerah khususnya di masa pandemi saat ini.
Penetapan kebijakan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022-2023
didasarkan pada capaian realisasi di tahun 2021 dan beberapa asumsi makro
ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan
tingkat pengangguran terbuka.

Secara garis besar, penerimaan daerah dalam APBD terdiri atas dua
unsur, yakni pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah merupakan unsur utama penerimaan daerah, terutama bila
dikaitkan dengan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan
dari kemajuan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, pendapatan daerah bersumber dari tiga komponen utama yaitu
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pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan
daerah yang sah (LLPD yang sah). Arah kebijakan pendapatan daerah yang
semakin mandiri akan terus dikedepankan, yang ditunjukkan dengan tingkat
ketergantungan fiskal yang semakin menurun dan tingkat kemandirian fiskal
yang semakin meningkat.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2023
masih tetap berfokus ke arah pencapaian tingkat kemandirian fiskal yang lebih
tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan upaya mendorong akselerasi
pertumbuhan PAD. Meskipun kontribusi pendapatan transfer masih dominan
dalam pembentukan pendapatan daerah, namun dengan adanya upaya untuk
memperbesar kontribusi dan laju pertumbuhan PAD ke depannya, maka
diproyeksikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari
pemerintah pusat akan semakin menurun. Adapun gambaran kerangka
kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Enrekang secara detail dapat dilihat

melalui gambar dibawah ini:

Gambar 3.6
Kerangka Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2022-2023 (Persen)

H PAD B Pendapatan Transfer M Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

2022 2023 RATA-RATA
PERTUMBUHAN

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun (2021)

Struktur pendapatan daerah di tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan
masih akan tetap didominasi oleh pendapatan transfer namun dengan
persentase kontribusi yang semakin menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2022,
sumbangsih pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah
diperkirakan mencapai 88,98 persen dan menurun menjadi 87,98 persen di
tahun 2023. Penurunan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen
pemerintah  daerah  untuk secara perlahan mengurangi tingkat

ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dalam mendanai berbagai
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program pembangunan daerah. Pendapatan transfer diperkirakan bertumbuh
rata-rata sebesar 5,40 persen hingga pada akhir periode RPJMD. Pertumbuhan
tersebut juga merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan komponen
pendapatan daerah lainnya. Selanjutnya, peran lain-lain pendapatan daerah
yang sah diperkirakan akan terus bertumbuh dalam dua tahun yang akan
datang. Di tahun 2022, kontribusi LLPD yang sah diprediksikan sebesar 3,5
persen dan meningkat menjadi 3,67 persen pada akhir periode RPJMD dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 12,50 persen. Di sisi lain, peran PAD
diperkirakan akan semakin menguat di tahun 2022 dan 2023 dengan asumsi
aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah semakin lancar sehingga penerimaan
pajak dan retribusi kembali bisa ditingkatkan. Rata-rata pertumbuhan PAD
diproyeksikan akan mencapai 16,54 persen selama periode 2022-2023 dan
diharapkan akan secara perlahan mendorong peningkatan kontribusi PAD
terhadap total pendapatan daerah dalam periode-periode mendatang. Kebijakan
mendorong peningkatan tingkat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan
peran PAD hendaknya disertai dengan rumusan kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang tepat.

Di tahun 2023, kebijakan penerimaan daerah utamanya akan didorong
oleh peningkatan dalam kontribusi PAD. Potensi peningkatan PAD tersebut
dilihat dari peran retribusi daerah yang semakin menguat dari tahun ke tahun,
bukan hanya dari sisi sumbangsihnya terhadap total PAD tetapi juga dari sisi
pertumbuhannya yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhir
periode, sekitar 32,46 persen PAD bersumber dari retribusi daerah, 28,28
persen dari LLPD yang sah, 21,80 persen dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan 17,46 persen yang diperoleh dari pajak daerah. Ke
depan, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
akan lebih dioptimalkan demi mencapai tingkat kemandirian fiskal yang lebih
besar namun tetap memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat terutama
golongan berpendapatan rendah dimana diharapkan penetapannya tidak

menjadi beban bagi kelompok-kelompok tersebut.

3.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah Kabupaten Enrekang di tahun 2023 masih
tetap berfokus pada percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
Kebijakan belanja akan ditujukan dalam mendukung prioritas pembangunan
daerah dan mendorong daya beli masyarakat agar kembali mampu

menggerakkan perekonomian seperti sebelum adanya pandemi. Besaran alokasi
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belanja daerah sejatinya tergantung pada kemampuan pemerintah daerah
dalam mengumpulkan sumber-sumber pendapatan daerahnya baik dari PAD,
pendapatan transfer, maupun dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Dengan demikian, arah kebijakan belanja daerah harus disesuaikan dengan
kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan daerah.
Seiring dengan peningkatan target pendapatan daerah dalam dua tahun
kedepan, maka belanja daerah juga ditargetkan mengalami peningkatan.
Kebijakan pemerintah daerah hingga akhir periode RPJMD akan lebih
cenderung menempuh kebijakan fiskal ekspansif yang ditandai oleh adanya
target defisit anggaran per tahun. Kebijakan defisit menjadi alternative utama
dalam menggerakkan aktivitas ekonomi menuju kondisi normal. Tingkat
pertumbuhan belanja daerah diproyeksikan rata-rata sebesar 6,51 persen
dimana sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata target pertumbuhan pendapatan
daerah sebesar 6,45 persen per tahun. Dengan ditetapkannya kebijakan defisit
tersebut, maka diharapkan pemerintah daerah mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi, menekan pertumbuhan penduduk miskin, dan

mengurangi angka pengangguran pada periode tersebut.

Gambar 3.7
Struktur dan Rata-rata Pertumbuhan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Enrekang,
Tahun 2022-2023 (Persen)
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Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun (2022)

Jika dirinci berdasarkan komponennya, pada tahun 2023, belanja daerah
diperkirakan masih tetap dominan dialokasikan pada belanja operasi yakni
sebesar 63,38 persen, kemudian disusul oleh belanja modal sebesar 21,38

persen, belanja transfer sebesar 14,97 persen, dan sisanya sebesar 0,26 persen
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dialokasikan pada belanja tak terduga. Dari sisi laju pertumbuhan, alokasi
belanja daerah akan lebih banyak ditingkatkan pada belanja modal yang
berkaitan langsung dengan pelayanan umum dan dalam rangka mencapai
sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah. Upaya pemerintah daerah
Kabupaten Enrekang untuk mengoptimalkan pelayanan umum dan
pelaksanaan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan daerah dan
menciptakan kesejahteraan masyarakat nampak pada rata-rata pertumbuhan
alokasi belanja modal sebesar 27,15 persen selama tahun 2022-2023. Rata-rata
laju pertumbuhan belanja modal tersebut jauh Ilebih besar dibanding
pertumbuhan komponen belanja lainnya. Dengan demikian, kebijakan belanja
daerah untuk tahun 2023 akan lebih diutamakan pada peningkatan pelayanan
publik dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang tercermin dalam implementasi program,
kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2023 baik itu terkait program
pembangunan daerah sebagai prioritas kepala daerah maupun berbagai
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan diimplementasikan oleh
masing-masing perangkat daerah.

Meskipun seluruh komponen belanja secara nominal ditargetkan
meningkat selama tahun 2022-2023, namun proporsi anggaran yang
dialokasikan pada belanja operasi, belanja transfer, dan belanja tak terduga
ditargetkan akan menurun sebagai akibat dari peningkatan proporsi anggaran
pada belanja modal. Alokasi anggaran yang ditujukan untuk belanja operasi
diperkirakan menurun sekitar 1,81 persen di tahun 2023. Penurunan tersebut
utamanya dihasilkan dari penghematan belanja pemenuhan kebutuhan
aparatur. Semakin kecil proporsi belanja yang dialokasikan kepada belanja
kebutuhan aparatur menyebabkan semakin besar peluang untuk
meningkatkan proporsi alokasi belanja pada program-program dan kegiatan
pembangunan daerah. Selanjutnya, anggaran yang dialokasikan kepada belanja
transfer juga ditargetkan menurun di tahun 2023 dari 15,77 persen menjadi
14,97 persen, sedangkan alokasi anggaran pada belanja tak terduga ditargetkan
menurun menjadi 0,26 persen di tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan

sebesar 0,55 persen per tahun.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah merupakan segala bentuk penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada

tahun anggaran yang sedang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran
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selanjutnya. Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Enrekang pada
tahun 2023 akan berfokus untuk menutup defisit anggaran dalam APBD.
Secara umum, terdapat dua komponen utama dari pembiayaan daerah yaitu
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan
pembiayaan meliputi: (i). SiLPA tahun anggaran sebelumnya; (ii) pencairan dana
cadangan; (iii) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (iv)
penerimaan pinjaman; dan (v) penerimaan kembali pemberian pinjaman.
Pengeluaran pembiayaan mencakup: (i) pembentukan dana cadangan; (ii)
penyertaan modal pemerintah daerah; (iii) pembayaran pokok utang; dan (iv)
pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan
memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan
kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan
penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah, yakni Bank Sulselbar dan
PDAM Tirta Maspul. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto
harus dapat menutup defisit anggaran.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan
pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah. Berhubung arah kebijakan pembiayaan hingga akhir
periode RPJMD lebih difokuskan pada kebijakan defisit anggaran, maka hal
tersebut harus diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak
pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Adapun struktur pembiayaan
daerah selama periode 2022-2023 dapat ditinjau lebih detail pada gambar

berikut:

Gambar 3.8
Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Enrekang, Tahun 2021-2023 (Rp Milyar)

’

’

2021 2022 2023

PENERIMAAN PEMBIAYAAN B PENGELUARAN PEMBIAYAAN B PEMBIAYAAN NETTO

Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun (2022)
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Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp
11,96 milyar dan pengeluaran pembiayaan terealisasikan sebesar Rp 7,1 milyar
sehingga besaran pembiayaan netto adalah Rp 4,86 milyar. Capaian
pembiayaan netto tersebut kemudian digunakan dalam menutup defisit
anggaran pada tahun bersangkutan yang tercatat sebesar Rp 4,24 milyar.
Selanjutnya, berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah pada tahun
anggaran 2022, diperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp 840 juta. Oleh
karena itu, dalam rangka menutup defisit anggaran yang terjadi pada tahun
tersebut, maka penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 7,94 milyar
dengan asumsi banyaknya pembiayaan anggaran yang telah digunakan di
tahun 2021 sehingga menyebabkan SiLPA pada tahun 2022 menjadi lebih
sedikit. Selama periode RPJMD 2018-2023, penerimaan pembiayaan Kabupaten
Enrekang mayoritas bersumber dari SiLPA dan sebagian kecil berasal dari
penerimaan kembali pinjaman angsuran berjangka. Oleh karena itu, perubahan
dalam SiLPA secara signifikan akan mempengaruhi besaran penerimaan
pembiayaan pada tahun berjalan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan pada
tahun 2022 dan 2023 diperkirakan stabil yaitu Rp 7,1 milyar dimana
sepenuhnya akan dipergunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah.
Dengan demikian, besaran pembiayaan netto di tahun tersebut adalah Rp 840
juta. Pembiayaan netto tersebut digunakan dalam menutupi defisit dengan
besaran yang sama sehingga SiLPA pada tahun selanjutnya akan bernilai nol.
Pada tahun 2023, diperkirakan akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 6,17
milyar. Dengan asumsi besaran pengeluaran pembiayaan yang masih sama
dengan tahun sebelumya, maka dibutuhkan penerimaan pembiayaan sebesar
Rp 13,27 milyar dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut.

Berdasarkan data, terdapat selisih yang sangat besar antara anggaran
dan realisasi APBD di tahun 2021. Besaran pembiayaan netto pada APBD 2021
sangat besar dikarenakan adanya penerimaan pembiayaan daerah yang
bersumber dari pinjaman daerah melalui skim pemulihan ekonomi nasional
(PEN). Penerimaan pinjaman tersebut pada dasarnya ingin dialokasikan pada
lima bidang urusan prioritas, yaitu urusan pekerjaan umum, urusan kesehatan
dan rumah sakit daerah, urusan pertanian, urusan pemuda olahraga dan
pariwisata, serta urusan perdagangan dan perindustrian. Alokasi pembiayaan
dari pinjaman PEN kabupaten Enrekang yang dicairkan pada tahun 2020
hingga tahun 2023 akan menyisakan kewajiban yang cukup besar dalam hal
pembayaran pinjaman pokok dan biaya pengelolaan pinjaman. Beban pinjaman

daerah dari PEN terdistribusi pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan RSUD
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Massenrempulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pemuda,

Olahraga dan Pariwisata. Selengkapnya beban pembiayaan dari pinjaman PEN

di Kabupaten Enrekang, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Kerangka Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pembangunan Daerah Berdasarkan Perangkat
Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Enrekang (Rupiah)

Perangkat

Daerah

Uraian

Pinjaman

2020

2021

2022

2023

Dinas Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat (PUPR)

316.500.000.000

Biaya
(1%)

Provisi

3.165.000.000

Pembayaran

Pokok Pinjaman

39.562.500.000

39.562.500.000

39.562.500.000

Biaya
Pengelolaan
Pinjaman

(0,185%)

585.525.000

512.334.375

439.143.750

365.953.125

Beban Pinjaman

PUPR

316.500.000.000

276.937.500.000

237.375.000.000

197.812.500.000

Dinas Kesehatan

30.000.000.000

Biaya
(1%)

Provisi

300.000.000

Pembayaran

Pokok Pinjaman

3.750.000.000

3.750.000.000

3.750.000.000

Biaya
Pengelolaan
Pinjaman

(0,185%)

55.500.000

48.562.500

41.625.000

34.687.500

Beban Pinjaman

Dinkes

30.000.000.000

26.562.000.000

22.500.000.000

18.750.000.000

RSUD Massenrempulu

10.000.000.000

Biaya
(1%)

Provisi

100.000.000

Pembayaran

Pokok Pinjaman

1.250.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

Biaya
Pengelolaan
Pinjaman

(0,185%)

18.500.000

16.187.500

13.875.000

11.562.500

Beban Pinjaman
RSUD-

Massenrempulu

10.000.000.000

8.750.000.000

7.500.000.000

6.250.000.000

Dinas

Perdagangan

Perindustrian

45.000.000.000
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Perangkat

Daerah

Uraian

Pinjaman

2020

2021

2022

2023

Biaya Provisi

(1%)

450.000.000

Pembayaran

Pokok Pinjaman

5.625.000.000

5.625.000.000

5.625.000.000

Biaya
Pengelolaan
Pinjaman
(0,185%)

83.250.000

72.843.750

62.437.500

52.031.250

Beban Pinjaman

Disperindag

45.000.000.000

39.375.000.000

33.750.000.000

28.125.000.000

Dinas Pemud

Pariwisata

a, Olahraga &

40.000.000.000

Biaya Provisi

(1%)

400.000.000

Pembayaran

Pokok Pinjaman

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

Biaya
Pengelolaan
Pinjaman

(0,185%)

74.000.000

64.750.000

55.500.000

46.250.000

Beban Pinjaman

Dispopar

40.000.000.000

35.000.000.000

30.000.000.000

25.000.000.000

TOTAL SISA
DAERAH
ENREKANG

PINJAMAN PEN
KABUPATEN

441.500.000.000

386.624.500.000

331.125.000.000

275.937.500.000

Sumber: Bappelitbangda dan BPKD Kabupaten Enrekang (2020)

Kerangka pengelolaan pinjaman PEN Kabupaten Enrekang sebesar

Rp441,5 Milyar pada tahun 2020 mayoritas dialokasikan pada program dan

kegiatan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alokasi

PEN pada dasarnya ditujukan untuk pembiayaan program dan kegiatan

prioritas pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pemulihan kegiatan

ekonomi masyarakat, terutama yang terdampak langsung akibat Pandemik

COVID-19. Adapun rincian rencana alokasi pinjaman PEN dapat dilihat pada

gambar berikut:
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Gambar 3.9
Rencana Alokasi Pinjaman PEN Berdasarkan Perangkat Daerah
Kabupaten Enrekang (Persen)

Disperindag
10%

Dispopar
RSUD-M 9%

Dinkes 2% \ DPUPR

7% Dinkes

B RSUD-M
Disperindag

Dispopar

Sumber: Diolah dari Bappelitbangda & BPKD (2021)

Sebanyak 72 persen pinjaman PEN dialokasikan penyelenggaraan urusan
PUPR untuk PEN, selebihnya 10 persen untuk urusan Perindustrian dan
Perdagangan, 9 persen untuk urusan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta
9 persen untuk urusan kesehatan. Urusan PUPR untuk PEN di Kabupaten
Enrekang mendapatkan alokasi pinjaman sebanyak Rp316,5 Milyar, dimana
sebesar Rp264 Milyar dialokasikan untuk pembangunan jalan, serta Rp52,5
Milyar untuk pembangunan jembatan. Alokasi PEN untuk urusan PUPR ini
dalam jangka pendek diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam
pengerjaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, serta dalam jangka
Panjang diharapkan mampu menciptakan akselerasi kegiatan sosial ekonomi
masyarakat, terutama dalam hal kecepatan distribusi barang dan jasa, serta
mobilitas manusia yang mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Untuk penyelenggaraan urusan kesehatan dalam PEN dialokasikan
sebanyak 9 persen dimana Rp20 Milyar dialokasikan untuk pembangunan RS
Pratama di Belajen dan selebihnya Rp10 Milyar dialokasikan untuk belanja
modal di RSUD Massenrempulu. Selain itu, dana pinjaman PEN tersebut juga
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan memulihkan kondisi kesehatan
masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan
pemulihan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Kemudian, penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan akan
menyerap anggaran sebesar Rp 45 Milyar yang sepenuhnya ditujukan untuk
pembangunan pasar. Melalui ketersediaan pasar ini, diharapkan mampu
memperlancar kegiatan transaksi ekonomi masyarakat, khususnya di

perdesaan sehingga dapat berdampak pada pulihkan kegiatan ekonomi
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perdesaan secara cepat dan merata. Sedangkan dana pinjaman PEN untuk
urusan pemuda, olahraga dan pariwisata, dialokasikan sebesar Rp 40 Milyar

atau sekitar 9 persen dari total dana pinjaman PEN.
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dan akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan
menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah
sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Rumusan tujuan diderivasi
secara operasional dari masing-masing misi, dengan memperhatikan visi yang
telah dirumuskan. Selanjutnya, rumusan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam
rumusan sasaran. Rumusan sasaran yang dimaksudkan disini merupakan
gambaran hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan
tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap
tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran
sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Setiap sasaran dirumuskan indikator
kinerjanya, level indikator sasaran berada pada level impact atau dampak.
Berikut ini adalah hubungan visi dan misi dengan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023.
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Tabel 4.1

- .. . . Capaian Perkiraan Kondisi Akhir
Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator 2021 2022 Target 2023 RPIMD 2018-2023
Visi: Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius
Tujuan (T1):
Menciptakan pembangunan yang merata bagi masyarakat Rasio Gini 0,359 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4
perkotaan dan perdesaan
. . . Sasaran (S1):
Misi 1: M kat ket d d . - Indeks Pemb
ISI. .enlng atnya ketersediaan .an Meningkatnya aksessibilitas ke pusat-pusat produksi di ndeks rembangunan 64,31 69,0 70,0 70,0
kualitas infrastruktur pelayanan publik Desa (IPD)
perdesaan
sasaran (S2): Tingkat Kepuasan
Meningkatnya kualitas utilitas keindahan dan layanan dasar g P 81,27 70 75 75
Masyarakat (%)
perkotaan
Tujuan (T2): Indeks Pembangunan
Mewujudkan kualitas SDM berdaya saing dan berkarakter . & 72,91 73,35 73,72 73,72
- Manusia (IPM)
religius
iﬂasafa“k(sf): oo dan kualitas] csehatan d Indeks Kesehatan 78,32 78,46 78,76 78,76
. . . eningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan
Misi 2: Meningkatkan kualitas SDMyang | o i Indeks Pendidikan 84,31 68,03 68,54 68,54
berdaya saing, penguasaan teknologi,
bermoral, beriman dan bertaqwa sasaran (S4):
! a Meningkatnya akses dan aplikasi teknologi terapan oleh Indeks SPBE 2,25 2,57 2,75 2,75
masyarakat
Sasaran (S5):
Indeks Kesoleh
Meluasnya penerapan nilai spiritualitas dalam hidup Sr:)s?als esolehan 3,72 83,67 83,72 83,72
bermasyarakat
Tujuan (T3): Indeks Reformasi
. . . . . B BB A A
. . Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Birokrasi
Misi 3: mengoptimalkan tata kelola Sasaran (S6):
pemerln.tahfam yang baik dan disertai Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, Opini BPK WTP WTP WTP WTP
dengan jaminan rasa aman dalam .
A . akuntabel dan berkualitas
berbagai aktivitas kehidupan masyarakat
o Sasaran (57):
tanpa diskriminasi . . . S
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta pelindungan Angka Kriminalitas 86,25 87,40 88,65 88,65

sosial masyarakat




- 175 -

- .. . . Capaian Perkiraan Kondisi Akhir
Visi & Misi Tujuan/Sasaran Indikator 2021 2022 Target 2023 RPJMD 2018-2023
sasaran (S8): Indeks Pembangunan
Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender dalam g 97,41 98,19 98,20 98,20
Gender (IPG)
pembangunan
Tujuan (T4):
Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang akseleratif Pertumbuhan Ekonomi 6,36 6,87 7,96 7,96
dan inklusif
sasaran (S9): Tingkat Pengangguran
Meningkatnya realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja & gangg 2,34 2,37 2,33 2,33
. . Terbuka (TPT)
Misi 4: Meningkatkan skala usaha sektor unggulan daerah
ekonomi kerakyatan dan pendapatan Sasaran (S10):
masyarakat berbasis agribisnis dan Menguatnya peran pelaku ekonomi kecil dan menengah serta Tingkat Kemiskinan 12,47 10,81 10,37 10,37
agroindustri masyarakat kurang mampu
Sasaran (S11):
Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas komoditas PDRB Per Kapita (juta) 36,06 37,99 40,84 42,34
unggulan daerah
Sasaran (S12): Indeks Ketahanan 79.07 79,50 79,50 79,50
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah Pangan ! !
Tujuan (T5): .
. Indeks Kualit
Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu LTn ekjn uaanll-?iiju 71,04 63,06 63,36 63,36
. . dengan memperhatikan aspek lingkungan gkung P
Misi 5: Meningkatkan pengelolaan —
. Pertumbuhan nilai
sumberdaya alam secara optimal dan . .
berwawasan linekunean Sasaran (S13): produksi komoditas
gkung Meluasnya penerapan sistem pertanian organik dan ramah pertanian dengan 6,8 7,1 7,6 7,6

lingkungan

penerapan sistem
pertanian organik
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4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Tema pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2023,
dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah,
serta tema pembangunan nasional dan tema pembangunan daerah Provinsi
Sulawesi Selatan pada tahun yang sama, sebagaimana dirumuskan dalam RKP
Nasional 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2023. Hanya saja, hingga
kinit ema pembangunan dalam RKP Nasional 2023 belum dipublikasikan dan
belum dapat diakses, sehingga belum dapat ditunjukkan pada rancangan awal
ini. Keterkaitan tema pembangunan nasional Indonesia dan Provinsi Sulawesi
Selatan dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2023,

ditunjukkan pada matriks berikut ini.

Tabel 4.2
Keterkaitan tema pembangunan nasional Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan
tema pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2023

. Tema RKPD Provinsi Tema RKPD Kabupaten
Tema RKPN Indonesia 2023 Sulawesi Selatan 2023 Enrekang 2023
Peningkatan Produktivitas Pemantapan Kesejahteraan ‘Optimalisasi Pemulihan
Untuk Transformasi melalui Pembangunan Sosial Ekonomi untuk
Ekonomi yang Inklusif dan Manusia yang Produktif dan | Keberlanjutan Pembangunan
Berkelanjutan Berkarakter yang Berdaya Saing’

Prioritas pembangunan Kabupaten Enrekang tahun 2023 diarahkan pada
pencapaian target Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2018-
2023. Selain itu, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi
Sulawesi Selatan juga harus menjadi acuan dalam merumuskan prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Enrekang tahun 2023 ini.

Tahun 2023 merupakan tahapan pembangunan yang memberikan
penekanan pada tema sentral pembangunan: “Optimalisasi Pemulihan Sosial
Ekonomi untuk Keberlanjutan Pembangunan yang Berdaya Saing”. Dengan
tema tersebut maka arah kebijakan yang diprioritaskan pada tahun 2023
mencakup:

1. Penataan dan pengembangan sarana-prasarana dasar, kebersihan dan
keindahan lingkungan perkotaan;

2. Pemantapan konektivitas wilayah antar pusat produksi pertanian dengan
pusat-pusat pertumbuhan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat;

3. Penguatan basis modal sosial dalam percepatan pemulihan kehidupan
sosial ekonomi masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan daerah yang
berdaya saing;

4. Penataan sarana dan prasarana kesehatan dan Pendidikan serta sarana



6.
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peribadatan yang merata di setiap wilayah;

Pengembangan kualitas sistem tata kelola serta perencanaan,
penganggaran, dan pembangunan melalui inovasi-inovasi baru;

Akselerasi partisipasi masyarakat mewujudkan keamanan dan ketertiban;
Penguatan peran pelaku UMKM dan masyarakat kurang mampu dalam
pengelolaan komoditas unggulan daerah untuk peningkatan produktivitas

komoditas unggulan daerah.
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Tabel 4.3
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2023

Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi
2021 2022 2023
Misi-1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik
1.1. Menciptakan 1.1.1. Meningkatnya Memperluas dan Pengembangan infrastruktur | Pemantapan infrastruktur Pemantapan konektivitas
pembangunan yang aksesibilitas ke pusat- meningkatkan kualitas jalan/jembatan yang jalan/jembatan yang wilayah antar pusat produksi
merata bagi masyarakat pusat produksi di infrastruktur jalan dari pusat menghubungkan kawasan mengakses pusat-pusat pertanian dengan pusat-pusat
perkotaan dan perdesaan | perdesaan kota ke pusat-pusat produksi perkotaan dengan perdesaan | produksi di perdesaan pertumbuhan dan aktivitas
yang ada di perdesaan sosial ekonomi masyarakat
1.1.2. Meningkatnya Meningkatkan kebersihan dan | Peningkatan kualitas Pengembangan sarana- Penataan dan pengembangan
kualitas utilitas keindahan serta kualitas drainase dan sarana- prasarana kebersihan kota | sarana-prasarana keindahan
keindahan dan layanan sarana dan prasarana layanan | prasarana air bersih dan sanitasi rumah tangga | kota
dasar perkotaan dasar serta penataan ruang perkotaan dan perdesaan

publik perkotaan

Misi-2: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqgwa

2.1. Mewujudkan kualitas | 2.1.1. Meningkatnya Meningkatkan ketersediaan Meningkatkan kesadaran Meningkatkan kualitas Melakukan pemerataan
SDM berdaya saing dan akses dan kualitas dan kualitas sarana-prasarana | masyarakat akan pentingnya | sarana-prasarana distribusi tenaga kesehatan
berkarakter religius layanan kesehatan dan penunjang layanan kesehatan | tingkat pendidikan dan penunjang layanan dan pendidikan di setiap
pendidikan dan pendidikan dengan perilaku hidup sehat kesehatan dan pendidikan wilayah
melihat pada aspek di setiap wilayah

peme rataan secara

proporsional di setiap wilayah

2.1.2. Meningkatnya Mengembangkan jaringan Meningkatkan infrastruktur Mendorong penggunaan
akses dan aplikasi teknologi informasi serta informasi dan komunikasi teknologi informasi dalam
teknologi terapan oleh pembinaan literasi masyarakat | dalam memberi jangkauan setiap aktivitas masyarakat
masyarakat terhadap penggunaan internet ke setiap wilayah

teknologi informasi dalam
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2021

2022

2023

mendukung setiap

aktivitasnya

2.1.3. Meluasnya
penerapan nilai
spiritualitas dalam hidup

bermasyarakat

Mengembangkan sarana dan

prasarana ibadah serta
mendorong peningkatan

aktivitas lembaga-lembaga

keagamaan dalam berperan
memperkuat pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai agama

Peningkatan kualitas sarana-

prasarana ibadah

Penguatan peran dan
aktivitas lembaga
pendidikan keagamaan
dalam membangun
masyarakat yang memiliki
pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai

agama

Misi-3: Mengoptimalkan tat

a kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan

rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi

3.1. Meningkatkan
kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik

3.1.1. Terciptanya tata
kelola pemerintahan
daerah yang bersih,
akuntabel dan

berkualitas

Mendorong penguatan tata

kelola dan profesionalisme

aparatur yang didukung oleh

sistem teknologi informasi

yang relevan, akuntabel, dan

mendukung inovasi secara

berkelanjutan

Penguatan sistem tata kelola

yang relevan dalam

memperkuat profesionalisme

aparatur daerah

Penguatan sistem
perencanaan,

penganggaran, dan

pelaksanaan pembangunan

yang akuntabel

Pengembangan kualitas sistem
tata kelola serta perencanaan,
penganggaran, dan
pembangunan melalui inovasi-

inovasi baru

3.1.2. Terwujudnya
ketentraman dan
ketertiban masyarakat

serta perlindungan sosial

Memperkuat peran dan

partisipasi masyarakat dalam

perwujudan keamanan dan

ketertiban masyarakat

Penguatan partisipasi
masyarakat mewujudkan

keamanan dan ketertiban

Akselerasi partisipasi
masyarakat mewujudkan

keamanan dan ketertiban

3.1.3. Terciptanya
keadilan dan keseteraan

gender dalam

pembangunan

Memastikan adanya aspek

pengarusatamaan gender dan

masyarakat berkebutuhan

Pemberdayaan perempuan
dan masyarakat

berkebutuhan

Penguatan peran
perempuan dan

masyarakat berkebutuhan
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2021

2022

2023

khusus dalam setiap proses

pembangunan daerah

khusus dalam proses

pembangunan daerah

Misi-4: Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri

4.1. Mewujudkan
pembangunan ekonomi
daerah yang akseleratif

dan inklusif

4.1.1. Meningkatnya
realisasi investasi dan
penyerapan tenaga kerja

sektor unggulan daerah

Membangun iklim investasi

yang kondusif serta berperan

aktif dalam setiap upaya
mendatangkan investor
khususnya pada sektor

unggulan daerah

Pemantapan akselerasi
peningkatan iklim investasi
daerah dan produktivitas

tenaga kerja daerah

Penguatan basis modal sosial
dalam percepatan pemulihan
kehidupan sosial ekonomi
masyarakat untuk
keberlanjutan pembangunan

daerah yang berdaya saing

4.1.2. Menguatnya peran
pelaku ekonomi kecil dan
menengah serta
masyarakat kurang

mampu

4.1.3. Meningkatnya nilai
tambah dan produktivitas
komoditas unggulan

daerah

Meningkatkan kapasitas para

pelaku UMKM dan masyarakat

kurang mampu melalui
pembinaan dan pelibatan
langsung pada aktivitas
penciptaan nilai tambah

komoditas unggulan daerah.

Peningkatan kapasitas
pelaku UMKM dan masyarat
kurang mampu melalui
pelatihan-pelatihan
penggunaan teknologi

terbarukan

Penguatan peran pelaku
UMKM dan masyarakat
kurang mampu dalam
meningkatkan nilai tambah

komoditas unggulan daerah

Penguatan peran pelaku
UMKM dan masyarakat
kurang mampu dalam
meningkatkan produktivitas

komoditas unggulan daerah

4.1.4. Terwujudnya
ketahanan dan
kemandirian pangan

daerah

Mendorong kemandirian dan
ketahanan pangan melalui

pengembangan

keanekaragaman pangan lokal

berbasis masyarakat

Pengembangan inovasi
pengolahan bahan pangan
lokal

Misi-5: Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2021

2022

2023

5.1. Menciptakan
pengelolaan sumberdaya
alam secara terpadu
dengan memperhatikan

aspek lingkungan

5.1.1. Meluasnya
penerapan sistem
pertanian organik dan

ramah lingkungan

Mendorong kelompok tani
dalam melakukan peralihan
secara penuh terhadap sistem
pertanian organik dan ramah
lingkungan melalui dukungan

yang riil

Peningkatan kapasitas petani
dalam mengembangkan
sistem pertanian organik dan

ramah lingkungan

Penguatan sistem
pendukung pengembangan
pertanian organik dan

ramah lingkungan

Sumber: RPJMD Kab. Enrekang Tahun 2018-202
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4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi
Sulawesi Selatan

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2023

Hingga saat ini, tema pembangunan nasional, prioritas dan arah
kebijakan nasional yang secara spesifik akan dijalankan pada tahun 2023
belum dipublikasikan dan belum dapat diakses bagi stakeholder pembangunan
daerah. Untuk itu sambal menunggu substansi-substansi pembangunan
nasional tersebut dipublikasikan dan dapat diakses, berikut disajikan substansi
pokok arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022.

Prioritas pembangunan ekonomi nasional Indonesia tahun 2023,
sepenuhnya digambarkan pada RKPN 2022. Menderivasi RPJPN 2005-2025 dan
RPJMN 2020-2024 secara umum pembangunan nasional diprioritaskan untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan
berdaya saing. Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur
pada tahun 2024.

Mengacu pada RPJPN dan RPJMN tersebut, RKPN 2023 mengusung tema
pembangunan, “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Arah kebijakan
pembangunan yang ditempuh dalam RKPN 2020 utamanya akan berfokus pada
upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang
dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan
pembangunan dituangkan ke dalam:

(1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

(2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah,;

(3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja;
(4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan

(5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Pertama, pencapaian sasaran prioritas nasional, Pembangunan Manusia
dan Pengentasan Kemiskinan akan dilakukan melalui lima program prioritas,
yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; (2) Peningkatan
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan

(5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa.
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Kedua, pencapaian sasaran prioritas nasional, Infrastruktur dan
Pemerataan Wilayah akan dilakukan melalui lima program prioritas, yakni: (1)
Perluasan Infrastruktur Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal
dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas Multimoda dan
Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan Infrastruktur
Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital.

Ketiga, prioritas nasional, Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan
Kesempatan Kerja, akan dilakukan melalui 5 program prioritas, yakni: (1)
Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan
Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; (3) Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah
Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5)
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.

Keempat, prioritas nasional, Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan
Lingkungan Hidup, yakni: (1) Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3)
Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi
Baru dan Terbarukan (EBT); (4) Peningkatan Kualitas Lingkungan; serta (5)
Penguatan Ketahanan Bencana.

Kelima, prioritas nasional, Stabilitas Keamanan Nasional didukung oleh
lima program prioritas, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2)
Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3)
Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan
Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; (5)

Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2023, diderivasi
dari dokumen perencanaan pembangunan jangka Panjang dan jangka
menengah. RKPD 2023 Provinsi Sulawesi Selatan mengambil tema
“Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan
Berkarakter”. Berangkat dari tema tersebut, ditetapkan lima prioritas

pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023, sebagai berikut:

(1) Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;
(2) Penguatan infrastruktur wilayah;
(3) Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan;

(4) Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;



(5) Pembangunan manusia;
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(6) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas; dan

(7) Pelestarian lingkungan hidup.

masing-masing difokuskan pada aspek tertentu, seperti ditunjukkan dalam

Secara umum ketujuh prioritas Provinsi Sulawesi Selatan tersebut,

tabel berikut ini.

Tabel 4.4

Fokus Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Prioritas Provinsi Sulawesi
Selatan 2023

Keterangan /Fokus Aspek

Perbaikan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan
publik

Penguatan reformasi birokrasi, baik provinsi maupun
kabupaten/kota;

Pemantapan pelayanan satu pintu (mall pelayanan
publik)

Peningkatan kualitas SDM ASN melalui pendidikan dan
pelatihan serta ilmu pengetahuan dan IMTAQ;

Penguatan infrastruktur
wilayah

Penguatan kualitas infratsruktur darat, laut, udara serta
pembukaan dan penguatan aksessibilitas daerah
terisolir/terpencil /terluar;

Penyediaan listrik dan sumberdaya energi pada daerah
terpencil.

Pengembangan Kawasan pusat
pertumbuhan

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang
terintegrasi, terpadu dan akseleratif;

Pembukaan lapangan kerja produktif untuk peningkatan
produktivitas total daerah.

Penurunan kesenjangan sosial
ekonomi

Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar masyarakat
antar wilayah;

Peningkatan akses sumberdaya ekonomi bagi kelompok
sosial ekonomi masyarakat bawah,;

Peningkatan daya beli kelompok masyarakat miskin.

Pembangunan manusia

Pengembangan kualitas manusia melalui Pendidikan dan
Kesehatan;
Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan layanan

sosial kelompok sasaran.

Pemberdayaan ekonomi
kerakyatan melalui hilirisasi
komoditas

Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumber daya
alam;

Pengembangan kegiatan ekonomi sektor UMKM,;
Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis
ekonomi digital

Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif
berbasis sumberdaya unggulan daerah.

Pelestarian lingkungan hidup

Peningkatan produksi pangan ramah lingkungan;
Pengembangan sumber daya air, irigasi dan pelestarian
lingkungan hidup;

Pemenuhan universal acces (100-0-100)/air minum,
Kawasan kumuh dan sanitasi.

Selanjutnya disajikan perbandingan prioritas pembangunan nasional,
prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan
Kabupaten Enrekang. Mengingat prioritas nasional belum dipublikasi dan
belum dapat diakses, maka yang menjadi acuan sementara adalah prioritas

nasional tahun 2022, ditunjukkan pada tabel berikut ini.



Integrasi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

- 185 -

Tabel 4.5

dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Enrekang, Tahun 2023

Prioritas Nasional
2022

Prioritas Provinsi Sulawesi
Selatan 2023

Prioritas Kabupaten Enrekang
2023

Stabilitas Pertahanan
dan Keamanan

Perbaikan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan
publik

Penguatan reformasi birokrasi
melalui inovasi tata kelola
pemerintahan dan pelayanan
public yang efisien dan berbasis
elektronik

Infrastruktur dan
Pemerataan Wilayah

Penguatan infrastruktur
wilayah

Pengembangan Kawasan
pusat pertumbuhan

Nilai Tambah Sektor
Riil, Industrialisasi
dan Kesempatan
Kerja

Penurunan kesenjangan
sosial ekonomi

Pemberdayaan ekonomi
kerakyatan melalui hilirisasi
komoditas

e Pemantapan konektikvitas
pusat-pusat produksi
komoditas unggulan dengan
pusat pertumbuhan baru;

o Akselerasi inovasi dan hilirisasi
produk unggulan daerah
berbasis sumberdaya alam
lokal;

o Akselerasi perbaikan iklim
investasi daerah dan
prodiktivitas tenaga kerja

e Perbesaran skala ekonomi bagi
kegiatan ekonomi kerakyatan
dan UMKM berbasis komoditas
unggulan lokal

e Peningkatan produktivitas
sumberdaya dan pelaku
ekonomi lokal

Pembangunan
Manusia dan
Pengentasan
Kemiskinan

Pembangunan manusia

e Pemantapan kualitas sarana
dan prasarana kesehatan
secara merata;

¢ Pemantapan kualitas sarana
dan prasarana Pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar,
dan kesetaraan secara merata;

e Pemantapan kualitas sarana
dan prasarana peribadatan.

Ketahanan Pangan,
Air, Energi, dan
Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan
hidup

e Peningkatan produksi dan
keanekaragaman bahan pangan
lokal,

¢ Penguatan dan penyebarluasan
sistem pertanian organik pada
komoditas pangan lokal;

¢ Penataan sistem pengelolaan
lingkungan dan kebersihan
perkotaan.

1.2.2. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh
Anggota DPRD jumlah usulan pokok pokok pikiran Dewan untuk tahun 2023
sebanyak 798 usulan, maka kami mencoba merumuskan beberapa Pokok-
pokok Pikiran DPRD untuk dicermati oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penyusunan Ranperda tentang APBD Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2023
sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan;
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Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, maka sangat diharapkan

untuk melakukan pembinaan aparatur pemerintah daerah terutama pada

aspek:

Peningkatan kualitas SDM aparatur.

Mendorong terjadinya pergeseran paradigma kultur aparatur
pemerintahan daerah agar senantiasa mengembangkan inovasi dan
kreatifitas dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Peningkatan sinergitas hubungan program antar OPD dalam
mendukung pencapaian visi dan misi Kab. Enrekang sebagaimana yang
telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
Kab. Enrekang.

Mendorong peran pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan serta
kelembagaan penunjangnya sebagai ujung tombak penyelenggaraan
pemerintahan, untuk lebih optimal dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Peningkatan kesejateraan aparatur.

Penataan kelembagaan dan manajemen pemerintahan yang efektif,
efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan
pelayanan publik.

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan
yang lebih menjamin partisipasi dari seluruh sektor yang terkait dalam
proses pembangunan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini pula kami
menegaskan bahwa hasil dari pelaksanaan reses dan penjaringan
aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD sebagai
lembaga perwakilan rakyat, hendaknya menjadi salah satu skala
prioritas dalam pelaksanaan musrembang.

Perlunya upaya peningkatan kualitas koordinasi baik dengan
pemerintah pusat maupun provinsi khususnya dalam hal penyediaan
sarana dan prasarana yang membutuhkan penganggaran yang cukup
besar.

Penanganan secara komprehensif, optimal dan terpadu terkait masalah
perbatasan antar kabupaten, perbatasan kawasan hutan lindung dan

lokasi tanah masyarakat.
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Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka DPRD
juga akan memberikan komitmen yang sungguh-sungguh dalam

menjalankan fungsi kontrolnya.

b. Bidang Infrastruktur;

Mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dalam artian
bahwa lebih memprioritaskan tindak lanjut terhadap program
infrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan lain sebagainya yang
belum selesai pengerjaannya untuk diakomodir dalam APBD Tahun
2023.

Pengembangan wilayah strategis untuk mendukung percepatan
pembangunan kawasan yang potensial. Oleh karena itu sangat
diharapkan untuk membuka akses interkoneksitas antar kecamatan,
antara kecamatan dan desa serta antar desa yang satu dengan desa yang
lain, menuju pada kantong-kantong produksi sekaligus mengupayakan
pengembangan daerah terisolir dan peningkatan taraf hidup
masyarakat.

Peningkatan dukungan dan ketersediaan infrastruktur dasar yang
berbasis komoditas yang siap pakai sampai ketingkat desa dan
pemukiman terpencil.

Penciptaan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar
untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Mendorong pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar lebih
mengedepankan kualitas yang dihasilkan sehingga betul-betul dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

c. Bidang Ekonomi;

Peningkatan peran UKM dengan mempertahankan pemberian bantuan
modal kepada para usaha kecil dan menengah, peningkatan akses
kesempatan kerja, peningkatan kualitas SDM para pelaku usaha kecil
menengah.

Revitalisasi pertanian menuju pertanian yang modern dengan
pengembangan dan peningkatan sistem pertanian berbasis agrobisnis
dan agroindustri.

Dalam mewujudkan Kab. Enrekang sebagai daerah agropolitan maka
sangat ditentukan oleh ketersediaan akses jalan, peralatan mesin
pertanian, jaringan irigasi, pembentukan lembaga penyuluh
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kios sarana

produksi dan pemasarannya.
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Peningkatan produksi hendaknya disesuaikan dengan permintaaan
pasar, agar hasil produksi para petani tersebut dapat langsung
terdistribusi dan tidak mengalami kerusakan.

Pembangunan pasar tradisional sebagai tempat transaksi kebutuhan
pokok dan pemasaran produk unggulan masyarakat.

Pengembangan budidaya peternakan dan perikanan khususnya pada
wilayah yang potensial.

Perlunya dilakukan penyesuaian terhadap standar harga satuan.
Dalam rangka peningkatan kualitas para rekanan lokal, maka sangat
diharapkan untuk lebih memberikan ruang yang cukup bagi para pelaku
usaha dan jasa konstruksi lokal dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan daerah ini.

d. Bidang Sosial Budaya;

Manajemen pengelolaan pendidikan dan peningkatan kualitas
pendidikan seperti pembangunan infarstruktur pendidikan, pemenuhan
tenaga pendidik disetiap tingkatan sekolah, peningkatan kualitas guru
hendaknya dilakukan seoptimal mungkin.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana
dan prasarana kesehatan, termasuk penyediaan tenaga medis pada
setiap tempat pelayanan kesehatan seperti pustu/poskesdes serta
ketersediaan dokter ahli yang cukup di Rumah Sakit Umum
Massenrempulu.

Penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sebagai satu
bentuk upaya dalam menekan laju angka pengangguran.

Berikut adalah Hasil Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Enrekang

diklarifikasikan menjadi beberapa bagian:
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Tabel 4.6

DAFTAR RESES /POKOK PIKIRAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (D PR D)
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

No Tgl Usul Pengusul Fraksi Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan Koefisien OPD Tujuan Awal OPD Tujuan Akhir
1 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum |Rehab Jalan Peningkatan Jalan Sumpu- Sumpu-Kendenan, Kab. Baraka Kendenan 300 Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
GOLONGAN KARYA dan Penataan Ruang Kendenan Enrekang METER |Tata Ruang Tata Ruang
2 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan JUT Pasaran pasaran, Kab. Enrekang Anggeraja Tanete 200 Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani METER |Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
3 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan peningkatan JUT Sossok Sossok, Kab. Enrekang Anggeraja Mataran 200 Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani METER |Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
4 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan JUT Cendana Cendana, Kab. Enrekang Anggeraja Siambo 200 Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani METER |Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
5 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum [Rehab Jalan Peningkatan Jalan Buntu Buntu Ampang-Kota, Kab. | Anggeraja Pekalobean 400 Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
GOLONGAN KARYA dan Penataan Ruang Ampang-Kota Enrekang METER [Tata Ruang Tata Ruang
6 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan JUT Gandeng Gandeng, Kab. Enrekang Baraka Salukanan 200 Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani METER |Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
7 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Rehab TK Pertiwi 7 Anggeraja | Anggeraja, Kab. Enrekang | Anggeraja Saruran 2 RKB |Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan
GOLONGAN KARYA Gedung/Ruang Kebudayaan Kebudayaan
Kelas/Ruang Guru PAUD
8 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, Peningkatan Jalan Lingkungan | Bunggawai, Kab. Enrekang | Anggeraja Bubun Lamba 200 Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
GOLONGAN KARYA dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Bunggawai METER [Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
9 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, Peningkatan Jalan LIngkungan Cakke, Kab. Enrekang Anggeraja Lakawan 200 Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
GOLONGAN KARYA dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Cakke METER |Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
10 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana Bronjon/Talud Lempangan | Lempangan, Kab. Enrekang [ Anggeraja Bubun Lamba 100 Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan
GOLONGAN KARYA dan Utilitas ( Pagar, Talud, METER |Kebudayaan Kebudayaan
Musholla, WC/Toilet)
11 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin Pengadaan Cultivator anggeraja, baraka, bungin, Seluruh Seluruh 15 BH |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pertanian malua, Kab. Enrekang Kecamatan | Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
12 09-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Kepemudaan dan |Penyediaan Sarana dan Prasarana rehab Lapangan Sepak bola singki, Kab. Enrekang Anggeraja Singki 1 PAKET |Dinas Kepemudaan dan Olah Dinas Kepemudaan dan

GOLONGAN KARYA

Olahraga

Olahraga ( Lapangan Olahraga )

singki

Raga & Pariwisata

Olah Raga & Pariwisata




-190-

No Tgl Usul Pengusul Fraksi Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan Koefisien OPD Tujuan Awal OPD Tujuan Akhir
13 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Kepemudaan dan |Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Lapangan Cakke, Kab. Enrekang Anggeraja Lakawan 1 PAKET |Dinas Kepemudaan dan Olah Dinas Kepemudaan dan
GOLONGAN KARYA Olahraga Olahraga ( Lapangan Olahraga ) Tennis Indor Cakke Raga & Pariwisata Olah Raga & Pariwisata
14 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAIL Pertanian Penyediaan Benih/Bibit,/Pupuk Pengadaaan Perangkar Lampu | anggeraja, Kab. Enrekang | Anggeraja Seluruh 4 KLP |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Tanaman Perkebunan dan Ulat Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Pertanian (Sarana Pendukung Perkebunan
Pertanian)
15 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Embung-Embung | anggeraja, Kab. Enrekang Anggeraja Seluruh 2 KLP |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Embung Pertanian Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
16 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan Prasarana pompanisasi dan perpiaan anggeraja, Kab. Enrekang Anggeraja Seluruh 2 KLP |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pendukung Pertanian lainnya Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(perpompaan, perpipaan, saluran Perkebunan
air)
17 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum [Rehab Jalan peningkatan jalan belalang-bt. [ belalang-bt. barrang, Kab. | Anggeraja Lakawan 1 KM |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
GOLONGAN KARYA dan Penataan Ruang barrang Enrekang Tata Ruang Tata Ruang
18 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan JUT Kendenan kendenan, Kab. Enrekang Baraka Kendenan 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
19 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan pembangunan jut singki- sinki-pandoko, Kab. Anggeraja Singki 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani pandoko Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
20 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum |Rehab Jalan PEningkatan jalan Tampo- tampo, Kab. Enrekang Anggeraja Tampo 1 KM |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
GOLONGAN KARYA dan Penataan Ruang pekuburan umum (Tampo) Tata Ruang Tata Ruang
21 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan JUT Malimongan | malimongan, Kab. Enrekang| Anggeraja Pekalobean 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
22 10-01-2022 |DEDI BAHTIAR, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan PENINGKATAN JUT SARURAN | SARURAN, Kab. Enrekang | Anggeraja Saruran 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
GOLONGAN KARYA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
23 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM Pekerjaan Umum [Rehab Jalan rabat beton batu mila, Kab. Enrekang Maiwa Batu Mila 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
dan Penataan Ruang Tata Ruang Tata Ruang
24 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM Pekerjaan Umum [Rehab Jalan rabat beton pariwang, Kab. Enrekang Maiwa Pariwang 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
dan Penataan Ruang Tata Ruang Tata Ruang
25 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM Pertanian Pembangunan Prasarana percetakan sawah mangkawasni, Kab. Maiwa Mangkawani 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,

Pendukung Pertanian lainnya

(perpompaan, perpipaan, saluran

air)

Enrekang

Holtikultura dan Perkebunan

Holtikultura dan
Perkebunan
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No Tgl Usul Pengusul Fraksi Urusan Usulan Permasalahan Alamat Kecamatan Kelurahan Koefisien OPD Tujuan Awal OPD Tujuan Akhir
26 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan embun-embun patondon salu, Kab. Maiwa Patondon Salu 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
27 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan jalan tani palakka, Kab. Enrekang Maiwa Palakka 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
28 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM Pekerjaan Umum |Pembangunan, Rehabiltasi dan drainase/irigasi karrang, Kab. Enrekang Cendana Karrang 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
dan Penataan Ruang |Peningkatan Sistem Drainase Tata Ruang Tata Ruang
29 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM | Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan lingkungan garutuk, Kab. Enrekang Enrekang Buttu Batu 1 PAKET |Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
30 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM | Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan lingkungan buttu batu, Kab. Enrekang | Enrekang Buttu Batu 1 PAKET [Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
31 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM Pertanian Pengadaan Benih/Bibit Ternak pengadaan sapi tuara, Kab. Enrekang Seluruh Tuara 1 PAKET |Dinas Peternakan dan Perikanan|Dinas Peternakan dan
Kecamatan Perikanan
32 10-01-2022 |HJ. NURUL HIKMAH FRAKSI PARTAI NASDEM Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan embung-embung buntu batu, Kab. Enrekang | Enrekang Buttu Batu 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
33 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana Pembangunan Pagar SMP 2 Desa Tuncung, Kab. Maiwa Tuncung 300 Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan
NURANI PERJUANGAN dan Utilitas ( Pagar, Talud, Maiwa Enrekang METER |Kebudayaan Kebudayaan
Musholla, WC/Toilet)
34 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pekerjaan Umum |Pembangunan, Rehabiltasi dan Drainase Desa Tuncung, Kab. Maiwa Tuncung 500 Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
NURANI PERJUANGAN dan Penataan Ruang |Peningkatan Sistem Drainase Enrekang METER |Tata Ruang Tata Ruang
35 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Tani Desa Tuncung, Kab. Maiwa Tuncung 2 KM [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERUUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
36 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pengadaan Benih/Bibit Ternak Pengadaan Sapi Desa Tuncung, Kab. Maiwa Tuncung 200 EKOR|Dinas Peternakan dan Perikanan|Dinas Peternakan dan
NURANI PERJUANGAN Enrekang Perikanan
37 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan Prasarana Sarana Air Bersih Desa Mangkawani, Kab. Maiwa Mangkawani 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,

NURANI PERJUANGAN

Pendukung Pertanian lainnya
(perpompaan, perpipaan, saluran
air)

Enrekang

Holtikultura dan Perkebunan

Holtikultura dan
Perkebunan
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38 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pekerjaan Umum |Pembangunan, Rehabiltasi dan draenase desa mangkawani, Kab. Maiwa Mangkawani 500 Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
NURANI PERJUANGAN dan Penataan Ruang [Peningkatan Sistem Drainase Enrekang METER [Tata Ruang Tata Ruang
39 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan Prasarana Sarana Air Bersih Desa Bottomalangga, Kab. Maiwa Botto Malangga | 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pendukung Pertanian lainnya Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(perpompaan, perpipaan, saluran Perkebunan
air)
40 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pekerjaan Umum |Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Peningkatan jalan Desa Bottomalangga, Kab. Maiwa Botto Malangga 2 KM |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
NURANI PERJUANGAN dan Penataan Ruang Enrekang Tata Ruang Tata Ruang
41 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Kepemudaan dan |Penyediaan Sarana dan Prasarana Sarana Olahraga Desa Bottomalangga, Kab. Maiwa Botto Malangga | 1 PAKET |Dinas Kepemudaan dan Olah Dinas Kepemudaan dan
NURANI PERJUANGAN Olahraga Olahraga ( Lapangan Olahraga ) Enrekang Raga & Pariwisata Olah Raga & Pariwisata
42 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan jalan tani Desa Baringin, Kab. Maiwa Baringin 3 KM |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
43 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan pengecoran jalan tani Desa Baringin, Kab. Maiwa Baringin 5KM |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
44 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin Pengadaan Alsintan desa baringin, Kab. Maiwa Baringin 10 UNIT |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
45 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Penyediaan Benih/Bibit,/Pupuk Pengadaan Bibit desa baringin, Kab. Maiwa Baringin 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Tanaman Perkebunan dan Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Pertanian (Sarana Pendukung Perkebunan
Pertanian)
46 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Tani Desa Tanete, Kab. Enrekang Maiwa Tanete 2 KM |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
47 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Penyediaan Benih/Bibit,/Pupuk Pengadaan Bibit Jagung Desa Tanete, Kab. Enrekang Maiwa Tanete 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Tanaman Perkebunan dan Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Pertanian (Sarana Pendukung Perkebunan
Pertanian)
48 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pengadaan Benih/Bibit Ternak Pengadaan sapi Desa Tanete, Kab. Enrekang Maiwa Tanete 50 EKOR |Dinas Peternakan dan Perikanan|Dinas Peternakan dan
NURANI PERJUANGAN Perikanan
49 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin pengadaan ALSINTAN Desa Tanete, Kab. Enrekang Maiwa Tanete 10 UNIT [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
50 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin pengadaan ALSINTAN Desa Ongko, Kab. Enrekang Maiwa Ongko 10 UNIT [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,

NURANI PERJUANGAN

Pertanian

Holtikultura dan Perkebunan

Holtikultura dan
Perkebunan
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51 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan peningkatan jalan tani Desa Ongko, Kab. Enrekang Maiwa Ongko 3 km |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
52 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan jalan tani desa tapong, Kab. Enrekang Maiwa Tapong 5KM [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
53 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin pengadaan ALSINTAN Desa tapong, Kab. Enrekang Maiwa Tapong 5 UNIT [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
54 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin pengadaan ALSINTAN Desa Tapong, Kab. Maiwa Tapong 5 UNIT |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
55 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan peningkatan jalan tani desa boiya, Kab. Enrekang Maiwa Boiya 2 KM |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
56 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan peningkatan jln tani desa patondonsalu, Kab. Maiwa Patondon Salu 2 KM |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
57 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pekerjaan Umum |Rehab Jalan peningkatan jalan desa matajang, Kab. Maiwa Matajang 2 KM |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
NURANI PERJUANGAN dan Penataan Ruang Enrekang Tata Ruang Tata Ruang
58 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Penyediaan Benih/Bibit,/Pupuk pengadaan bibit jagung desa matajang, Kab. Maiwa Matajang 1ton [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Tanaman Perkebunan dan Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Pertanian (Sarana Pendukung Perkebunan
Pertanian)
59 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan peningkatan jalan tani desa lebani, Kab. Enrekang Maiwa Lebani 2km [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
60 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan pembangunan embung desa lebani, Kab. Enrekang Maiwa Lebani 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
61 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan peningkatan jalan tani desa labuku, Kab. Enrekang Maiwa Labuku 2 KM |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
62 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan pembangunan embung desa labuku, Kab. Enrekang Maiwa Labuku 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
63 10-01-2022 |DRA. HJ.DAYA FRAKSI BINTANG Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalan di pengadaan meterisasi kec.maiwa, Kab. Enrekang Maiwa Seluruh 1 PAKET |Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
NURANI PERJUANGAN Jalan ( Marka, Lampu Jalan, Alat Kelurahan/Desa

Pemberi Isyarat Lalu Lintas )
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64 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Kepemudaan dan |Penyediaan Sarana dan Prasarana lapangan volley kasambi, tindalun, Kab. Anggeraja Tindalun 1 PAKET |Dinas Kepemudaan dan Olah Dinas Kepemudaan dan
KEADILAN SEJAHTERA Olahraga Olahraga ( Lapangan Olahraga ) Enrekang Raga & Pariwisata Olah Raga & Pariwisata

65 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAIL Pertanian Pengadaan Benih/Bibit Ternak bantuan ternak sapi Pepandungan, baraka, Kab. Baraka Pepandungan 25 EKOR |Dinas Peternakan dan Perikanan|Dinas Peternakan dan
KEADILAN SEJAHTERA Enrekang Perikanan

66 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Benih/Bibit Ternak BANTUAN TERNAK SAPI TIROWALI, BARAKA, Kab. Baraka Tirowali 20 EKOR |Dinas Peternakan dan Perikanan|Dinas Peternakan dan
KEADILAN SEJAHTERA Enrekang Perikanan

67 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan PEMBANGUNAN JALAN LOKO- | LOKO, JANGGURARA, Kab. Baraka Janggurara 1 KM Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani ERAN BATU Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan

(JUT) Perkebunan

68 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum [Pembangunan, Rehabiltasi dan DRAINASE PEMUKIMAN CAKKE, ANGGERAJA, Kab. | Anggeraja Seluruh 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Penataan Ruang [Peningkatan Sistem Drainase Enrekang Kelurahan/Desa Tata Ruang Tata Ruang

69 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana PENATAAN MASJID AL- CAKKE, Kab. Enrekang Anggeraja Lakawan 1 PAKET [Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Utilitas ( Pagar, Talud, HADIST CAKKE Kebudayaan Kebudayaan

Musholla, WC/Toilet)

70 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum [Rekonstruksi Jalan PENINGKATAN JALAN BUBUN BUBUN SALAK, Kab. Anggeraja Bubun Lamba 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Penataan Ruang SALAK Enrekang Tata Ruang Tata Ruang

71 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum |Pembangunan, Rehabiltasi dan DRAINASE JALAN BUBUN BUBUN SALAK, Kab. Anggeraja Bubun Lamba 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Penataan Ruang |Peningkatan Sistem Drainase SALAK Enrekang Tata Ruang Tata Ruang

72 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum |Pembangunan, Rehabiltasi dan DRAINASE SOSSOK SOSSOK, Kab. Enrekang Anggeraja Mataran 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Penataan Ruang |Peningkatan Sistem Drainase Tata Ruang Tata Ruang

73 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum [Normalisasi/Restorasi Sungai NORMALISASI TANGGUL PASARAN, Kab. Enrekang Anggeraja Tanete 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Penataan Ruang SUNGAI PASARAN Tata Ruang Tata Ruang

74 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, JALAN LINGKUNGAN PANDUNG BATU, Kab. Baraka Baraka 1 PAKET |Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
KEADILAN SEJAHTERA dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan PANDUNG BATU Enrekang Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan

Permukiman Lingkungan) Pertanahan

75 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum |Pembangunan, Rehabiltasi dan DRAINASE HOMBES HOMBES, Kab. Enrekang | Buntu Batu Pasui 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Penataan Ruang |Peningkatan Sistem Drainase Tata Ruang Tata Ruang

76 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum [Rekonstruksi Jalan PENGECORAN LOKO ERAN | ERAN BATU, Kab. Enrekang | Buntu Batu Eran Batu 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan

KEADILAN SEJAHTERA

dan Penataan Ruang

BATU

Tata Ruang

Tata Ruang
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77 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pekerjaan Umum |Pembangunan, Rehabiltasi dan DRAINASE LANGDA LANGDA, Kab. Enrekang | Buntu Batu Langda 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Penataan Ruang |Peningkatan Sistem Drainase Tata Ruang Tata Ruang
78 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, JALAN LINGKUNGAN RODOK RODOK KATANGKA, Kab. | Buntu Batu Pasui 1 PAKET |Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
KEADILAN SEJAHTERA dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan KATANGKA Enrekang Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
79 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Perindustrian Pelaksanaan Pembangunan Sarana CULTIVATOR UNTUK ANGGERAUJA, Kab. Anggeraja Seluruh 1 PAKET |Dinas Perindustrian dan Dinas Perindustrian dan
KEADILAN SEJAHTERA dan Prasarana Industri (Bantuan KELOMPOK TANI Enrekang Kelurahan/Desa Perdagangan Perdagangan
Mesin/Peralatan Kelompok IKM)
80 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG KELOMPOK TANI ANGGERAJA, Kab. Anggeraja Seluruh 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
81 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin MESIN POTONG RUMPUT ANGGERAUJA, Kab. Anggeraja Seluruh 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pertanian Enrekang Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
82 10-01-2022 [ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG DESA BAMBAPUANG BAMBAPUANG, Kab. Anggeraja Bamba Puang 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
83 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG SIAMBO SIAMBO, Kab. Enrekang Anggeraja Siambo 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
84 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG DUSUN KASAMBI DUSUN KASAMBI, Kab. Anggeraja Tindalun 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
85 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG DESA MAMPU DESA MAMPU, Kab. Anggeraja Mampu 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
86 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG DESA TAMPO DESA TAMPO, Kab. Anggeraja Tampo 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
87 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin CULTIVATOR DESA DESA PEPANDUNGAN, Kab. Baraka Pepandungan 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pertanian PEPANDUNGAN Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
88 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan Prasarana PIPANISASI DESA TIROWALI DESA TIROWALI, Kab. Baraka Tirowali 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pendukung Pertanian lainnya Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(perpompaan, perpipaan, saluran Perkebunan
air)
89 10-01-2022 [ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan PEMBANGUNAN JUT DESA TIROWALI, Kab. Baraka Tirowali 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani TIROWALI Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan

JuT)

Perkebunan
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90 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin LISTRIK TENAGA SURYA ANGGERAJA, Kab. Anggeraja Seluruh 10 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pertanian UNTUK PETANI Enrekang Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
91 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan PEMBANGUNAN JUT BANCA BARAKA, Kab. Enrekang Baraka Baraka 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
92 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG HOMBES BUNTU BATU, Kab. Buntu Batu Seluruh 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
93 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin MESIN DROS KOPI BUNTU BATU, Kab. Buntu Batu Seluruh 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pertanian LATIMOJONG Enrekang Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
94 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin MESIN DROS KOPI BUNTU BATU, Kab. Buntu Batu Latimojong 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pertanian LATIMOJONG Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
95 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin MESIN DROS KOPI BUNTU BATU, Kab. Buntu Batu Potok Ulin 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pertanian POTOKULLIN Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
96 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin MESIN SANGRAI KOPI BUNTU | BUNTU MONDONG, Kab. |Buntu Batu| Buntu Mondong | 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pertanian MONDONG Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
97 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan JUT RUMBIA LUNJEN LUNJEN, Kab. Enrekang | Buntu Batu Lunjen 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
98 10-01-2022 |[ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan JUT LANDOKE RABUNG, LANDOKE RABUNG, PASUI, | Buntu Batu Pasui 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani PASUI Kab. Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
99 10-01-2022 |[ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan Prasarana POMPANISASI LANDOKE, LANDOKE, PASUI, Kab. Buntu Batu Pasui 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pendukung Pertanian lainnya PASUI Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(perpompaan, perpipaan, saluran Perkebunan
air)
100 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan JUT TALIMBANGAN, LEDAN TALIMBANGAN, LEDAN, Buntu Batu Ledan 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kab. Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
101 10-01-2022 |ANDI ASWAN, SE FRAKSI PARTAI Pertanian Pengadaan Alat dan Mesin PENGADAAN MESIN SEMPROT ANGGERAUJA, Kab. Anggeraja Seluruh 50 UNIT |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
KEADILAN SEJAHTERA Pertanian TANAMAN Enrekang Kelurahan/Desa Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
102 10-01-2022 |H. CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan Prasarana pompanisasi/perpiaan TONTONAN, TANETE, Kab. | Anggeraja Tanete 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,

NURANI PERJUANGAN

Pendukung Pertanian lainnya
(perpompaan, perpipaan, saluran
air)

Enrekang

Holtikultura dan Perkebunan

Holtikultura dan
Perkebunan
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103 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE [FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan Prasarana POMPANISASI/PERPIPAAN BATUNONI, Kab. Enrekang | Anggeraja Batunoni 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pendukung Pertanian lainnya Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(perpompaan, perpipaan, saluran Perkebunan
air)
104 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan Prasarana POMPANISASI/PERPIAAN KADINGEH, Kab. Enrekang Baraka Kadingeh 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pendukung Pertanian lainnya Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(perpompaan, perpipaan, saluran Perkebunan
air)
105 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG-EMBUNG BATUNONI, Kab. Enrekang | Anggeraja Batunoni 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
106 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG-EMBUNG SINGKI, Kab. Enrekang Anggeraja Singki 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
107 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG-EMBUNG TONTONAN, TANETE, Kab. | Anggeraja Tanete 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
108 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG-EMBUNG MENDATTE, Kab. Enrekang [ Anggeraja Mendatte 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
109 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG-EMBUNG SALUDEWATA, Kab. Anggeraja Salu Dewata 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
110 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG-EMBUNG DULANG, Kab. Enrekang Malua Dulang 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
111 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan EMBUNG-EMBUNG BONTO, Kab. Enrekang Malua Bonto 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
112 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan JALAN USAHA TANI MENDATTE, Kab. Enrekang [ Anggeraja Mendatte 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
113 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan JALAN USAHA TANI SINGKI, Kab. Enrekang Anggeraja Singki 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
114 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan JALAN USAHA TANI TINDALUN, Kab. Enrekang | Anggeraja Tindalun 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
115 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan jalan usaha tani saruran, Kab. Enrekang Anggeraja Saruran 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,

NURANI PERJUANGAN

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
(JUT)

Holtikultura dan Perkebunan

Holtikultura dan
Perkebunan
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116 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE [FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan jalan usaha tani mataran, Kab. Enrekang Anggeraja Mataran 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
117 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE [FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan jalan usaha tani bonto, Kab. Enrekang Malua Bonto 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
118 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan jalan usaha tani tampo, Kab. Enrekang Anggeraja Tampo 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
119 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE [FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan jalan usaha tani tanete, Kab. Enrekang Anggeraja Tanete 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
(JUT) Perkebunan
120 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan linkungan tampo, Kab. Enrekang Anggeraja Tampo 1 PAKET [Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
NURANI PERJUANGAN dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
121 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan lingkungan saruran, Kab. Enrekang Anggeraja Saruran 1 PAKET [Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
NURANI PERJUANGAN dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
122 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan lingkungan tanete, Kab. Enrekang Anggeraja Tanete 1 PAKET [Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
NURANI PERJUANGAN dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
123 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan lingkungan mataran, Kab. Enrekang Anggeraja Mataran 1 PAKET |Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
NURANI PERJUANGAN dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
124 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE [FRAKSI BINTANG Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan lingkungan bonto, Kab. Enrekang Malua Bonto 1 PAKET |Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
NURANI PERUUANGAN dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
125 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan lingkungan tindalun, Kab. Enrekang Anggeraja Tindalun 1 PAKET |Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
NURANI PERJUANGAN dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
126 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Perumahan Rakyat |Penyediaan Prasarana, Sarana, jalan lingkungan mendatte, Kab. Enrekang Anggeraja Mataran 1 PAKET [Dinas Perumahan, Kawasan Dinas Perumahan, Kawasan
NURANI PERJUANGAN dan Kawasan dan Utilitas Umum (Jalan Permukiman dan Pertanahan Permukiman dan
Permukiman Lingkungan) Pertanahan
127 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan jalan lingkungan singki, Kab. Enrekang Anggeraja Singki 1 PAKET |Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
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128 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pekerjaan Umum [Rekonstruksi Jalan pengecoran jalan mendatte mendatte, Kab. Enrekang Anggeraja Mendatte 1 PAKET |Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
NURANI PERJUANGAN dan Penataan Ruang Tata Ruang Tata Ruang
129 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan embung-embung kotu kotu, bambapuang, Kab. Anggeraja Bamba Puang 1 PAKET [Dinas Tanaman Pangan, Dinas Tanaman Pangan,
NURANI PERJUANGAN Pemeliharaan Embung Pertanian Enrekang Holtikultura dan Perkebunan Holtikultura dan
Perkebunan
130 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE [FRAKSI BINTANG Pekerjaan Umum |Pembangunan Jembatan pembangunan jembatan dan tondok, Kab. Enrekang Anggeraja Lakawan 1 PAKET [Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum dan
NURANI PERJUANGAN dan Penataan Ruang bronjong Tata Ruang Tata Ruang
131 10-01-2022 . CHAIRUL TAHIR, SE |FRAKSI BINTANG Perumahan Rakyat |Penyed